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ABSTRAK

Nama : Iman Apung
Program Studi : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Judul : Strategi Revitalisasi BLK UPTD dalam Era Otonomi Daerah

Tesis ini membaniu pengambil kebijakan di Departemen Tenaga Kera dan
Transmigrasi RI dalam menentukan strategi yang tepat untuk melakukan
Revitalisasi BLK UPTD di Era Otonomi Daerah dengan menggunskan
pendekatan Anaiytical Hierachy Process (AHP). Penelitian ini adalah peneclitian
kuantitatif dengan desain deskriptif Hasil penelitisn menyaranksn babwa
pensinergian UL Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dengan Ul
Nomor 13 tabun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu segera dilaksanakan agar
BLK UPTD memiliki legitimasi dan repulasi yang jelas dalam upaya
menseragamkan pola manajemennya dengan BLK UPTP sehingga Reviialisasi
BLE UPTD dapat berjalan dengan cepat dan akurat.

Kata kunci:

minergi, legitimasy, regulast, menseragarnkan, revitalisasi,
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ABSTRACT

Mame :ImanAgmg
Study Program : Population and Manpower
Title: Strategy in Revitalization of BLK UPTIJ in the Regional Autonomy Era

This Thests helps policy maker in the Department of Manpower and
Transmigration to decide the comrect strategy to do revitalization of BLK UPTD in
the Regional Autonomy Era by using the Analytical Hierarchy Process (AHP),
This Resesarch is 4 quantitative research with descriptive design, The resuli of this
research suggest that the synergy berween Law 32 vear 2004 concerning the
Regional Government and Law 13 year 2003 concerning Manpower need to be
done inumnediately so that the BLK UPTD has a clear legitimating and reguiation
in order to synchronize the management pattern with the BLE UPTD so that the

revitalization of BLK U¥FTT can be done immediately and accurately.

Keywords:
Synergy, Legitimating, Regulation, Synchronize, Revitalization.
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ABSTRACT

Name : Iman Agung
Study Program : Population and Manpower
Title: Strategy in Revitalization of BLK UPTI? in the Regional Autonomy

This Thesis helps policy maker in the Department of Manpower and
Transmigration to decide the correct strategy to do revitalization of BLK UPTD in
the Regional Autonomy Era by using the Analytical Hierarchy Process (AHP).
This Research is a quantitative research with deseriptive design. The result of this
rescarch suggest that the synergy between Law 32 year 2004 concerning the
Regional Governunent and Law 13 year 2003 concerning Manpower need to be
done immediately so that the BLK UPTD has a clear legitimating and regulation
in order to synchromize the management pattern with the BLK UPTD so that the
revitalization of BLUK UPTD can be done immediately and accurately.

keywords:

Synergy, Legitimating, Regulation, Synchronize, Revitalization.
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi politik tahun 1998 temyata membawa perubaban. Sejak
jetubmys era pemennizhan Orde Baru semangat reformasi menyeruak di selurnh
pelosok negeri, Reformasi mempunyar konsistensi yang harus diterima, yaitu
membawa dampak vang baik maupnn yang membawa dampak buruk, semuanya
tetap mempunyai konsekuensi. Di dalam duma ketenagakerjaan, dampok buruk
yang paling utama adalah Pesmtusan Hubungan Kerja (PHK) teriadi dimana-
muna. Investor lebih memilih menginvestasikan dananya di Iuar negeri.

Kemudian dicanangkan Otonomi Daerah oleh Pemerintah Pusat pada awal
tahun 1999, vang membawa perubahan paradigma yang mendasar dan bersifat
struktural. Hal ini dirasakan sangat sulit karena selama il alur atau pola
pemerintahan sudah terbiass dengan Sentralisasi dan pasti akan butuh wakm
penyesuaian yang tidak sebentar untuk berubah menjadi Desentralisasi. Salah satu
fenomena yang paling mencolok dari alur sentralisasi adalah pemenniah daerah
dengan pembangunan rmemiliki kefergantungan vang tingg! terhadap pemerintah
pusat, ini terithat jelas pada aspek kevangas. Ketergantungan fiskal teclihat relatnf
rendahnya Pendapatan Ash Dacrah (PAD) dan dominannya transfer dari pusat,
terutama untuk daerah-daerah dengan sumber daya alam vang rendah. Adalsh
ironis, kendati Undang-Undang telah menggarishawahi titik berat ekonomi pada
kabupaten/kota, namun justru ksbupaten/kota-lah vang mengalami tingkat
ketergantungan yang letih tnggl dibanding provinsi. Dalam artian bahwa
pembangunan di daerah tidak identik dengan pembangunan daerah.

Dengan mengalami kondisi seperti diatas para pekeria memulai untuk
bangun dari keterpurukan. Mereka memaharni bahwa untuk masuk kembali ke
dunia kerja, tidak bisa dengan hanya mengandalican skill dan kemampuan standar
saja. Mereka butuh pendongkrak atau booster bagl skill dan keablian mercka
sehingga mufu dan relevanst mereka techadap dunia usaha akan membaik, Mereka
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membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka, Mereka
merbunshkan lembaga pelatihan unfuk meningkatkan skill yang mereka punyai.
Di antara lembaga pelatihan dan pendidikan yang berguna sebmaik tempat untuk
melatih dan meningkatian mutu dan relevansi tenapa kerja salah satunya adalah
Balai Latihan Kerja (BLK). BLK adalah salah satu lembaga publik di bidaog
pelatihan yang maropu meningkatkan muto dan relevansi tenasga keria dalam
pembangunan sosial dan ekonomi setelah penderitazn setelah PHK usai.

Keberadaan BLK yang notabene dipunyai pemerintah, BLK mempunyai
program-program pelatiban yang didukung dengan dana APBN untuk melatih
tenaga kerja yang siap pakai di dunia industri. Keberadaan BLK 4i seluruh
fndonesia vang berdiri di tengah-tengah masyarakal sayangnya tidak semuanya
berjalan scbagaimans mestinya, Salah satn sebab adalah sejak tshun 2001
diterapkan otonomi daerah. Sehingga di tiap-tiap pemerintah dagrah mempunyai
tanggung jawab untuk dapat berdird sendin tanpa bantuan darl pemerintals pusat.
Sayangnya, tidak semua pemenntah daersh mengetabui manfaat BLK, sshingoa
banyak terjadi di daerah gedung-gedung BLK sekarang sudah beralih fungsi.
Untuk ity, dalam rangka pengembangan kualitas tenaga kerjz Indonesia mag tidak
mau pemerintah dagrah harus mendayagunakan pemanfaatan BLK sehingga BLK
kembali sesuai dengan tupcksinya. Reformasi BLK mengpunakan dasar
pemtkiran desentralisosi, Reformesi BLK itu dilaksanakan berdasarkan pemikiran
bahwa:

» Desentralisasi BLK diharapken dapat mendekatkan pelayanan pelatihan
apar dapat mengoptimalkan akses kepada masyarakat.

» Desentralisasi BLK diharapkan dapat meningkatkan relevansi program
pelatihan dengan kebutnhan pasar kega lokal.

s Desentrafisasi BLK disertai dengan pembagian oforitas dan kemandirian
pengeiolaan kevangan secara fransparan, partisipatif dan akuntabel.

» Desentralisasi BLK diharapkan dapat mendorong munculkan kreativitas,
inisiatif’ dan inovast dalam perencanzan, penganggaran dan pengendalian
sumber daya pelatihan secara lebih efeksif dan efisien.

¢ Desentralisasi dapat mendorong upaya menuju kemandirian BLK sehingga

ketergantungan dengan pasat dapat dikurangi secara bertahap.

Undversitas Indonesta
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Tapi ternyata desentralisasi BLK yang tfidak di kelola dengan benar
membawa tesiko yang merugikan. Banyak BLK yang aklumya salah wrus.
Bahkan beberapa BLK dilikuidast lembaganya oleh pemerintah dacrah setempat.
Summber Daya Manusia (SDM) BLK juga mengalami degradasi dalam jumlah
maupun mutunys. Sehingga BLK. akhirnya tidak dapat menunjukkan Kinerjanya
secara baik apalagi maksimal.

Penielasan mengengi status BLK saat ini adalab sebagal berikut: seperti
yang telah disampaikan bahwa BLK adelah lembaga pelatihan keda milik
pemerintah, baik pemerintah  pusat maupun pemerintah  daerab, yang
pengelolaannya berada dibawah pembinaan Departemen Temaga Kerja dan
Transmigrasi R.1. Sebelum otonomi daerah, sehuuh BLK yang ada merupakan
Balai Latihan Keria Unit Pelaksana Tugas Pusat (BLK UPTP) yang artinya yaitu
BLK tersebut merupakan perpanjanpan tangan pemerintah pusat di daerah dalam
melaksanakan pendidikan  dan  pelatihan  keterampilan terhadap  sehwoh
masyarskat di wilayah operasionalnya. Tapi setelah otonomi daerah banyak BLK
yang statusnya meniadi Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD}. Hanya beberapa
BLK saia yang masih tetap berstatus sebagat BLK UPTP.

Di masa-masa sebelum otonomi dasrah, BLEK UPTP mendapatkan bantuan
dari pemerintah pusat sccara maksimal, bantuan program pelatihan, bantuan
finangial, bantuan SDM, bahkan bantuan peraiatan pelatihen, Pemerintah pusat
sangat perhatian dan concern dengan BLK-BLKnya. Tapi berbanding terbalik
dengan pemerintah pusat, hanya beberapa pemerintah daerah saja vang
meneruskan perhatiannya pada peningkatan keterampilan lewat pelatihan BLK,
vaitu dengan tetap memberikan dukungan sepenuhnya kepada BLK agar tetap
dapat menunjukkan kinerja terbaiknya dalam melakukan pendidikan dan pelatihan
bahkan ditingkatkan,

Kinerja BLK dapat dinilai atau dilthat dari banyaknya peserta pelatihan
dan jumiah hilusan pelatihan BLK yang berhasil diserap oleh pasar kerja. Bisa
dilihat dengan jelas dari contoh data pelatihan, lulusan dan penempatan fenaga
kerja yang dilakukan oleh BLK (Lampiran 1,2 dan 3), dalam data tersebut adalah

Universitas Indonesia
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data tahup 2004 sampai 2808 di beberapa BLK UPTD (BLK Sumedang dan BLK
Indramayn di Jawa barat serta BLK Condet di Jakarta Timur),

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa BLK Condet yang psling tinggi
angka lulusan dan penempatannya. Kemudian dikuti BLK Sumedang dan BLK
Indramayu. {tu menunjukian bahwa BLK Condet ternyata adalah BLK UPTD
yang paling mendapatkan perhatian oleh pemerintah daerahnya. Sedangkan BLK
Indramayu sama sckali tidak mendapatkan perhatian sedikitpun oleh pemerintah
daerahnya, dilihat dari angka lolusan pelatihan dan penempatan yang angkanya
sangat memperihatinkan. Bahkan dari kunjungan penulis ke BLK Indramayu
terlihat bahwa saranz dan prasarananya pun Sangat mengenaskan. Mengapa
jumlah kejuruan yang aktif di BLK Indramayu hanya kejurcan menjahit akhimya
terjawab sudzh (Lampiran 1). Semua peralatan pelatthan yang dimiliki sudsh
rusak total karena tidak ada bantuan dari pemerintah daerah untuk perawatan dan
pengelolaan aiat-alat tersebut schingga tidak memungkinkan untuk mengadakan
pelatiban, hanya alat-alat kejuruan menjahittah yang masth bisa berakfifitas
karena biaya perawstannya sangat murgh. Saat ini, BLK Indramayu hanyas punya
2 instruktur dari kejuruan menjahit saja. Yang Jebih miris adalah, saat ini Gedung
BLE Indramayu berubah status menjadi kantor Dinas Tenaga Kerfa dan Sosial
dengan glasan karena kantor dinas vang lama sckarang menjadi kantor Dinas
Transmigrasi dan Kependudukan. Dengan kepala BLK dirangkap oleh kepala
Dinas,

Berbanding terbalik dengan BLK Indramayw, BLK Condet sangat
mendapatkan perhatien darl pemeriniah daerahnya schingga pelatihan vang
dilaksanaken juga lulusan dan penempatannya dani tahun ke tahun makin
mentngkat (Lampiran 3). Dengan begalannya pelatihan di BLK Condet dengan
lancar telah membuktikan bahwa Pemerintah Dacrabmys sangat concern dalam
pengelolaan BLK Condet iersebut. Karena kejurvan yang ada di BLK Condet
adalah termasuk kejuruan yang mahal biaya perawatannya, dengan masih
berlangsungnya pelatihan itu berarti bantuan finansigl selalu ada untuk BLK
Condet tersebut.

Sedangkan BLK Sumedang dari data yang ada (Lampiran 2) menunjukan
angka kestabilan yang cukup, tidak kurang dan tidak lebibh. Berari bahwa

Universitas Indonesia
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walaupun mendapat bantuan finasial untuk pengelolaan BLK nya tapi hanya
secukupnya. Ini masih lebih beruntung bila dibandingkan dengan BLK
Indramayu. Dan ternyata, dari data maping BLK Indonesia oleh Departemen
Tenaga Xeria dan Transmigrast tahun 2006, masih banyak BLX vang keadaannys
mengenaskan bahkan lebih parah. Terutama di daersh Indonesia bagian timur.

Gambar 1. Diagram Kondisi BLK (Depnakestrans 2006)
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Dari data maping BLK tabun 2006 tersebut diatas, bisa distmpulkan
bahwa BLK yang berada di wilayah timwr kondisinya buruk, wilayah tengah
kondisinya sedang dan wilayah barat kondisinya baik. Berdasarkan data maping
BLX tahun 2006 fulah maka oleh Pemerintah Pusat cq Departemen Tenagz Kerja
dan Transmigrasi R disusun Rencana Stiategis untuk melaksanakan program
YREVITALISASI BALAF LATIHAN KERJA (BLK).”

Program kerja pemerintah untuk merevitalisasi BLK banyak dibahas
secara dalam beberapa paper. Sebelum melaksanakan revitalisasi BLK maka perlu
dilakukan beberapa langkab awal yang bLerguna sebagal rambu-rambu atau
petunjuk pelaksanaan revitalisasi BLK agar tidak keluar dani jalur atau melenceng
dalam  pelaksanaannya. Sejalan  dengan  desentralisasi maka  dalam
perkembangannya, BLK memerhakan program operasional awal yang disusun dan
dikembangkan berdasarkan:

e Pemetaan (Maping) BLK dilakukan sebagai studi makro dan studi mikro

untuk menentukan fenis dan keterampilan seswai dengan kondisi dan

tiniversias indonesia
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potensi BLK tersebut, Hasil studi ini akan digunakan sebagai basis data,
dari bagis data intlah akan dikembangkan rancangan BLK berkenaan
dengan program, sistem dan metode pelatihan, instruktur, sarana pelatihan,
dar mangjernen BLK.

Pengembangan  Program  berdasarkan  keterampilan  yang  akan
dikembangkan di BLK, maka disusunlah program-program pelatihan yang
terdiri dari kurikulum, modul, dan silabus pelatihan, Program-program ini
dibagi menjadi program-program standar dan non standar. Program-
program standar akan mengacu kepada standar nasional dan standar
mternasional, yang menitikberatkan pada keterampilan-keterampilan
keporuan, Program-program ini ditujukan untuk memenuli kebutuhan baik
pasar keria nasional mauvpun internasional. Disamping program standar,
juga akan dikembangkan program-program non standar dan ditujukan
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus pasar kerja, yang mengaeu
kepada spesifikasi-spesifikasi khusus dari pekerjaan. Program-program
non standar sangat diperlukan, terutama daiam meningkatkan keterampilan
khusus para peneari kerja.

Pengembangan Sistem dan Metode Pelatiban sangst diperlukan dalam
menghasilikan  program-program pelatihan  yang  efektif dan efisien
berdasarkan kondisi dan kemampuan strategis daerab setempat yang

masing-masing mempunyai perbadaan karakteristik yang menonjol.

Setelaly rancangan dan strategi awal fersusun secara sistematis dan

mempunyai data-daela yang kuat scbagai landasan untuk bertindak, maka

revifalisasi BLK pun sudah siap untuk dijaksanakan.

Program Revitalisasi BLK ini, selain oleh pemerintah pusat juga harus

dipahami pula oleh pemerintah daerah schingga dapat menyusun peraturan daerah
{Perda} uniuk menjadikan pelatihan keria sebagai langksh ofektif dalam
meningkatkan kinegs BLK di setiap daerah, Demikian pula bagi Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi yang menginduki BLK juga harus berfungsi optimal agar
BLK dapat menunjukkan kinerjanya secara maksimal dalam membukiikan

fungsinya yang sangat penting dalam pemberantasan pengangguran dan

niversitas Indonesia
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kemiskinan didaerahnya roasing-masing. Berbagai program perlu dilakukan oleh
pemerintah  khususnya Departemen Tensga Kerja dan Traosmuigrasi R.L
{Depnakertrans). Salah satu usaha untuk perhmsan kesempatan kerja dan
perbatkan mutu tenaga kerja adalah melalul pelatihan kerja di Balai Latiban Kerja,
Menjawab tantangan tersebut, Departemen Tenaga Kerga dan Transmigrasi
(Depnakertrans) mengimplementasikan kebijakan three in one (3 in 1)} yakni
Pelatihan, Sertiftkasi dan Penempatan. Kebilakan 3 in 1 inl meropakan salah satu
kebijakan vang sangat banyak membaws perubshan ke arah perbaikan demi
teriaksananya dengan sukses program revitalisasi BLK. Dalam 3 in 1 u'u, program
pelatihan yang dilaksanakan harus terkait dengan sertifikasi dan pepempatan, bagi
tenaga kerja baik di dalam negeri maupun ke hiar negerl. Untuk dapat
terfaksananya pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kera, diperiukan
upaya fungsionalisast Balai Latthan Kerja di seluruh Indonesia vang dikelola
pemerintah pusat dan pemerintah dacrah. Upaya memfungsikan kembali Balai
Latihan Kerja ini dilakukan melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja, baik
menyangkut personel atan instruktor, peralatan, program dan manajemen Balai
Latthan Kerja.

Revitalisasi Ralai Latihan Xerja, memfokuskan perhatiannya pada
pengangguran, Karena itu maka penting sekali bagi pemerintah untuk
menerbitkan regulasi baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat
pemerintah daerah, yang ramah dan peduli terhadap pengangguran. Pelatiban
kene harus dipandang sebagal modal awal untuk bangkit dan keterpurukan
ckonomi dan pemberantasan  pengangguran  sebagal  sasaran  prioritas.
Memfungsikan kembali Balai Latihan Kerja sangat memeriukan pula sasaran,
strategis, fungsi dan tugas pekerjaan yang bare juga memerlukan lembags lain
dalam hal ini yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang berkewajiban
daizm mensertifikesi {enaga kera dan lembaga pesempaten kena. Dengan
demikian, lulusan pelatthen di Balai Latihan Kerga divakini akan memiliki
pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan kerja yang diakut secara hukum untuk
roengembangkan diri mereka di pasar kerja maupun di dunia usaha‘wirasmgta

secara mandiri.
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Pengangguran harus mendapatkan perhatian sungguh-sungguh dalam

revitalisasi BLK.

Indonesia membutubkan regulasi

Pemerintah  maupun

Pemerintah Daerah yang ramah dan peduli terhadap pengangguran. Bappenas

menyatakan bahwa dalam kurun waktu lima tehun terakhir ini angka

pengangguran terbuka di Indonesta terus naik. Pada tahun 2001, pengangguran

terbuka hanya 8,1 persen atau sckitar 5,8 juta orang, meningkat menjadi 9,6

persen atau sekitar 10,3 juta orang pada tehur 2003, dan terus meningkat menjadi
10,3 persen atau sekitar }i,1 juta orang pada tabun 2006 {Tabel 1). Tidak

mungkin

semua  persvalan  kemiskinan akan  diselesatkan dengan pola

konvensional, seperti subsidi kelvarga dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Pelatihan  keria harus dipapdang sebagat modal awal untuk banglit dari

keterpurnkan ekonami dan pengangguran.
Tabel 1: Perkiraan Penduduk, Angkatan Kerja, Pertumbsuhan Ekonomi, Penduduk
Bekeria dan Pengaoggor (2003-20689)

Sunther: Renstra, Dejma&’eﬁmas, 2095~23ﬁ9

Strategi Revitalisasi...,

Total pzmzizzéribu Hwa) : 2‘2&3?22 [ H A98
Penduduk: Usia Kee (ribu jiva). dg;f}zé !lfi4858 550 ||163. 5 1650
Angkatar Karia (Hbu jiwa) J G416 I[zo: &8 0984 [[112 338 11432
[Perrombutian Eie Ekgaomi Gy - 4,92_' l_f_% = qser fseg 5,50
Penduduk Bekeqa (ribu jive) i!ssz 057 - [‘043 }% 310 |99.98¢ | 10525
h. Peranign, 030 0391~ (46995 | HTAT: _,;
2. Pestarmbangan & pegggah.am "642 ]654 688 AT A2 e
3. Industri Pengolahan llzzms 12451 12380 13348 <385z [lida0s ‘"15;(1{36‘{5{‘
o b b A A—
4 Listrik, Gias dan Air Minum ﬂm 206 28 |34 253 ‘]2?5 I T
5. Konstruksi |'4.3zz [e51E [4.635 _'14’3’64 }49{4 e
8, Perdagangan, Holel& Restoras [[17.785 ’msz} 18431 119.12F 119.942 | 70880, (188
7. Pongrn ghuan dan 4535 |[5.085 - 5483 . [5.652 6296 - |[6.88%. |F
Tefekomuaikast o I R ‘ ' o
[B- Bank, Lembaga Keuangan dil J[Lo9Juant” 71395 iz, ez Fiaes o7
9. Jasa-Jasa _ 10672 [L263 {11794 1229, J12.752 20 1380
l?cngan g (iBu ;m} b z*z ’359 [11.@3‘0%‘%’:—5 IZZ.{;‘}E;{‘ ‘II 1013 29237 _}9 11?, 7
%Tmﬁﬂ.dapﬂng}mtza x“e.;;;a - [e ¥¥{} ag l “5,3 _ g,z, e T
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Pengetahuan, pengalaman den ketrampilan adalah kekuatan besar dalam
mengatasi pengangguran. Didukung dengan sikap taban uji atau endurance
setelah mengikuti pelatiban di BLK, banyak pernuda dan pemudi tamatan 8D
sampai dengan SLTA vyang berhasil mengembangkan usaha mandiri. Dengan
bantuan permedalan sedikit mereka secara kreatif merintis inigiatif dalam usaha
kecil dan menengah. Banysk pengangguran, jika diben kesempatan dan
permodalan, ternyata bisa menjadi pengelola usaha kecil yang sukses. Dengan
demikian, pelatihan kerpa bukan hanva perlu dirancang unfuk mentransfer
teknologi dan ketramipilan bekerja, tetap: juga penting untuk menanamkan jiwa
wirausaha. ,

Kemudian BPFS (2006) menjelaskan bahwa di amtara 11,1 juta orang
penganggur, sebanyak 3,55 juta orang (32,88%) berpendidikan sampai dengan
tamat SD, schanyak 2,68 juta crang {24 .82%) tamat SLTP, sebanyak 3,91 juta
orang {36,21%) wmat SLTA, sebanyak 0,31 juta orang (2,87%) tamat Diploma,
dan hanya 0,39 jula orang (3,62%) tamat sapgana. Pelatihan melalut BLK atau di
tempat kerja langsung harus dipandang sebagai kelanjutan dari pendidikan formal.
Pandangan ini memberantas egoisme sektoral, kelembagaan, pendanaan dan
membuka kesempatan untuk koordinasi, kerjasama, komunikasi dan kesepakatan
kinerja antara Jembaga pendidikan formal dan lemabaga pelatihan kerja untuk
bergerak daiam satu langkah demi pengurangan pengangguiran,

Beberapa intervensi program maupun kenangan telah ditawarkan kepada
pemerintah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerab harus mendabulukan
pengentasan  pengangguran vang bertamatan SLTA, SD dan SLTP karena
jumlahnya mencapai 93,9% dari total pengangeuran. UU 1372003 tentang
Ketenagakerizan telah memberikan landasan kuat bagl upaya mengatasi
pengangguran dan rendahnya produktivitas pekerja Indonesia. Bersama dengan
U0 22/1999 yang disempurnakan dengan UU 32/2004 dan UU 25/1999 yang
diperbaharut dengan UU 3372003 Pemerintah Daerah, baik provinsi dan
kota/kabupaten, dapat melaksanakan semua kebijakan tersebut dengan sungguh-
sungguh melalui pemberdayaan Balai Latihan Kerja agar dapat mengatasi
persoalan bersama tentang tingginya angka pengangguran di setiap daerah.
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Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi o/g Direkiorat Jenderal
Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, memiliki fugas dan tanggung jawab untuk
mengatir dan membina BLK menjadt Jembaga pelatihan yang kredibel dalam
menghasitkan tenaga kerja yang kompeten.

Pengembangan BLK, balk yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun
olch pemerintah daerah, diarahkan untuk meningkatkan relevansi, kualitas.dan
efisiensi pelatihan kerja. Pemerintah akan mengintensifkan pembinaan melalui
perencanaan, bimbingan, konsultansi, fasilitasi, koordinasi dan pengendalian,
Khusus dalam aspek pelatihan, pembinaan pemerintah akan difokuskan pada
program dan metoda pelatthan, fasilitas dan sarana pelatiban, ipstuldur dan
tenaga kepelatihan, mangjemen dan pendanaan pelatthan, Percbinaan ini berpuna
bagi semua BLK wntuk mendukung program 3 in !, dalam sebuah sistim
pengelolaan yang terpada.

Berkenaan dengan gambar 1 fentang Diagram Kondisi BLK diatas dan
penjclasan singkatnya, dapat di simpulkan bahwa ternyata memang perin
dilaksanakan Revitafisasi BLK terutama BLK UPTD dengan alasan sebagai
berikut :

Pertama, sebagian besar BLK UPTE pada umumnys dalam kondisi yang
kurang layak dan memadai dalam program, fasilitas dan sarana pelatihan, SDM
pelatthen, anggaran dan manajemen. Hasii Maping Depnakertrans RI dad tahun
ke tahun dan beberapa kesimpulan dari beberapa paper oleh pengelolz BLK pihak
swasta dan praktisi pelatiban kerja memberikan data dan kesimpulan demikian,

Kedua, beberapa BLK UPTD bahkan ada yang sudab beralih fungsi
karena cleh pemerintah daerahnye BLK dipandang bukan lembaga prioritas yang
penting untuk pembangunan sosial, ekonomi dan lingkongan kerja. Kondisi ini
tentunya sangat tidak mendukung upaya peningkatan kompetensi dan
prefesionalisme tenaga kerja melalui pelatihan kerja, seperti yang diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketensgakerjaan serta
Peraturan Pemenntah No. 31 Tahuon 2006 Tentang Sistem Pelatthan Kerja
Nasjonal,

Revitalisasi BLK akan berjalan secara paralel di semua BLK yang ada.
Pelayanan pelatiban tetap berjalan bersamaan dengan pembenahan dan perbaikan
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di BLK-BLK terutama di BLK UPTD. Alasan utama mengapa BLK UPTD yang
diiadikan fokus utama dalam program revitalisasi BLK ini adalah kerena banyak
BLK UPTD yang sudeb tidak berdaya, memiliki kemampuan finansial yang
terbatas dan tidak mendapatkan perbatian yang cukup atau babkan lebih dari
pemerintah daerahnya maka Depnakertrans RI akan melakukan revitalisasi secara
bertahap dan menggunakan kapasitas yang ada berdasarkan skala prioritas. Dalam
kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab pembinaan seperti di atas, maka
peranan BLK yang sekarang statusnya sebagai UPTP menjadi sangat strategis
sebagai sarana Depnakertrans RI dalam merevitalisasi BLK lainnya dalam hal ini
BLK UPTD. Peran BLK UPTP schagai penyelenggara pelatthan akan terus
dikembangkan karepa sarana prasarans dan SDM nya memang relatif tecsedia
Kemudian, BLK UPTP juga aken menialankan peran dan fungsi pengembangan
dan pemberdayaan terhadap BLK yang statusnya sebagai UPTD, di provinsi
maupun  kota/kabupaten. Revitalisasi BLK perlu dilakukan secara bertahap,
komprehensif dan intensif. Hal iut penting karena peran gandanya sebagai
penyelenggara dan sckaligus juga sebagai alat pembinasan pelatihan kerja di
daerah.

Berdasarkan data lampiran 1 sampai 3, Sejak dicansngkannys Revitalisasi
BLK pada tabun 2006 oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R, maka
bisa di lihat bahwa revitalisasi ternyata masih banyak yang belum merambah ke
BLK-BLK terpencil yang tidak strategis lokesinya (sebagai contoh yaitu BLE
Indramayn yang bisa dikataken telah dianaktiriken oleh pemerintah daerah
setempat). Dengan hasil tersebut berarfi bahwa Revitalisasi BLK UPTD di e
Otonomi Daerah tidak berjalan dengan merata dan maksimal. Maka oleh karena
itu diperlukanlah strategi-strategi yang bisa memaksimatkan program Revitalisas
BLK UPTD sehingga mampu menghasitkan sumber daya manusia hasil pelatihan
yang bisa diperhitungkan ketika terjun ke pasar kerja atau dunia kerja baik lokal
maupun internasional,

Setelah dicanangkan "REVITALISASI BLK” oleh Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi R.I. Bapak Erman Suparno. Berarti sejak tahun 2006, gerakan
Revitalisasi BLX di Indonesia telah dimulai dengan tahap awal sebagai gebrakan
vaime melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana pelatiban di 42 BLX
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UPTD dengan fokusnya BLK-BLK UPTD wilayah tengah dan wilayah timur,
Dalam evalvasi kegiatan revitalisasi dan mapping BLK tersebut pada tahun 2008
didapat hasil yang membuktikan bshwa Revitalisasi BLK tersebut belum bisa
membawa dampak positif yang signifikan dalam menunjang penyelenggaraan
pelatihan secara maksimal,

Ada salah satu pendukung pelatihan yang berpengaruh besar terhadap
kemajuan kinerja BLK tetapi belum tersentuh, vaitu manajemen BLK. Bisa
dipastikan begitu karena para pelaku yang terkait dalam manajemen BLE masih
belum sadar dan mengerti bahwa mercka sudah bukan scbagal perpanjangan
tangan lagi dan pemerintah pusat sejak diberlakukannya Otonomi Daerah tapi
menjadi lembaga mandiri yang harus dikelola secara swa agar BLK mercka
menjadi hidup dan festari, demi suksesnya peningkatan kualitas tenaga ketja
didaerahnya dengan pelatihan kerja vanyg tepat dan berguna,

Perubahan pola manajemen BLK UPTD dalam tulisan ini dijadikan salah
saitu strategi yang amat sangat berpengaruh terhadap suksesnya program
Revitalisasi BLK.

Dalam pelaksanaannya ternyata ada kendala dan hambatan vang
mengganggu kelancaran proses Revitalisagi BLK UPTD tersebut, yaitu kurangnya
pengakuan dari pemerintal daerah tentang betapa penting dan perlunya BLK
UPTD di daerah dalam mengangkat sumber daya manusia (tenaga kerja) supaya
mgropu dan sanggup bersaing di pasar kegja. Hal ifu dikarenakan belum ada nya
peraturan perundang-undangan atau hukum yang secars kuat menjadi dasar
pengelolaan manajemen BLK UPTD di dagrah sejak diberlakukannya otonomi
daerah atau sejak diserahkannya pengeloiaan BLK dari pemerintah pusat ke
pemerintah daerah.,

Selain manajemen pengelolasn BLK diserahkan kepada Pemerintah Dacrah,
di masa Otopomi Daerah juga diserahkan tanggung jawab mengenal pelatihan
masyarakat pencari kerja lokal atau di daerab atau diwilayahnya, Tapi mengenai
kelernbagaan BLK belum ada aturan  yuridiksinya, sehingga belum ada
penglegitimasian terhadap BLK-BLK yang beralih dari kepemilikan Pemenntah
Pusat menjadi Pemerintah Daerah, karena aturan-aturan vang ielas dan tercantum
dalam Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah belumn diterbitkan. Hal ini
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juga menjadi salah satu sasaran yang ingin diwujudkan demu suksesnya
Revitalisasi BLK UPTD.

Sebenarnya sejak dikeluarkannya UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintzh
Daerah dan PP 38 tentang Pembagan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah daerab Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, disitu sudah
tercantum pula tentang pembagian urusan di bidang ketenagakerjaan, tapi sama
sekali tidak menyebut atan membahas tentang BLK, schingga muasih tetap
diperlukan adanya sebuah PP lagi yang membahas tentang BLK sebagai landasan
hukom dan dasar yang kuat dalam pengelolaan BLK terutama BLK UPTD, Hal
ini dibarapkan secara otomatis akan mampu mengatur dan mengarabkan
pengelolaan mangiemen BLK baik BLE UPTP maupun BLK UPTD supaya
seragam  dan tidak berbeda-beda dalamm upaya mendukung peleksanaan
Revitalisast BLK UPTD secara maksimal, efisien dan efekiif.

1.2, Perumusan Masalah

i, Dengan berlangsungnya otonomi daerah, maka pelatihan oleh BLK
diserahkan kepada pemerintah dacrah masing-masing. Tapi ternyata
mismatch antara hasil pelatihan denpan kebutuhen pasar kerja makin
meniadi besar gap nya.

2. Adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang dimibiki oleh BLK UPTD
dan sudah tidak relevannya alat- alat pelatihan yang dimiliki sehingga
proses BLK UPTD untuk menjadi contoh dan panutan bagi lembaga
pelatihan di dagrah akan semakin berat dilaksanakan.

3. Lambainya proses perubshan pola manajemen BLK UPTD yvang scbehun
Otda berpola sentralisasi menjadi desentralisasi setelah Otda sebingga dalam
usaha menseragamkan pola manajemen BLK dalam upays pelaksanaan
revitalisasi BLK UPTD juga akhimya berjalan lambat.
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1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakeng den rumusan masalah diatas maka pertanyaan
penelitian adalah untuk mencard jawaban atas permasalaban yang dapat
dirumuskan sebagai berikut :

“ Strategi apa saja yang scharasnya digunakan untuk mempercepat
kebijakan Revitalisasi BLK UPTD di era otonomi daerah”.

1.4, Manfaat Penelitian
Beberapa manfaat yang didapat yaitu ;
Peneliri
~ Memberikan wawasan baru dan pengetahuan mengenai Transformasi organisasi
berdasarkan teori Gouillart & Kelly, khususnya dimensi revitalisasi, ’

Akademis

- Untuk menambah pemahaman mengenal revitalisasi di lembaga pelatihan milik
pemerintah,

Institusi

- Sebagai bahan masukan bagi Depnakertrans Ri delam merumuskarn strategi-
strategi vang pertu diambil dalam pelaksanaan revitalisasi BLK agar dapat

dengan cepat dan akurat dalam pelaksanaannya.
1.5, Batnsan Penelition

Pembatasan masalah pada tesis ini adalah hanya fakior Otonomi Daerah
sebagal variable bebas yang mempengaruhi Revitalisasi BLK terbadap BLE
UPTD.

1.6. Sistematika Penulisan
Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut »

BAB | : PENDAHULUAN
Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang

permasalahan, ideniifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan
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BAB IV

BAB V
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manfant  penelitian, pembatasan masalah dan  sistematika

penelitian,

: TINJAUAN LITERATUR

Penulis menguraikan secara singkat pendapat para zhli/para
pakar/para expert yang ada hubungannya dengan revitahisasi
organisasi dalam penerapannya terhadap BLK di era otonomi
daerah serta berkaitan dengan fopik yang ditentukan penulisan

tesis ini.

: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas tertang rancangan penelitian yang berisi
mengenal desain penelitian, peralatan penclitian, populasi dan
sample, tehnik pengumpulan data, tehnik pengolshan dan
pembobotan.

: ANALISA DATA DAN HASIL PENELITIAN

Dalam hal ini berisikan mengenai apalisa data hasil penelifian
yang dilakukan dan pembahasan/interpretasi hasil penelitian
dengan menggunakan pendekatan draiifyeal Hierarki Process
(AHP).

: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan memberikan
saran yang kiranya bermanfaat bagi semua pihak yang terkait baik
secara langsung maupun tidak secara langsung dalam menentukan
strategi apa yang mendukung Revialisasi BLK terhadap BLK
LIPTD di era Otonomi Daersh,
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BABII
LANDASAN TEORI

Pada dasarnya ada dua macam perubahan vang perhu dibedakan secara
fundamental, yaitu perubahan orde pertama dan perabahan orde kedua {(Meyer et
al., 1993 dalam Newman 2000},

Perubahan orde pertuma bersifat menambah dan memusat. Perubsban ini akan
membantu organisasi memelihara realibilitas internal yang meliputi penyesuaian-
penyesuaian dalam sistem, proses, atau strukiur, dan bukan merupakan perubahan
fundamental dalam strategi, nilal inti, atau identitas organisasi. Perubahan in
terjadi pada lingkungan yang relatif stabil dan dzlam waktu yang lama serta akan
membuat organisast menjadi lebih fif dan konsisten dalam konteks kelembagaan,
Jadi perubshan orde pertama tidak menghasilkan swvatu perubahan yang
fundamental.

Perubahan orde kedua bersifat transformasionsl, radikal, dan merubah organisasi
secara fundamental vaitu pada inti dan organisasi. Perubahan ini éigmkkzm oleh
perubahan yang mengearah pada kondisi yang kompetitif baik vang berasal dari
konteks kelembagaan maupun pasar. Paubahan ini akan membawa organisasi
keluar dari lingkungannyva dan merubah dasar kekuatannya. Perubahan orde kedua
mernpakan recrientasi strategik dan  sebuah perubahan  bentuk sehingga
menjadikannya lebih sulit dan berisiko dibandingkan dengan perubahan orde
pertama.

Peran pegawal atau sumber deya manusia dalam proses transformasi atau
perubahan menurut Lan court dan Savage {1995} diharapkan adalah sebagai
berikut:  Pertama, SIDM sebagai rekan bisnis. Partner bisms dalam  hal ind
hertanggung jawab membantu  menetapkan kompetensi yang dibutuhkan,
mendorong infegrast orgamsasi, dan  mereorganisasi bagiamya. Kedua, fokus
pada pengembangan karir dan kompetensi. Apabila ada lembaga atau organisasi
sangat menghargai peran dan nilai dari aset yang berupa ilmu pengetahvan dan
ketrampilan, maka dibarapkan lembaga atau organisasi itu lebih memfokuskan
pada identifikasi dan pengembangan kompetensi intt  mereka serta kebutuhan

akan pengembangan karir dan keahlian. Ketiga, membayar untuk suatu keahlian,

Utdversitas Indonesia

Strategi Revitalisasi..., Iman Agung, Pascasarjana Ul, 2010



17

Fokus pada kompetensi inti berbubungan signifikan dengan kinega managiernen
dan program kompensasi. Untuk itu pula scbuah lembaga atgu organisesi harus
memperhatikan sistern kompensasinya jika ingin mendapatkan kinesja sepert
vang diharapkan.

Transformasi mengharuskan lembaga atau organisasi yang dalam bal ini
adalah BLK UPTD sebagai pihak vang berkepentingan untuk memberikan
pandangan yang jelas mengenal visi organisasi, sehingga setiap individu
mempunyal asumsi bahwa transformasi organisasi tergantung pada pergeseran
cara berfikiv dan bekerja mereka. Hal tersebut disebabkan karena pernbahan
bersifat tidek kontinu artinya setelah ferjadi satu pervhahan akan ditkel
perubahan lain yang berbeda yang tidak dapat diprediks; sebelumnya karena
menyesuaikan dengan perubashan lingkungan. Kesadaran yang muncul akan
membuat proses transformasl yang sifainya kualitatif menjadi lebih jelss bagi
setiap pegawai. Yang perlu dikerjakan selanjutnya adalah memberikan
pemahaman bagaimana dan kapan perubahan tersebut harus dilakukan dan dengan
strategi yang seperti apa schingga menghasilkan perubahan yang diinginkan.

Transformasi struktur dan infrastoktor akan menghasilkan - perubahen
hubungan yang fundamental antara pimpinan lembaga dan anggots, anggota
dengan sickeholder dan antara pegawai dengan lembaga. Prosesnya tidak mudah,
selain karena masih adanya sikap resisien ferhadap perubahan, karena perubahan
itu sendiri kadang-kadang menyakitkan. Orang cenderung resisten terbadap
perubahan dikarenakan mereka sudab terlanjur menikmati rutinitasnya sehingga
perubahan akan menjadi svatu hal yang mengganggu. Selain itu adanya
kepentingan untuk mempertahankan status guo. Pada akhirnya ketidakpastian dari
hasil perubahan yang meniadi alasan,

Kecendenmgan unfuk menghindari perubahan berakar pada budaya yang
ada dalam suafu organisasi, Untuk merubabnya hares dimulal dengen
menciptakan iklim yang kondusif pada perubahan dan sistem ;;fang dapat
mewadahi perubahan, Ikl yatu interaksi antar individu dalam organisast itu
sendiri. Iklim yang baik akan membentuk sistem peringatan dini dimana setiap
individu mempunyai fanggung jawab untuk memberikan kontribusi kepada
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organisasi dengan melakukan perubshan yang proakiif. Kongelkuensinya sistem
yang ada dalamn organisasi harus mau mengakomodast setiap perubahan,

Perubahan dalam organisasi diharapkan membawa angin segar dalam upayé
peningkatan produktivitas dan kinerja ke arah yang baik dan peningkatan pula
terhadap pelayanan sehinpga dapat memaksimatkan tujuan yeng ingin di rath
yang tertuang dalam visi dan misi sebuah organisasi baik organisasi peraerintah
maupun swasta. BLK UPTD merupakan sebuah organisasi pemerintah yang
mencantumkan visi dan musinya dengan menggunakan good governance atau
kaidah-kaidah yang benar dalam penciptaan proses dan hasil yang maksimal.

Pengembangan lembaga atau organisasi dengan good governance bertujuan
untuk. meningkatkan kinerja lembaga pemerintah maupun swasis dalam rangka
mencapai partumbuban yang berkesinambung. Organisast yang mempunyai good
governance adalah organisasi yang transparan, bertanggung jawab, memberikan
kebebasan bagi masyarakat untyk berpartisipasi  dalam  pembangunan.
Misgovernance dapat terjadi karena adanya kebijakan yang lebih mementingkan
sekelompok orang kuat, beropa peleceban birokrasi, kepagalan pasar dan KKN
akan menghambat pembangunan, Kinerja organisasi sangat terkait pada sikap dan
tindakan sumberdaya manusia mulal dari bawshan sampat pada pimpinan yang
mampu memben pelayanan dan keqasarng yang memuaskan konsumen (lokal
maupun internasional). Good governance perlu diterapkan agar tercipta kinerja
vang efisten dan tanggap terhadap keinginan konsumen.

Kasim (2000:75) mengartikan good governanmce sebagai  proses
pengelolaan berbagai bidang kebidupan {(sosial, politik, ekonomi dsb.) dalam
suatu negara dengan melibalkan berbagal pihak vang berkepentingan, serté
penggunaan sumber-sumber daya (alam, kevangan, manusia) dengan cara yang
sesuai dengan prinsip prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
Good goverance akhir-akhir ini muncul untuk: memperbaiki ketidak mampuan
pemerintah dan dunia usaha menghadapi krisis ekonomi (Setiono, 2000:75). Good
governance dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu Good (;iover?zmen{
Governance yaitu penerapan Good govermance dibirokrasi negara dan Good
Corporate Governance adalah penerapan Good governance di sekior swasta.

Good (Governunce dapat direalisasi menurut Tjokroamidjojo (2000:75)
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apabila ada koordinasi dan sinergi yang baik: antara governance di sektor
pemerintahan dengan governance disekior swasta, agar menghasilkan ouiput yang
paling ekonomis dari kegiaten masyarakat. Agenda governance sektor pemerintah
vang paling penting adalah pemerintzhan yang bersih. Agenda tersebut meliputi
pembersihan KKN, disiplin anggaran dan penguatan fungsi pengawasen,
Makaliwe (2000:60) mempunyal pendapat pentingnya good governanes Al sekior
pemerintah  yang berorientasi positif. Kegiatan positif  tersebut  meliputi
peningkatan  kebijakan deregulasi yang mendorong mekanisme pasar dan
pencegahan kegagalan pasar seria penerapan hukuman yang tegas. Sementara itu,
agenda governarce pada sektor swasta adalah praktek bisnis yang sehat untuk
kepuasan pelanggan dan stekeholder. Agenda tersebut pada dasarnya adalah
ketaatan pada peraturan organisasi dan huokum negara. Dalam agenda tersebut
perlu diperhatikan penghapusan renfseeking, meningkatkan efisiensi dengan
manajernen yang profesional, transparansi, akuntabilitas dan keadilan terhadap
para stakeholders {(pemerintalupajak, pemegang saham, kredifor, pimpioan dan
pegawai serta masyarakat) dengan fungsi pengawasan yang kuat.

Bagi organisast yang bersifat statis tidak akan mampu memenuhi funtutan
kebutuhan lingkungan vang senantiasa berubzh, sehingga secara spesifik tokoh-
tokoh organisssi modern menielaskan bahwa dibutubhkan organisasi baru
berkenaan dengan perubahan lingkungan (produk, pasar, tekoologi, dan
masyarakat) vang cepat (Hafoh, 1997:351). Baik organisasi yang berubah karena
perubahan lingkungan maupun organisasi yang mempengaruhi terhadap
perubahan lingkungannya menunjukkan adanya kemauan dan kemampuan
organisasi belajar (learning organization) melalui proses transformasi, yaitu suatu
proses penyesuaian diri terbadap perubahan dengan menampilkan dirinva sebagai
subsistemn dari sistern Hngkungan dengan kemampuan beradaptast batk secara
reaktif maopun proakiil terbadap percbahan ekstermalitas meoupun internalitas
sechingga dapat menjadi tempat atau wadah dalam mempermudab proses
pelaksanaan pekerjann vang makin berubah. _

Henry Mintzberg, dkk (1998:324) menyebutkan babwa transformasi
merupskan proses pembuatan strategl dan sebagal salah satu konsekuensi

konfigurasi organisasi disamping gambaran keadaan organisasi. Beberapa contoh
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utama bentuk transformasi adalah perubahan halvan ffura arownd), membangun
kekuatan baru (reviralization}, dan tindakan perampingan (downsizing).
Perpbahan organisasional kemungkinan disebabkan oleh interaksi customer
dengan tindakan compelitor yang secara keseluruhan menumbulikan pola perilaku
pada anggota organisasi (Bruke dalam Berger, 1994:82).

Dalam organisasi yang memberikan pelayanan pada publik, transformasi
dikenal dengan istilah pembaruan atau reformast (Osborne & Gaebler:1992:108-
136). Sedangkan reformasi diartikan sebagat ransformast fundamental terhadap
sistem dan organisasi pemerintshan guna mendukung peningkatan efektivitas,
efisiensi, days adapiasi dan kapaesitas dalam melalukan Inovasi organisasi
{Osbome dan Plastrik:1996:13.14},

Reformasi pohitik dan otonomi deerah merupakan pencetus perubahan
terhadap cara pandang masyarakat indonesia tentang pola sentralisasi yang habis
masa aktifnya dan digantikan dengan pola desentralisasi. Dampak yang didapat
dari hal tersebut diatas teratama otonomi dacrah sangat membawa major change
atau bervbahan besar terhadap semua aspek yang ada dan terutama bagl
masyarakat atau penduduk yang tinggal di daerah. Dalam wlisan ini pemulis
mencoba menyoroti dari aspek ienaga kerja dan peningkatas sumber daya
manusia yang ada di dacrah,

Tingkat pendidikan dan pengetahuan tenapga kega, merupakan salah satu
faktor vang tarut mempengaruli koalitas dan tepaga kerja yang ada, menurut data
dari Biro Pusat Statistik ( Sakernas ¥ebruari 2008}, struldur tenaga kerja Indonesia
menurut tingkat pendidikan adalah :

. Pendidikan rendah ¢ < SD } sebesar 56,37 juta atau 56,40 %

» Pendidikan { SLTP } sebesar 18,83 juta atau 18,84 %,

* Pendidikan { SLTA ) sebesar 18,54 juta atau 18,54 %

. Pendidikan { diploma ke atas } sehesar 620 juta atau 6,06 %

Angka tersebut memunjukkan tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh
tingkat pendidikan yang rendah, hal ini akan berdampak pada tingkat produktifitas
tenaga kerja yang tentunya akan rendah pula, karena dengan tingkat pendidikan
yang rendah kemampuan inovasi tenaga kerja kita juga akan rendah. Sehingga
perlu adanya sekolah pendidikan atau pelatihan yang sanggup meningkatkan atan
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mendongkrak skill dan kemampuan tenaga kerja kita agar mampu dan sanggup
diperhitungkan di pasar kerja global.

Disinilah Lembaga Pelatihan seperti Balai Latihan Kerja menjadi
sangat berperan penting dalam usaha meningkatkan atau mendongkrak skill

keterampilan dan kemampuan tenaga kerja kita.
2.1 BALAI LATIHAN KERJA

Berdasarkan Glossary Depnakertrans RI, Balai Latihan Kerja adalah
sebuah institusi atau lembaga milik Pemerintah Pusat maupun Daerah yang
mempunyai fungsi menciptakan Sumber Daya Manusia fterlatih yang mampu
bersaing dan patut diperhitungkan di Pasar Kerja atau Dunia Kerja.

Karena hasil lulusan sekolah formal ternyata tetap masih membutuhkan
leverage (pendongkrak) dalam bentuk job fraining services untuk memasuki
dunia kerja. Bila pendidikan formal dan pelatihan kerja bersatu, maka kompetensi
dapat mendongkrak mutu dan produktivitas pekerja, yang pada akhirnya akan
dapat membantu penurunan angka pengangguran dan kemiskinar.

Globalisasi ekonomi telah mempengarehi segmentasi pasar tenaga kerja
Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup untuk menyerap angkatan kerja
baru, yang setiap tahun terus naik. Pasar tenaga kerja mengalami pergeseran dari
pasar domestik ke pasar luar negeri. Sayang mayoritas pekerja luér negeri di
sektor informal, dan ini tak bisa dipandang sebelah mata oleh Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah dalam mengelola tenaga kerja Indonesia. Dengan segala
resiko, baik positif dan negatif, yang harus dikelola oleh semua pihak nampaknya
daya tarik kesempatan kerja di luar negeri, termasuk perbedaan peluang kerja dan
pendapatan pekerja di dalam dan di luar negeri, harus diantisipasi dengan
manajemen tenaga kerja yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel.
Permintaan pasar demikian tentu menjadi pertimbangan utama dalam mengelola
BLK agar dapat mengarahkan pada pasar kerja dalam negeri pada umumnya dan

luar negeri pada khususnya.
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2.1.1 Visi dan Misi BLK

Balai Latihan Kerja merupakan sebvah organisasi yang jelas dan
memiliki struktur yvang pasti, maka bisa dipastikan bahwa Balai Latihan Kerja
juga memiliki visi dan misi yang berguna sebagai pagar batasan dan pelunguk
operasional BLK vang selalu jadi dasar dalam setiap tindakan mauvpun kebijakan
yang dikeluarkan oleh BLK.

2.1.1.1 Visi Balai Latihan Keria

Visi organisasi merapakan keinginan yang bersifat ideal yang dirumugkan
secara seksama yang menentukan arah atau Keadasdn masa depan. Visi sebagai hal
yang penting untuk kepemimpinan tmplementast strategi dan perubahan, dengan
demikian wvisi merupakan tittk permulaan dari kenyataan masz depan suatu
organisast.

Balai Latihan Kerjs merupakan suatu organisasi yang juga memiliki visi,
Visi Balai Latihan Kerja adalah “sebagai insfitusi pelatihan kerja yang mampu
mempersiapkan fenaga kerja profesional dalam bekeria dan aion berusaha
erandiri”(Pedoman membangun BLK, 2008). Visi yang tepat adalah mampu
membangkitkan tenage dan semangat, mampu menciptakan makna bagi
kehidupan perusahaan atau organisasi, mampu menciptakan standar yang dapat
digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan, dan dapat digunakan di luar

organisasi tersebut.
2.1.1.2 Misi Balai Latihan Kerja

Misi Organisasi merupakan perwujudan dari visi Organisasi. Jika visi
merupakan keinginan organisasi maka misl merupakan perenyudan dari keinginan
organisasi tersebut. Oleh scbab itu pepgejawantahan visi menjadi misi
mencerminkan perabahan yang diharapkan dan menggambarkan penalanan dan
titik berangkat sebagai keadaan awal ke arsh titik pencapaian sebagal yang
diharapkan,
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Mist Balai Latihan Kerja adalah :

1. Mempersiapkan tenaga kerja profesional melalui pelatihan kerja berbasis
kompetensi.

2. Menjamin mutu lulusan Balai Latihan Kerja dengan uji kompetensi dan
sertifikasi profesi.

3. Memperkuat kemitrasn sirategis dalam penempatan keria sesuai dengan
kualifikasi yang dibutubkan oleh dunia industri dan dunia usaha , baik di
dalam negeri maupun di luar negernt.

4. Memfasilitasi pengembangen wiraswasta di sekior ekonomi nonformal
dan informal melalud Koperast, Usaha Kecil dan Menengah.

Untuk melaksanakan proses perubahan tersebut diperlukan pendekatan
strategis yang sistematis, rasional dan obyekuf serta terstruktur.

Berdasarkan latarbelakang lkurang berfungsi maksimalnya BLK maka
memang perlu dilaksanakan Revitalisasi BLK terutama BLK UPTD dengan
alasan sebagai berikut :

Pertama, scbagiaﬁ besar BLE UPTD pada umumnya dalam kondisi yang
kurang layak dan memadai dalam program, fasilitas dan sarana pelatihan, SDM
pelatihan, anggaran dan manajemen, Hasil Maping Deprakertrans RI dari tabun
ke tahun dan beberapa kesimpulan dag beberapa paper oleh pengelola BLK, pihak
swasta dan prakiisi pelatihen kerja memberikan data dan kesimpulan dersikian,

Kedua, beberapa BLK UPTD bahkan ada yang sudah beralih fungsi karena
oteh pemerintah daerahnya BLK dipandang bukan lembaga prioritas yang penting
untuk pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan kerja. Kondisi ini tentunya
sangat tidak mendukung upaya peningkatan kompetensi dan profesionalisme
tenaga kerja melalui pelatihan kerje, seperii yang diamanatkan dalam Undang-
thiang Nomor 13 Tahun 2003 fentang Kelenagakerizan serta Peraluran
Pemerintah No. 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatthan Kerja Nasional,

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi o/q Direkiorat Jenderal
Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk
mengatur dan membiva BLK menjadi lembaga pelatihan yang kredibel dalam
menghasifkan tenaga ketja yang kompeten.

Universitas Indonasia

Strategi Revitalisasi..., Iman Agung, Pascasarjana Ul, 2010



24

Uniuk mengaralan kembali visi dan misi Balai Latihan Kerja, baik dari sisi
organisasi, SDM, maupun dani unsur pendukung lainnya  dalam rangka menunjang
program pengentasan pengangguran serta unfuk sememenuhi harapan rakyat maka
diperiukan sebuah upaya Revitalisasi terhadap Balai Latihan Kerja.

Sejak reformasi digulirkan 1997 dan (JU 20 tahun 2003 tentang Sistim
Pendidikan Nasional diundangkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah terus
berusaha untuk memenuhi amanat bahwa sebesar 20% APBN {(dan scharusnva
juga APBD) dialokasikan untuk pembangunan pendidikan. Kelsjakan fersebut
merupakan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengirusi tenaga kerja dan
pengangguran. Hal itu telab ditegaskan dalam Pasal 27(2) UUD 43 batwa "Tiap-
tlap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang lavak bagi
kemanusiaan”. Permerintah wajib berusaha menjamin pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi warganya, Begitu juga Pasal 28 D(2) menegaskan bahwa "Setiap
prang berhak untuk bekerfa serta mendapatkan imbalan dan perlakuan vang adil
dan layak dalam hubugan kerja.” Jadi, mengurusi tenaga kerja, mengentaskan
pengangguran dan meoningkatkan produktivitas isnaga kerja adalah constitutional
imperative (kewagiban konstitusional) bagi lembaga-lembaga publik, haik di pusat
maupun di daerah.

Oleh karena itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, mclalui Rapat
Koordinesi Nasional Depnakertrans Rl tahun 2006, menyampaikan beberapa
harapan, vaifu
1. Dalam rangka penanggulanpgan pengangguran perlu penyamaan persepsi dan

komitmen bersama serta menjadikan pengangguran itu sebagai common
enemy atau musuh bersama yang perlu kita tanggulangi bersama.

2. Pelaksanaan program three in one i dagrah, perlu disesuaikan dengan
kondisi dan potensi dacrab, agar dalam pelaksanaannya dapat berialan
secara efektif dan efisien.

3. Untek meningkatkan kinerja Lembaga Pelatthan Kens, maka perly
dilakukan Revitalisasi lembaga pelatthan, yang pelaksanaannya dilakukan

secara bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerzh.
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Dalam rangka peningkatan kuszlitas dan produktivitas tenaga kerja, perlu
diternpuh serangkaian kebijakan melalui penguatan regulasi, peningkatan
pembinaan  kelembagaan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia,
mangjemen dan pendanaan pelatiban dan produktivitas,

Perumusan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan di
bidang pelatiban di daerah jangan sampat berbenturan dengan regulasi lain
yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.

Dalam rangka meningkatkan program pelatihan dan produktivitas di daerah,
diminta agar Bappeda dapat mengalokasikan dana APBD dan

memprioritaskan kebutuhan pelatihan sesuvai dengan potensi daerah,

Dengan target vang jelas dan indikator yang tenukur, maka arah kebijakan

membangunan ketenagakerjaan punya pilihan pasar dalam negeri maupun pasar

luar negeri, Berdasarkan kondisi pasar tenaga kega tersebut, Pemerintah dan

Pemerintah Daerah dapat menfokuskan arab pembangunan ketenagakerjaan
untuk:

13

Memperluas penyerapan tenaga kerja di sektor non formal, khususnya
bidang pertanian atay jasa.

Mempertahankan penyerapan fenaga kerja di sektor formal den bidang
industrt dan mencegah meluasnya pemnutusan hubungan keda.

Meyakinkan konsisiensi pelaksanaan kebijaken dan program pelatihan kerja
untuk penduduk usia SI sampai dengan SLTA, oleh lembaga pendidikan
dan pelatihan yang dikelola Pemerintah dan Pemerintabh Daerah, dalam
meningkatkan mutn, relevansi dan kompetensi tenaga kerja sesual dengan
kebutuhan pergguna. -

Memberikan prioritas utama pada program yang dapat dintkmati langsung
oleh para penganggur dan pekeria berproduktivitas rendah, yang berlatar
belakang pendidikan SLTA dan pendidikan dasar sebagai major chenis
dalam pelayanan tenaga kerja,

Pemerintah dan Pemerintab Daerah wajib mengurusi tenaga kerja dan

pengangguran, Hal itu telah ditegaskan dalam Pasal 27(2) UUD 45 babwa "Tiap-
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tiap warga negara berhek atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan”, Pemerintah wajib berusaha menjamin pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagl warganya. Begitu juga Pasal 28 D(2) menegaskan bahwa “Sefiap
orang berhak untuk bekerja serta mendapathan imbalan dan perlakuan yang adil
dem layak dalam hubungan keria.” Yadi, mengurusi tenaga kerja, mengentaskan
pengangguran dan meningkatkan produktivitas tenaga kerje adalab constinuwionad
imperative (kewajiban konstitusionsl) bagi lembaga-lembaga publik, baik di pusat

rraupun di daerah,

Oleh karena itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrast RI, melalui Rapat
Koordinast Nasional, menyampaikan beberapa harapan, yaifu :

1. Dalam rangka penanggulanpan pengangguran perlu penyamaan persepsi dan
komitmen bersame serta menjadikan pengangguran itu sebagai commion
enemy alau musuh bersama yang perla kita tanggulangi bersama.

2. Pelaksanaan program 3 in 1 di daerah, perlu disesuaikan dengan kondisi dan
potensi dacrah, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan
efisien.

3. Untuk meningkatkan kinerja Balai Latihan Kerja, maka perlu dilakukan
Revitalisasi, yang pelaksanaannya dilakukan secara bersama antara pusat dan
daerah.

4. Dalam rangks peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerha, perlu
ditempull serangkaian kebliakan melalui penguatan regulasi, peningkatan
kualias sumber daye menusis, peningkatan manajemen dan peningkatan
sarana dan prasarana,

5. Perumusan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang
pelatihan di daerah jangan sampai berbenturan dengan regulasi lain yang
berhobungan dengan ketenagakerjaan.

6. Di masa OTONOMI DAERAH ini, maka dalam rangka meningkatkan
program pelatiban dan produkiivitas di daerah, diminta agar Pemerintah
Daeran dapat mengalokasikan dana APBD dan memprioritaskan kebutuhan

pelatihan sesual dengan potensi daerah.
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2.1.2 Funggi Ideal Balai Latihan Kerja Di Masa Mendatang

BLK. mengetahui yang dibutubkan masyarakat: pencan: kerja yang dapat
bekerja secara layak dan pekeria vang lebih produktif. Balai Latiban Kerja
memiliki peluang yang besar didalam menyatupadukan manajemen antara
pelatiban, sertifikasi dan penempatan kerja. Peluang tersebut nampak jelas.
Sasaran utama pelatiban, sertifikasi dan penempatan kerja adalah penganggur dan
pekeria yang preodukiivitasnya rendsh, Penganggur terbuka yang jumlshnya 11,1
juta sedang menunggu kiprab dan palayanan prima dari BLK, dalam perluasan
akses dan peningkatan mutu. Selain sehagai kementerian yang memang
bertanggungjawab terhadap ketenagakerjaan, Departemen Tenaga Kerja dan
Transmigrasi RI akan terus mendorong 182 BLK di sehurub Indonesia, baik yang
masih  dikeiola langsung oleh Depnakertrans maupun vang diserahkan
penpelolaannya kepada Pemerintah Provinsi dan Kota/ Kabupaten, untuk
memainkan peran dan fungsi yang komprehensif dalam peningkafan kualitas
tenaga kerfa Indonesis.

Dengan program 3 in 1 pelatihan, sertifikas] dan penempatan” harus
terpady sejak dari awal perencanasn, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan.
Depnakertrans bisa saja tetap bekerja dengan strukter orgamsast yvang ada dan
terus berbagi kewenangan dan  sinkronisasi anggaran agar pemanfaatan segala

sumber daya demi mencapai perbaikan kinerja BLK secara maksimal.

Sesuai strategi yang hendak diterapkan untuk membangun ketepaga-
kerjaan di masa mendatang dan relevan beberapa strategi yang sedang dijalanken
oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka peran dan fungsi ideal
Balai Latihan Kerja antara lain:

1. Pelaksanaan kebijakan dan program pelatihan, sertifikasi dap penempatan
kerja yang telah dan akan dikembangkan oleh Pemerintah pusat, provinsi
dan kabupaten/kota dalam upaya memperfuas akses pelatthan dan

meningkatkan kualitas tenaga kerja.
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Pengelolaan semua sumberdaya pelatihan untuk memperfuas akses dan
meningkatkan kualitas pelatthan berbasis kompetenst agar setiap alumni
hulus dalam uji kompeiensi dan agar memperoleh sertifikasi profesi yang
diakui pengguna dan mendapatkan pekerjaan yang layak untuk kehidupan
keluarga.

Pembinaan dan pengembangan berbagai macam pilihan pmgraiﬁz pelatihan
kerja berbasis kompetensi yang mampu memberikan pilihan-pilihan karir,
contingency carzer baik di sektor formal maupun sekior Informal, terutama
Usaha Kecil Menengah dan Koperasi.

Pengembangan model dan mjukan khususnya dalam stapdar, pedoman,
kriteria dan prosedor dalam pengelolaan pelatihan secara terpadu dengan
sertifikasi dan penempatan kerja dalam satu atap,

Pengelolasn berbagali program pelatihan reguler dan unggulan yang
responsif terhadap kebufuhan masyarakat diserftai dengan  dukungan
informasi paser kerja dan lavanman konsultasi, mediasi, negosiasi dan
advokasi terhadap semua fihak,

Pioncer bagi lembaga pemerintah dalam peherapazz manajemen berba-sig
kineria dengan cara pengelolaan dane secara efektif, transparan dan
akuntabel untuk mengembangkan dan melaksanakan pelatihan, sertifikasi
dan penempatan kegja.

Pemulthan keberdaysan warga masyarskat alumni pelatihan dengan
membangun usaha mandiri melalui koperasi dan UKM dilengkapi dengan
penyertaan modal dan bimbingan manajemen bagi sektor pertanian, non
formal dan informal secara berkelanjutan.

Perintis pengembangan kernitrasn antara BLK dan dunia usaha dan industrl
melalul  aliansi strategis, kolaborasi program dan anggaran, jaringan
informast, pemanfatan teknologi, layanan konsultasi usaha dan perlindungan
terhadap alumni nntuk menjamin kesejahieraan pekerja dan keluarganya,

Dalam perkembangan BLK selanjutnya, perubaban numenklatur  jelas

akan mewarnai perubahan terhadap peran dan fungsi BLK. Benturan kepentingan

antara pendidikan dan pelatiban kega periu rekonsiliasi yang elegan antar entitas
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publik, terutama di Provinsi dan Kota/Kabupaten. Peran dan fungsi yang ideal
bagi BLK yang dijelaskan di depan bisa menjadi referensi umum, yang akan
dikembangkan lebih lanjut oleh pengelola dan instruktur BLK masing-masing,
sesuai dengan prioritas kebutthan masyarakat yang harus dilayani BLK agar
masyarakat pekerja dapat menikmati layanan seluruh program pelatihan,
sertifikasi dan penempatan kerja secara terpadu di setiap BLK.

2.2. REVITALISASI
2.2.1 Pengertian Revitalisasi

Upaya untuk menghidupkan kembali sesuatu yang mati, yang pada masa
silam pemah hidup, atau mengembalikan, dan mengembangkan sesuatu untuk
menemukan kembali potensi yang dimiliki atau pernah dimiliki atau seharusnya
dimiliki oleh sesuatu baik dari segala segi, sehingga diharapkan dapat
memberikan peningkatan kualitas yang pada akhirnya berdampak pada kualitas,
adalah pengertian hakiki tentang Revitalisasi.

Menurut Gouillart dan Kelly (1995), pemberdayaan organisasi dapat
dilakukan melalui transformasi, yaifu rancang ﬁlang yang teratur terhadap
arsitektur genetis, yang dicapai dengan mengerjakan secara simultan empat hal, sebagai
berikut:

1. Reframing : Pembentukan ulang pola pikir organisasi

2. Restructuring : Pembentukan ulang terhadap fisik organisasi
3. Revitalize : Mendorong perubahan organisasi

4, Renewal : Pembaruan organisasi
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Gambar 1. Diagram Transformasi Organisasi

. REFRAME/PEMBEN
TUKAN POLA PIKIR.

REVITALIZES
REVITALISASI

P R T T

Gouitlart & Kelly |, 1985 7

Reframe adalah konsep organisasi tentang ape yang akan dan apa vang
dapat dicapai. Reframing ditujukan pada pikiran organisasi dan menyuntikkan visi
dan keyakinan barit. Ada tiga dimensi yang perlu dilakukan dalam refram, yaitu:
mencapai mobilisasi, menciptakan visi, dan membangim sistem pengukuran dan target.

Restructure adalah perbaikan kembali fisik organisasi agar menjadi ramping
dan sehat serta dapat mencapai tingkat kinerja yang kompetitif sebagai alat saing,
dengan melakukan tige hal yaitu: membangun model ekonomi, menyesoaikan
prasarana fisik organisasi, dan merancang ulang arsitektur proses dan sistem
Organisasi,

Revitalize adalall upaya mendorong pertumbuban dengan  mengaitkan
organisasi kepada lingkungannya. Revitalisasi merupakan suatu faktor utama yang
membedakan proses transformasi darf penciutan organisasi (downsizing), Revitalisast
memmaut dilakukan figa hal yaitu: mencapai fokus pa's;ar, menemukan bisnis bany, dan
mengubah aturan mam melalul permanfastan teknologi informasi,

Renewal berarti menanamkan keterampilan dan tujuan ban kepads seluruh
individu orgamsasi schingga organisasi dapat memperbaharui dirinya. Ada tiga
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sistem pembaharuan, ysitu: menciptakan strukinr imbalan, membenmuk pelaliban
perorangan dan mengembangkan organisasi.

Fokus penelitian ini adalah pada tehapan Revitalisasi yang merupakan
suaty faktor utama yang membedakan proses transformasi dari sekedar penciutan
{downsizing). Keselarasan organisasi dengan lingkungannya menurut Gouillart

and Kelly dapat dicapai melalul tga (3) pendekatan, yaitu:

1. Pencapaian Folkus Pasar (Achieve Market Fokus)

Strategi memfokuskan kepada pasar merupakan usaha menghubungkan
pols pikir organisasi secara keseluruhan kepada lingkungannya. Sistem
revitalisasi berarti pertumbuhan (growth) dan memusatkan kepada kepentingan
pelanggan sehingga diharapkan dapat membawa pertumbuhan bagi organisasi.

Dengan cara mengenal para pengguna jasa / stakeholder denpan baik dan
memahami sepenuhnya kebutuhan mereka yang harus dapat dipenuhi oleh
organisasi. serta memanfaatkan input dan para pengguna jasa unfuk
menyempurnakan strategi organisasi.

Banyak organisasi yang telah berhasil menggunakan strategi ini, dengan
melakukan identifikasi kebutuhan konsumen dan menerjemahkan kebutuban
tersehut kedalam bentuk produk yang sesual dengan kebutuhan konsumen dan
menekankan pada strategi vang disebut customer driven creativity. Melaln
strategl ini perusahaaan dapat meningkatkan kemampuannya unfuk selalu lebih
maju dari pelanggan dan pesaingnya terutama dalam menghasilkan produk den
jasa. Dengan cara ini organisasi bisa tampil beda, segar dan wnik. Tampaknya
tidak ada bisnis yang dapat bertahan lama jika tidak memusatkan perhatiannya
pada kepentingan pelanggan.

Istitaly marker focus mengandung makna yang lebih dari sekedar
memberikan perhatian kepada pelanggan. Berfokus kepada pelanggan juga tidak
hanva sckedar memberikan apa yang diminta pelanggan, tetapi memenuhi secara
nyala apa yang dibutuhkan pelanggan. Dengan demikian, melalui Market focus
organisasi dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dari eksternal dan
mengaitkan serta mengadaptast lingkungan tersebut kedalam organisasi.

Menurut Champy (2005} ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar

Universilas indonesia

Strategi Revitalisasi..., Iman Agung, Pascasarjana Ul, 2010



32

organisasi dapat mencapai fokus bisnis yang kuat, yaitu:

a. Terus menerus mengumpulkan informasi penting tentang pelanggan
b. Lakukan segmentasi pasar pelanggan

¢. Tentukan proposisi yang memikat bagi masing-masing pelanggan
d, Carilah mitra-mitra usaha yang akan membangun

e. Pusatkan perhatian pada perencanaan ulang terhadap proses

f.  Ukurlah terus prestasi melalui sudut pandang pelanggan

2, Penciptaan Bisnis Baru {fnvenf New Business)

Merupakan smategi unnik membangun kemampuan organisasi melalui
berbagei pendekalan seperti kemitraan (partnership), merger dan akuisisi,

Melalui strategi ini diharapkan dapat membawa kehidupan bamu bagi
organisasi. Yaitn dengan menyelaraskan core competence atau fungsi utama
organisasi agar benar-benar sesual dengan kebutuhan pengguna jass, serta
menciptakan peluang untuk pertiombuhan dan perbaikan kinerja organisasi.

Tidak selamanya organisasi mengandalkan kekuatan sendini untuk proses
bisnisnya, oleh karena itu organisasi harus dapat mencanl partner aliznsi
strateiiknya untuk menutupi kelemaban organisasiDe La Siera:1995:3-10).

Permasalahan transformasi pemerintahan dari birokrasi dalam menghadapi
percepatan perubshan dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler (1595) dengan
konsep yang ditvangken dalam Refmvemting Government, Konsep ftersebut
menawarkan satu konsep kewirausahaan sebagai suatu konsep yang bisa
dijalankan oleh lembaga publik dengan memasukkan semangat kewirausahaan.

Berkaitan dengan bisnis yang dijalankan oleh institusi pendidikan dan
pelatihan maka tetap harus mengacu pada manajemen pengetabuan. Menurut
Davenport (1998), ada 4 (empat) yang harus dilaksanakan, yaitu:

8. Menciptakan tempat penyimpanan pengetahuan, mulai dari database majalah
dan terbitan mengenai ilmu pengetahuan, hasil penelitian dan sebagainya, baik
yang berbentuk manual maupun elektronik.

b. Memperbaiki akses pada pengetahuan.

Pengetahwan yang disimpan diusahakan agar mudah diakses, baik dari

kalangan internal maupun ckstemnal. Pada saat ini, memasukan data dalam
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database dan jaringan komputer mampermudah kita mengakses data melalui
internet,

c. Memajukan ilmu pengetahuan
Memajukan ilmu pengetahuan meliputi penciptaan pengetahuan, penyebaran
pengetahuan, transfer pengetahuan dan berbagi pengetahuan,

d. Mengelola pengetahuan sebagai aset
{}8}3{;}. proyek, kumpulan pengetshuan yang dimiliki perlu dinilai secam
finansial gebagai aset berharga secara ckonomis dan dapat dimasukkan ke

dalam neraca kevangan,

3. Merubah Afaran Main Melalui Feknologi Informasi {Chonge The Rules
Through Information Technology)

Pendekatan merubah atoran melalui teknologi informasi (Change the rules
through information technology) merupakan usaha memanfaatkan teknologi
sebagai dasar untuk mencari jalan baru menghadapi kompetisi, Teknologi
informasl dapat mendefinisikan kembali aturan main didalam organisasi.
Teknologi dapat diibaratkan sistera saraf manusia yang dapat menghubungkan
selurub bagian-bagian yang ada pada badan manusia sehingga dapat membenkan
isyarat bagi gejala vang dihadapl oleh masing-masing bagian organ tubuhb
Manisia.

{mplementasi 1T vatuk mendukung kegiatan operasional suatu organisasi
baik dalam skala kecil maupun besar, hberkembang menjadi kebutuhan mendasar
dalam roenghadapi era global dan Good Governance. Berbagal perangkat IT
untuk infrastrukiur, service, maupun apliikasi, saat ini sangat banyvak fersedia di
pasaran dalam berbagai bentuk dan fungsinya, Hal ini menycbabken banyaknya
alternatif zolusi IT vang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan
pengembangan organisasi. Implementasi [T dalam kegiatan operasional organisasi
akan memberkan dampak yang cukup signifikan bukan hanya dari segi efisiensi
kerja tetapi juga terhadap budaya kerja baik secara pegawal, antar unit, mavpun
keseluruhan institusi,

Hal mendasar dalam Revitslisasi Qrganisasi adalah dengan melaloukan

pengembangan organisasi atau  Organization Development. Pengembangan
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organisasi adalab respon untuk berubah melalul a8 complex educational strategy
dan niat untuk merubah keyakinan, sikap, nilal strukivr organisasi agar dapat
beradaptasi lebih mudah dengan teknologi baru, pasar dan pejuang (Bennis,
1996).

Organisasi perlu mengorganisasikan diri untuk belajar sehingga maropu
beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Mengembangkan organisast berarti
menciptakan g sense of community diantara individu dalam organisasi, sehingga
interaksi sesama individu sangat tergantung kepada strokiur suatu organisasi,

Didalam dunia informasi, aset perubahan sebagai vkuran kekayaan modal
organisasi telah bergeser kepada kekayaan pengetabuan {(knowledge) organisasi,
dan pembagian kerja bergeser kepada pembagian pengetahuan dalam organisast.
Dengan meningkatkan pengetahuan didalam organisasi sebagal hasil individo dan
organisasi yang belajar, maka pentingnya feam base work akan terus berkembang
dan menjadi ftumpuan organisasi.

Organisasi makin memerlukan tanggung jawab individu integritas dan
komitmen. Melalui strategi ini organisasi dituntut untuk mengernbangkan SDM
yang dapat berfikir secara independen dan bekeria sendiri dan kapan bekerja
dengan crang lain dan bangpa dengan prestasi kegia yang mercka lakuken
Mereka saling memerfukan orang lain dalam mencapal prestasi kerja. Saal ini
banyak organisasi vang memfokuskan kepada struktur organisasi yang “cross
Jfunctional” schingga kondusif bagi terciptanya kegasama tim dan menunbubkan

suasana belajar (fearn fearning) untuk mennmbuhkan inovast bagi organisasi,

2.2.2 Revitalisasi BLK

Revitalisasi BLK merupakan panduan manajemen untuk memperbaiki
kinerja BLK secara terpadu, bertabap dan berkelanjutan, ager kinerja BLK
bermanfaat bagi pencari kerja dan atau pekeria yang rendah produktivitasnya,
Salah satu program kebijakan vang sangat berarti bagi suksesnya Revitalisasi BLk
yaitu program 3 in 1, yang merupakan sistem terpadu aniarg pelatiban kefia |
sertifikasi profesi sebagal penjamin mutu dan penempatan keria sebagal penjamin
tercapainya kessiahteraan keluarga dan setiap warga masyarakat, Program 3 in 1
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ini akan mampu membawa perubahan  substansi, strategi dan fungsi BLE secara
keseluruhan sehingga dapat mendukung revitalisasi BLK secara maksimal,

Program 3 in 1 merupakan alat yang digunakan vntuk mengetabui sampai
dimana suksesnya revitalisasi BLK, sebagai bagian integral dari pengembangan
Sistem Pelatihan Kerja Nasional, Adapun indikatomya adalah:

e Moeningkatnya relevansi dan kuslitas pelatiban kerja.

Relevansi dan kualitas pelatihan kerja dapat terlihat dar tercalatnya angka
penempatan hasil pelatihan kerja di BLK tersebut.

« Meningkatnya efeltivitas dan efisienst pelatihan kerja.

Efektifitas dan efisienst pelatiban kerja terlihat dari jumlah peserta pelatihan
yang mengikuti pelatihan di BLK tersebut,

»  Meningkatnya kredibilitas dan kemandirian BLEK,

Kredibilitas dan kemandirian BLK dapat terlihat pada banyaknya jumlab
perusahaan di pasar kerja yang bekerjasama dengan BLK tersebut,

¢ Berkembangnya BLK sebagai penyelenggara pelatihan terpadn dengan
sertifikasi dan penempatan kerga,

BLK sebagm penyelenggara pelatiban terpadu dengan sertifikasi dan
penempatan kerje dapat terlihat dengan tercatainya jumlah pesertz yang yang
berhasil disertifikasi lengkap dengan garansi penempatannya pada peruszhaan
ataupun penempatan di pasar kena.
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Gambar 2. Skema Revitalisasi BLK
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Skema revitalisasi BLK diatas dapat di jabarkan sebagai berikut: Dengan
‘pencrapan good governance, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.L
terus memberikan perhatian unfuk mendorong Balai Latiban Kerja agar dapat
memilikd kinerja, etika dan akuntabilitag vang tinggi. Bersama-sama dengan
Pemerintah Provinsi dan Pernerintah Kota/Kabupaten, Departemen Tenaga Kerja
dan Transmigrasi R.I. melanjutican reformasi manaiemen Balai Latihan Kerja.
Sebagai kelanjutan dari reformasi lembaga di sektor publik maka reformasi BLK
harus bersifat mendasar dan sistemik, dengan sasaran  utama dslam pelayanan
pelatihan BLK adalah pencari kerja dan pekerja yang produktivitasnya rendah,

Revitalisasi BLK juga menjadi pandean wum pengelolaan BLK.
Depnakertrans, Disnaker Provinsi dan Disnaker Kot/ Kabupaten akan
menerapkan strategi, prioritas, kebijakan, program dan dana untuk memperluas
kernudahan akses bagi panganggur dan pekerja dan untuk mencapai outputs BLK,
yang bermutn tinggl, kompeten dan produktif sesuai dengan perkembangan sosial

ekonomi di masa datang.
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Pemerintah, cg. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dituntut
menetapkan dan tunduk pada nilai-nilai universal yang akan menjadi pedo-man
dalam pengambilan keputusan publik, karena nilai-nilai pengelolaan organigasi
publik, termasuk BLK, telah banyak berubah, Kebijakan dan program pemerintah

harus mewakili nilai-nilai kehidupan masyarakat.

Gambar 3. Transisi Birokrasi ke Manajemen BLK

Birokrasi Tradisional
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Stereotype ini sering diberiken kepada lembaga publik yeng dikelola
pemerintah. Sepertt halnya nasib lembaga publik lainnya, BLK juga sering dinilad
sebapai birokratis, tidak efisien, belum transparan, pegawai tidek produkdif, sulit
berubah dan akrab dangan KKN. Pandangan demikian belum fentu semuanya
benar. Dalam konteks ini, Revitalisas: BLK menuntut perubahan paradigma dalam
kita mengelola 182 Balai Latiban Keria di Indonesia (Maping BLK tahan 2008).

Perobahan paradigma akan mendorong perubahan sistem manajemen
BLK. Kunci sukses manajemen BLK akan terletak pada pemanfaatan kekuatan
yang sifatnya intangibles, termasuk pengetahuan, kepercayaan, kompetensi, ide-
ide, informasi, proses, hubungan baik, inovasi, moralitas, jaringan, nilai tambah,
pencitraan dan layanan jasa, Oleh karena itu, revitalisasi BLK membutuhkan
ketangguhan, kesabaran dan idealisme yang tinggi dar setiap pimpinan lembaga,
badan dan unit kerja lainnya di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RL
sebagai perwujudan pemerintah pusat juga jajaran leader di pemerintahan daerah,
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Sasaran yang diharapkan dapat dicapal dari kegiatan Revitalisasi BLK

adalah:

™

Tersusunnya rancang bangun BLK yang dikelola Pemerintah, BLK yang
dikelola Pemerintah Provinsi dan BLK yang dikelola Pemerintah
Kabupaten/Kota (UPTP dan UPTD)

Tersusunnya prioritas program pembangunan BLK yang disertai dengan
rencana aksi untuk merevitalisasi BLK memyju ke arah terwujudnys BLK

vang berkineria tinggl

Pemerintah Provinsi sangat penting untuk menjembatani kepentingan

antara masyarakat dan Pemerintah dalam peningkatan kuoalitas SDM di Indonesia.
Untuk pelaksanaan Revitalisasi BLK, peran dan fungsi Pemerintah Provinsi yang
diharapkan antara lain:

1.

Pengembangan regulasi daerah (Peraturan Daerali) untuk menjaga
konsistensi peraturan perundang-undangen dan peraturan provinst,
Penyatuan perencanaanm program dan anggaran pembangunan Ketena-
gakerjaan yang akan dilakukan oleh Disnakertrans dan BLK.

Pendorong inisiatif twmbuhoya aliansi, kolaborasi dan kemitrsan peme-
rintzh dan swasta melalui PPP (public-private partnership atan reyonisasi
BLK}.

Pemimpin dalam inovasi dan reformasi manajemen Disnakertrans dan BLEK.
Penguatan koordinasi, kerissama dan komunikasi anter provinsi, antar
kow/kabupaten dan antar BLX,

Membantu pengendalian, pengawasan dan evaluasi setiap program untuk
meyakinkan keberhasilan kinerja BLK. |

Mayoritas BLK ada di kota dan kabupaten. Pemerintah Kota dan

Kabupaten, yang dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja atau lembaga publik

lainya yang mengurusi ketenagakerjaan, memiliki peran penting dalam revitalisast
BLK. Peran dan fungsi Disnaker Kota/Kabupaten yang diharapkan antara lain:

1.

Mengembankan keselarasan kebijokan melalui Perda tentang pelatihan,
sertifikasi dan penernpatan keria di daerah,
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2. Mengembangkan dan memberikan prioritas sasgran program pemerintah
untuk digarap melalui kegiatan BLE.

3. Mengembangkan dan menentukan pifihan infervensi yang tcpat sesual
dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat daerah.

4.  Memberikan layanan dan pembiayaan alternatif, baik melalvi APBD
maupun dana non budgeter dan dana dari fibak ke tiga lainnya.

Menawarkan dana piyjaman dan permodalen kepada alumni RLK.

6. Membimbing penerapan mungjemen korporasi dan budava pelayenan
prima.

7. Membangun aliansi kelembagean don sinergi program antara BLK,
lembaga keuangan dan UKM/Koperasi.

8. Mengembangkan semfra lavanen konsultasi pengembangan industri dan

UKM,

9. Memberikan dwhmgan teknis delam pengadaan, asuransi, penapaman
modal, informasi, mediasi, negosiasi dan bujukan (uwbowning),’
10. Menggunakan hasil pelatiben BLK sebagai indikator Standard Pelayanan

Dari sekelumit paparan diatas dapat kita artikan babwa cita-cita revitalisasi
BLK adalsh sangat lubur dan mulia terutama dalam tujuan untuk menciptakan
tenaga-tenaga kerja vang terampi] dan berkualitags dalam menyvongseng dan
berkarya di era globalisasi seperti saat ini, sehingga mampu diperhitungkan baik
di pasar kerja dalam negeri dan luar negeri. Diharapkan pula babwa mereks dapat
mendukung pembangunan nasional serfa mensukseskan pemerataan keseiahtersan
sesual yang tersurat dalam UUD tahun 1945,

Pada awal tabun 2007, telah dicanangkan "REVITALISASE BLK” oleh
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.1. Bapak Erman Suparno. Berarti sejak
tahun tersebut, gerakan Revitalisasi BLK di Indonesia telah dimulai dengan tahap
awal sehagal gebrakan yaitu melengkapt dan memperbaiki sarana dan prasarana
pelatihan di 42 BLK UPTD dengan fokusnya BLK-BLK UPTD wilayah tengah
dan wilayah timur. Dalam evabuasi kegiatan revitalisasi dan mapping BLK
tersebut pada tahun 2008 didapat hastl vang membuktikan bahwa Revitalisasi
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BLK tersebut belum bisa membawa dampak positif yang signifikan dalam
menunjang penyelenggaraan pelatihan secara maksimal,

Ada selah satu pendukung pelatthan yang berpengarub besar terhadap
kemajuan kinerja BLK tetapi belum tersentuh, yaitu manajemen BLK. Bisa
dipastikan begitu karena para pelaku yang terkait dalam manajemen BLK masih
belurn sadar dan mengertl babhwa mereka sudah bukan sebagal perpanjangan
tangan lagl dari pemerintah pusat sejak diberlakukannya Otonomi Daergh tapi
menjadi lembaga mandin yang harus dikelola secara swa agar BLK mercka
menjadi hidup dan lestari, demni suksesnya peningkatan kualitas tenaga kerja
didaerahnya dengan pelatihan kerja yang tepat dan berguna.

Pervbahan pols inangjemen BLK UPTD dalam tulisan ipi dijadikan salah
satu strategi yang amat sangat berpengaruh terhadap suksesnya program
Revitalisasi BLK.

2.3 OTONOMI DAERAH

Dengan berlakunya Otonomi Daerah sejak 1 Januard tshun 2000,
schenarnya dibarapkan oieh pemerintah akan membawa banyak kemajuan dan
perubahan demi rakysat atau masyarakat agar dapat dicapal tujuan besar Bangsa int
yaitu mengentaskan kemiskinan dan pengangeuran. Dalam penjelasan UL
NOMOR 22 tahun 1999, Otonomi Daersh adalah kewenangan Daerah Otonom
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi maesyarakat sesual dengan peraturan
perundang-undangan (pasal 1 huruf (hy UU NOMOR 22 Tahun 1999 tentang
Pamerintahan Daerah).

Dalam prakicknya temnyata tidak mudah melaksanakan amanat Undang-
undang tersebut. Ada kesan yang kuat bahwa Otonémi Daerah diterapkan dengan
pendekatan big bang, atau dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Perubahan
struktural yang tercatat denmgan adanya undang-undang tersebut diatas adalah
pelaksanaan ¢fonomi daerah secara utuh dan luas di kabupaten/kota, sedangkan
provinsi hanya memiliki otonomi yang terbatas, Dengan kata lain, titik berat

otonomi daerah ada di kabupaten/kota dengan titik ringan d&i provinsi.
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Implikasinya, kabupaten/kota bebas dari intervensi pusat bahkan bupati/walikota
bukan lagi bawahan gubernur dan tidak memiliki hubungan hirarkis
(Dwidjowijoto, 2002).

Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalali kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (pasal 1 huruf (i) UU NOMOR 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah).

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[1]

Pengertian "otonom" secara bahasa adalah "berdiri sendiri" atau "dengan
pemerintaban sendiri".[2] Sedangkan "daerah" adalah suatu "wilayah" atau
"lingkungan pemerintah”.[2] Dengan demikian pengertian secara istilah "otonomi
daerah” adalah "wcwenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur
dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendin." Dan
pengertian lebih tuas lagi adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah
yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu
sendin mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan
termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuvai dengan tradisi adat
istiadat daerah lingkungannya (Dwidjowijoto, 2002).

Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang
meliputi kemampuan si pelaksana, kemampuan dalam keuangan, ketersediaan alat
dan bahan, dan kemampuan dalam berorganisas. '

Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu, seperti politik
luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Bidang-
bidang tersebut tetap menjadi urusan pemerintah pusat.[3] Pelaksanaan otonomi
daerah berdasar pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan

keanekaragaman.
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Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendini
berdasarkan aspirasi masyarakat sesvai dengan peraturan perundang-undangan,

Dacrah QOifonom selapjuinya disebut Daerah  adalah  kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas daerabh tertentu, yang berwenang
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendirt herdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik

Indones:a.

2.3.1 PENJELASAN OTONOMI DAERAH

Dasar Pemikiran

a. Negara Republik Indonesia scbagai Negara Kesatuan menganut asas
desentralisasi dalam penyelenggarsan pemerintahan, dengan memberikan
kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi
Daerah (Dwidjowijoto, 2002). Karena itw, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945,
antara lain, menyatakan bahwa pembagian Dagrah Indonesia ates daerah beser dan
kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-
Undang. Dalam penjelasan pasal tersebut, antara lain, dikemukakan bahwa "oleh
kavena Negara Indonesiz itu suatu eenheidsstaat, maka Indonesia tidak akan
mempunyal Daerah dalam lingkungannya yang bersifat siaat juga. Daerah
Indonesia akan dibagi dalam Daerah Provinsi dan Daerab Provigsi akan dibagi
dalam deerah yang lebih kecil. Di dacrab-daerah yang bersifat otonom (streek en
locale rechtgemeenschappen) atay  bersifat administrasi belaks, semuanya
menurnt aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang”. i daerah-daerab
vang bersifat stonom akan diadakan Badan Perwakilan Daersh. Oleh karena it di
daerah pun, pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawarakatan.

b. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang
kuat untuk menvelenggarakan otopomi depgan memberikan Kewenangan yang
fuas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, sebagaimana tertnang dalam
Ketetapan MPR-RI Nomor XVIMPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi
Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang
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Berkeadilan; serta Perimbangan Keuvangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia,

¢. Undang-undang ini disebut "Undang-undang tentang Pemerintahan
Daerah” karena undang-undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah vang lebih mengutamakan pelaksanaan asas demokratisasi.

d, Sesuat dengan Ketetapan MPR-RI Nomor XV/ MPR/1998 tersebut 41 atas,
penyelenggaraan Otonomi Dacrah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan
yang Juas, nyata, dan berfanggung jawal: kepada Daerah secara proporsional yang
diwgjudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya
nasional yang berkeadilan, serta perimbangan Otonomi Daerah juga dilaksanakan
dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemeratsan, dan
keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.

e, Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalsh mendorong unmk
memberdayakan masyarakat, menumbubkan prakarsa  dan  keeativitas,
meningkatkan peran-serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena ite, undang-undang ini menempatkan
Otonomi Daerah secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Dacrah Kota, yang
dalarn Undang-undang Nomor 3 Tahun 1974 berkedudukan sebagai Kabupaten
Daerah Tingkat 11 dan Kotamadya Daerah Tingkat I Daerah Kaebuopaten dan
Daerah Kota tersebut berkedudukan scbagai Daerah Otonom mempunyai
kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan
menuruet prakarsa dan aspirasi masyarakat.

f. Provinsi Daerah Tingkat [ menurut Undang-undang Nomor 5 Takun 1974,
dalam undang-undang ini dijadikan Dgersh Provinsi dengan kedudukan sebagal
Daerah Otonom dan sekaligus Wilaysh Administrasi, vang melaksanakan
kewenangan Pemerintzh Pusat vang didelegasikan kepada Gubernur. Daerah
Provinsi bukan merupakan Pemerintah atasan dari Daerah Kabupaten dan Daerah
Kota. Dengan demikian, Daerah Otonom Provinsi dan Daerah Kabupaten dan
Daerah Kota tidak mempunyai hubungan hierarki.

g. Pemberian kedudukan Provinsi sebagai Daerah Otonom dan sekalipus
scbagal Wilayah Administrast dilakukan dengan pertimbangan :
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i. untuk memelihara hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

ii. untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang bersifat lintas Daerah
Kabupaten dan Daerah Kota serta melaksanakan kewenangan Otonomi
Daerah yang belum dapat dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan
Daerah Kota; dan '

iii. untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tertentu yang
dilimpahkan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi.

h. Dengan memperhatikan pengalaman penyelenggaraan Otonomi Daerah
pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung
jawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban daripada
hak, maka dalam undang-undang ini pemberian kewenangan otonomi kepada
Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan kepada asas desentralisasi saja
dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kewenangan
otonomi luas adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan
yang mencangkup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan
di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal,
agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah. Di samping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan
yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Yang dimaksud dengan
otonomi nyata adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan
pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan secara
tumbuh, hidup, dan berkembang di Daerah. Yang dimaksud dengan otonomi yang
bertanggung jawab adalah berupa perwijudan pertanggungjawaban sebagai
konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada Daerah dalam wujud tugas
dan kewajiban yang harus dipikul oleh Daerah dalam mencapai tujuan pemberian
ofonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang
semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan,
serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar
Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi untuk Daerah Provinsi diberikan secara terbatas yang meliputi
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kewenangan lintas Kabupaten dan Kota, dan kewenangan yang tidak atan belum
dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, serta kewenangan bidang

pemerintahan tertentu lainnya.

i.

Atas dasar pemikiran di atas, prinsip-prinsip pemberian Otonomi Dasrah

yang dijadikan pedoman dalam Undang-undang im adalah sebagal berikut
{(Dwidiowijoto,2002%

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan
aspek demokrasi, keadilan, pomerataan, seria potensi dan keanekaragaman
Daerah.

Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan
bertanggung jawab,

Pelaksanaan Otonomi Dacrah vang luas dan utuh diletakkan pada Daerah
Kabupaten dan Daerah Kote, sedang Otonomi Daerah Provinsi merupakan
otonomi yang terbatas,

Pelaksanaan Otonomt Dacraly harus sesual dengan konstilusi negara
schingga tetap terjamin hubungan vang serasi antara Pusat dan Daerah
serta antar Daerah,

Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebth meningkatkan kemandirian
Daerah Otonom, dan karenanya dalam Dacrah Kabupaten dan Daerah
Kota tidak ada lagi Wilayah Administrasi. Demikian pula di kawasan-
kawasan khusus yang dibina olebh Pemerintah atau pihak lain, seperti
badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumazhan, kawasan industr,
kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanso,
kawasan perkotsan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku
ketentuan peraturan Daerah Otonom.

Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan
fungsi badan lepislatif Daecrah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi
pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah. '

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada Daersh Provinsi dalam
kedudukannys scbagai Wilayah Administrasi untuk  melaksanakan
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kewenangan pemerintzhan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur
sebagat wakil Pemerintah,

« Pelaksanasn asas tugss pembantuan dimungkinksn, tidak hanva dari
Pemerintah kepada Daerab, tetapi juga dad Pemerintah dan Daerah kepada
Desa yang disertar dengan pembiayaan, sarana dan prasarans, seria sumber
daya manusia dengan kewsjiban melaporkan pelaksangan  dan

mempertanggungiawabkan kepada yang menugaskannya,

Selain wewenang pengelolaan BLK  diserahkan kepada femermtah
Daerah, di masa Otoromi Dacrah juga diserahkan tanggung jawab mengenai
pelatthan masyarakat pencari keria lokal di daerah atan diwilayahnya. Tapi
mengenal kelembagaan BLK belum ada aturan yuridiksinya, sehingga belom ada
penglegitimasian terhadap BLK-BLK vang beralih dari kepemilikan Pemerintab
Pusat menjadi Pemerintah Daerah, karena aturan-aturan yang jelas dan tercantum
dalam Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah belum diterbitkan, Hal ind
juga menjadi salah safis sasaran yang ingin diwujudkan demi suksesnya
Revitalisasi BLK UPTD,
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BAB 111
METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini bertujuan untuk mendeskripsikan prosedur pelaksanaan
penclitian. Perelitian ini dilakukan terhadap BLK UPTD dan para expert
dilingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Berikut ini secara
berturut-turut akan disajikan sub topik ~ sub topik tentang pendekatan penelitian,
populasi penelitian, operasionalisasi konsep, teknik pengumpulan data, teknik
pengelolahan data, dan teknik analisis.

3.1, Pendekatan Penelitian,

Sesuai dengan tujnan yang ingin dicapal dalam penelitian ini maka jenis
penclitian im adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode survey,
yaita metode kualitatif dengan desain survey yang memberikan urajan kualitatif
melaui pengumpulan data dengan mengajukan pertanvaan kepada orang, sehingga
dapat digunakan  sebagai masukan yang bermanfast untuk pelaksanaan
Revialisasi BLEK UPTD supaya berjalan efektif

Untuk menganalisa data faktor yang berpengaruh sangat beragam
kritertanya, maka pemulis mencoba menganalisa dengan pendekatan metode
Analytical Hierarchy Process (AHP).

Data tersebut berupa data perbandingan berpasangan dengan skala 1 — 9.
Data ~ data yang terkumpul tersebut diolah dengan menggunakan metode AHP.
Untuk mendapatkan hasil vang dibarapkan, dilakukan analisa sensitivitas terhadap
prioritas pemilihan alternatif sasaran kegistan. Dengan cara ini dapat dilihat
kecenderungannya sehingga dapat diketahui pengarubnya terhadap pergeseran
prioritas pemilihan kebijakan.

Namun sebelum membuat kerangka AHP dan kuesioner yang diberikan
kepada para responden, penulis melakukan wawancara dengan beberapa expert
untuk mencari tahu sasaran dan Strategi yang harus dilakukan dalam Revitalisasi
BLK UPTD. Adapun wawancara di lakukan dengan menggunakan pedoman
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wawancara yang perlanyaan-pertanyaan berdasarkan  teori  Transformasi
Organisasi dari Goullart dan Kelly (1995} (lampiran 2). Dan dari hasil wawancara
dengan exper? {lampiran 33, penulis membuat kerangka AHP dalam memilih
prioritas strategl vang tepat dalam merevitalisasi BLK UPTD di era Otonomi
Daerah.

3.1.1 Prinsip Dasar AHP

Dalam analisis ini sesuai dengan hipotesa vang ada, maka teknik/metode
analisis yang akan dipergunakan adalah Analytic Hierarchy Process {M}, AHP
diperkenalkan oleh Thomas I.. Saaty pada periode 1971 - 1975 di Wharton
Schooi.

Dalam menyelesatkan persoalan dengan AHP ada prinsip - prinsip yang harus
dipahami, diantaranya | decomposition, comparative judgement, synthesis of

priority, dan logical consistency.

Comparative judgement

Prinsip ini berarti membuat penilajan tentang kepentingan relatif dua elemen
pada suatu tingkat tertentu yang dalam kaitannya dengan dengan tingkat
diatasnya. Penilaian ini merupakan ot dart AHP, karena ia akan berpengaruh
terhadap prioritas elemen — elemen. HasH dari penilaian ini akan tampak lebib
enak bila dissjikan dalam bentuk matriks yang dinamakan matriks pairwise
comparasion. Agar dipercleh skala yang bermanfaat ketika membandingkan dua
elemen, seseorang vang akan memberikan jawaban perlu pengertian menyeluuh
tentang clemen — clemen yang akan dibandingkan dan relevansinya terhadap
kriteria atau tujuan yang dipelajan,

Decomposition

Setelah persoalan didefinisikan, maka perlu dilakukan decomposition yaitu
memecah persoalan yang utuh menjadi unsur — unsumya. Jika ingin mendapatkan
hasil yang akurat, pemecahan juga dilakukan pada terhadap unsur - unsur sampai
tidak mungkin dilakukan pemecahan lebib lanyut, sehingga didapatkan beberapa
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tingkatan dari persoalan tadi. Karena alasan ini, maka proses analisis ini
dinamakan hirarki, Ada dua jenis hirarki, yaitu lengkap dan tidak lengkap. Dalam
hirarki lengkap, semua elemen pada suatu tingkat memiliki semua elemen yang

ada pada tingkat berikuinya.

Synthesis of Priorily

Dari setiap matriks pairwise comparasion kemudian dicari eigenvectornya
untuk mendapatkan local priority. Karena matriks pairwise comparation terdapat
pada sctiap tingkat, maka untuk mendapatkan global priority harus dilakukan
sintesa diantara focal priority. Prosedur melakukan sintesa berbeds menurut
bentuk hirarki. Pengurutan elemen — element menurut kepentingan relatif melalud

prosecdur sintesa dinamakan priority setting.

Local Consistency
Konsistensi memiliks dua makna. Pertama adalah bahwa obyek ~ obyek yang

serupa dapat dikelompokkan sesual dengan keseragaman dan relevansi.
3.1.2  Prosedur Analytical Hierarchy Process

Dalam pengambilan keputusan dengan metode AHP langkah — langkah kegiatan
yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Mendefinisikan suatn  kegiatan yang memerlukan pemilthan dalam
pengambilan keputusannya.

b. Menentukan kriteria dari pilihan — pilihan tersebut terhadap identitas kegiatan
membuat hirarkinya.

¢. Membual matriks pairwise comparasion berdasarkan kriteria focus dengan
memperhatikan prinstp — prinsip comparative judgment,

d. Membuat matriks pairwise comparasion dengan memperhatikan prinsip —
prinsip comparative judgement berdasarkan kriteria diatasnya.
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3.1.3 Penpggunaan Aplikasi AHP

Gombor 1. Hierarki Penelitian
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3.1.4 Penjelasan Aplikasi AHP
Berdasarkan kerangka AHP diatas dapat maka faktor — faktor yang

herpengaruh yang merupakan sasaran agar pelaksanaan Revitalisasi BLK UPTD
di era ofonomi daerzh barjalan efektif dan efisien dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Menghilangkan mismatch antara SDM yang ada dengan kebutuhan pelatihan,
Adanya ketidaksesuaian antara SDM yang dihasilkan oleh BLK apabila

dibandingkan dengan kebuntuhan pelatihan yang scharusnya dilaksanakan
demi mempersiapkan SDM yang mampu bersaing di pasar kea dan dunia

usaha,
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. Meningkatkan status BLK UPTD menjadi centre of vocational di wilayahnya

Kurangnya pengenalan masyarakat terhadap BLK yang ada di wilayahnya
karena kurangnya publikasi dan sosialisasi, schinggs popularitas BLK
terkesampingkan oleh lembaga pelatthan swasta.

. Menseragamkan pola manajemen BLK baik BLK UPTP maupun BLKX UPTD
Pola manajemen BLK UPTD ernyata berbeda dengan pola manajemen BLK
UPTP, schingga sangat wajar apabila keluatan dan kemampuan pun akan
berbeda antar BLK UPTD dengan UPTP.

Adapun kendala yang dihadapi dalam meningkatkan sasaran “Menghilangkan
mismatch antara SDM yang ada dengan kebutuhan pelatihan” tersebut adalah
sebagai berikut :

. Kualitss Instruktor dan Tenaga Kepelatthan di BLK UPTD

Yaitu rendahnya kualitas instruktur dan TK di BLK UPTD karena kurangnya
pemahaman pemerintah daerah tortang peatingnya mengupgrade kualitas
instruktur dan TK agar pelatihan dapat berjalan secara tepat dan akurat.

. Kuantitas instrukiur dan Tenaga Kepelatihan di BLK UPTD
Yaitu kurangnva jumiah instruktor dan TK di BLK UPTD akibat kurangnya
regenerasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

. Kesenjangan produktivitas instruktur di BLK UPTD
Yaitu besamya gap antara peserta pelatihan dengan hasil pelatihan yang
diserap oleh pasar kefja.
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Untuk mengatasi kendala-kendala diatas, maka perlu dicermati aktor pelaku

dalam mengatasi kendala tersebut yaitu

1.

Instruktur dan Tenaga Kepelatihan
Yaitu elemen yang sangat berperan penting demi kelangsungan pelatiban di
Balai Latihan Kerja (BLK).

Pejabat Struktural Daerah
Yaity Kepala BLK UPTD, Kabag Tata Usaha BLK UPTD dan para pembuat
kebijakan di struktur pemerintah daerah,

Peizbat Strukturs! Pusat
Yaitu Menakertrans R beserta jajaran yang terkait dalam mengarahkan setiap

kebijakan yang di tefaskan atau di cetuskan,

Uriuk mengatast permasalahan dan mencapai sasaran dimaksud diperlukan

kebijakan / strategi. Untuk itu dipilih kebiiakan sebagat benkuot ;

1.

Monitoring dan evaluasi regular dan tahunan terhadap instruktur dan TK di
BLK UPTD.

Yaitu melakukan Monitoring dan evaluasi regular dan tahunan terhadap
instruktur dan TK di BLX UPTD sehingpa dapat diketahui dengan jelas dan
tepat tentang kekuatan instruktur dan tenaga kepelatihan kemudian dapat pula
diketahui pelatihan apa yang diperlukan oleh instruktor dan tenaga
kepelatihan demi menunjang pelatihan tenaga kera di BLK UPTI terscbut
sebelum memasuki pasar kerja atau dunia kegja.

Sistem pengembangan karir dan profesi instruktur dan TK di BLK UPTI.

Yaitu meperapkan pelatihan dalam meningkatkan kapabilitas instruktur dan
tenaga kepelatihan sehingga memiliki skill atan keahlian vang mrumpuri serta
mampn melatih tenags kerja vaog tangguh dalam menghadapi pasar k&xj&

atau dunia kerja.
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3. Menerapkan best value dalam kesepakatan kinerja antara pimpinan dengan

instruktur dan TX di BLK UPTD,

Yaitu menerapkan sistim reward and punishment berdasarkan kesepakatan
plmpinan dan instruktur serta tenaga kepelatihan di BLK UPTD agar menjadi
pendongkrak semangat mengajar atau melatih sehingga tidak ada instruktur
atau temaga Kkepelatihan yang bekerja seenaknya. Semusnya bekerja
berdasarkan semangat profesionalisme yang bertanggung jawab.

Adapun kendala vang dibadapi dalam meningkatkan sasaran 7 Mepingkatkan

status BLK UPTD menjadi centre of vocational di wilayahnya” tersebut adalah
sebagal berikut :

i.

Fungsi BLK UPTD yang bekerja kurang maksimal
Yaitu kurang berfungsinya sarana dan prasamana BLK UPTD dalam
mendukung setiap kegiaian BLK tenitama dalam melaksanakan kepelatthan,

Relevansi alat pelatihan di BLK UPTD dengan teknologi yang ada
Yaitu korang relevannya alat-alat pelatiban yang dimiliki BLK UPTD dengan

teknologi yang digunakan dewasa ini di pasar kerja.

Pernahaman masyarakat di daerah terhadap fungsi BLK UPTD sebagal
tempat pelatihan

Yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap fungsi dasar BLK
UPTD sebagai tempat melatih tenaga kerja dalam persiapan menuju pasar

keria.
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Untuk mengatasi kendala-kendala diatas, maka perlu dicermati aktor pelaku

dalam mengatasi kendala tersebul yaitu ;

i

Instruktur dan Tenaga Kepelatihan
Yaitu elemen yang sangat berperan penting demi kelangsungan pelatihan di
Balai Latihan Kerja (BLK).

Pejabat Struktural Daerah
Yaitu Kepala BLK UPTD, Kabag Tata Usaba BLK UPTD dan para pembuat
kebijakan di struktur pemerintah daerah.

Pejebat Siruktural Pusat
Yaitu Menakertrans RI beserta jajaran yang terkait dalam mengarahkan sctiap

kebijakan yang di tetaskan atau di cetuskan.

Untuk mengatast permasalahan dan mencapai sasaran dimaksud diperfukan

kebijakan / strategi. Uniuk ite dipilih kebijakan sebagal berjkut .

R

Sosialisasi tentang pentingnya BLK UPTD sebagai wjung tombak pelatihan di
daerah.

Yaitu usaha Pemerintgh Dacral untuk mensosialisasikan wentang BLK UPTD
kepada masyarakat dan menielaskan nilal lebih dari nroses pelatihan yang
dilaksanakan di BLK UPTD dalam melatih tenaga kerjz atau sumber daya
masyarakat yang ada dengan peningkatan kemampuan dan keterampilan
sebelum masuk ke dalam pasar kerja atau dunia kerja vang sangat kompetitif,

Pemenuhan persyaratan minimal BLK UPTD agar relevan dengan kebutuhan
dunia usaha.

Yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersama-sama melakukan
pemenuhan persyaratan minimal yang dimiliki oleh BLK UPTD secara
sharing baik melalui APBN mavpun APBD dalam melengkapl peralatan
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pelatihan, sarana, prasarana, sumber daya manusia (Instruktur dan tenaga
kepelatihan) sesual persyaratan minimal yang berlaku,

Menggencarkan publikasi BLK UPTD diwilayahnya masing-masing.

Yaitu memperbanyak program-program sosialisasi tentang BLK UPTD agar
masyarakat yang ada di wilayah kerja BLX tersebut dapat mengetahui bahwa
dengan pelatthan yang dilaksanakan di BLK tersebut anak-anak maupun
saudara-saudara mereka bisa berlatih demi meningkatkan keterampilan

sebelum bersaing di pasar kena atat dunia kerja.

Adapun kendala yang dihadapi dalam meningkatkan sasaran "Menghilangkan

mismatch antara SDM yang ada dengan Kebuizhan pelatihan™ tersebut adalah

sebagai berikut :

1.

Diterapkannya pola manajemen bradisional di BLK UPTD

Yaitu masih diterapkannya pola msnajemen tradisional yang mendasarkan
pada input semata tanpa memikirkan output atau tenaga keria vang
dthasilkan,

Legitimasi dan regulasi manajemen BLK UPTD

Yaite kurang diakuinya pola mansiemen BLK UPTD di daerah karena
pengukubian manajemen kelembagaannya masih belura diprioritaskan oleb
pemerintah dagrah setempat.

Pemaharnan Pemerintah Daerah terhadap manajemen desentralisast

Yaitu pemerintah daerah belum memahami bahwa setelsh lepas dari bingan
pernerintah pusat maka BLK UPTD sekarang dilimpabkan pengelolaan dan

manajemennya ke pemerintah dacrah setempat.
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Untuk mengatasi kendala-kendala diatas, maka perlu dicermati aktor pelaku

dalam mengatasi kendala tersebut yaitu :

1. Instruktur dan Tenaga Kepelatihan
Yatu elemen yang sangat berperan penting demi kelangsungan pelatihan di
Balai Latihan Kerja (BLK).

2. Pejabat Struktural Daerah
Yaitu Kepala BLK UPTD, Kabag Tata Ussha BLK UPTD dan para pembuat
kebijakan di strukdur pemerintah daerah.

3. Pejabat Struktural Posat
Yaitu Menakertrans RI beserta jajaran yang terkait dalam mengarahkan setiap
kebiiakan yang di tetaskan atau di cetuskan.

Untuk mengatasi permasalahan dan mencapai sasaran dimeksud diperfukan
kebijakan / strategl. Untuk im dipilihk strategi sebagai berikut

1. Menyusuni petenjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak juknis) pola
manajernen BLK UPTD.
Yaitu agar pola manajemen BLK UPTD mempunyai arahan yang jelas dalam
pelaksanaan manajemen pengelolaan dan manajemen pelatihan BLK. UPTD

sehingga tidak akan melenceng dan aturan yang telah ditentukan.

2. Mensinergikan UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah beserta
penjelasannya PP 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah
Dragrah dengan ULI 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Yaitu agar dengan Mensinergikan UU 32 tahun 2004 teniang Pemerintah
Daerah beserta penjelasannya PP 38 tabun 2007 tentang pembagian urusan
Pemerintah Daerah dengan U 13 tabun 2003 tentang ketenagakerjaan dapat
di hasilkan peraturan atan Undang-undang yang punya kekuatan dimata
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hukum sehingga mampu melegitimasi dan meregulasikan manajemen di BLK
UPTD.

3. Mensosialisasikan tentang manajemen BLK ke seluruh jajaran.
Yaitu mensosialisasikan tentang pentingnya manajemen BLK UPTD di
daerah kepada seluruh aparatur yang terlibat di pemerintahan daerah agar
pemahaman tentang manajemen desentralisasi di era Otonomi Daerah ini
bukan menjadi hambatan atau masalah, tetapi sebagai upaya mempercepat
penyerapan hasil pelatihan oleh pasar kerja lokal pada khususnya dan pasar
kerja global pada umumnya.

3.2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah BLK UPTD (BLK Indramayu, BLK
Sumedang dan BLK Las Condet) beserta jajarannya dan Depnakertrans Rl beserta
jajarannya.

BLK yang dipilih hanya 3 (tiga) untuk dijadikan sebagai sumber data
penelitian adalah agar masing-masing BLK saling mewakili keadaan BLK yang
baik (BLK Condet), sedang (BLK Sumedang) dan buruk (BLK Indramayu)
berdasarkan maping BLK tahun 2006. Dalam teknik pengumpulan data melalui
wawarncara, kuesioner dan pengambilan data menggunakan teknik purposive
sampling, yakni metode pemilihan sampel berdasarkan kebutuhan dan pentingnya

sampel oleh peneliti.

3.3. Pemilihan Expert.

Pemilihan expert (yang berjumlah 15 expert) yaitu dipilih berdasarkan peran
dan keterkaitan dalam kebijakan revitalisasi BLK baik yang berada di tingkat
pusat maupun di tingkat daerah, yaitu :

1. Sekertaris Jenderal Departemen tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
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2. Direktur Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja, Direktorat Jenderal
Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

3. Kepala Sub Direktorat Pembinaan Sarana, Direktorat Bina Lembaga dan
Sarana Pelatihan Kerja

4. Kepala Seksi Standar Fasilitas dan Peralatan Pelatihan

5. Kepala Seksi Penyusunan Biaya Pelatihan

6. Kepala BLK Condet

7. Kepala Bagian Tata Usaha BLK Condet

8. Instruktur Kejuruan BLK Condet

9. Kepala BLK Sumedang

10. Instruktur BLK Sumedang

11. Kepala BLK Indramayu

12. Instruktur BLK Indramayu

13. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu

14. Kepala BLK Bekasi

15. Kepala Sub Seksi Pemasaran BLK Bekasi

3.4. Pengolahan data

o Menyusun data; dengan cara mengumpulkan, melakukan pengecekan dan
menyusun rekapitulasi data. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meneliti
kebenaran data yang diperoleh berdasarkan jawaban dari sampel yang diteliti

dengan pendapat peneliti.

o Mengklasifikasikan data yaitu menggolongkan, mengelompokkan, dan
memilah data berdasarkan klasifikasi yang telah dibuat dan ditentukan

peneliti.

* Mengolah data yang dilakukan dengan menemukan jawaban dan sekaligus
menarik hubungan antara permasalahan penelitian dengan jawaban yang

diberikan sampel melalui program / software Expert Choice.
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s Melskukan analisa secara sistematis ferhadap hasil yang didapat melalui
program /software Expert Choice.

3.5. Analisa data

Analisis data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan, S.
Nasution  (1996:126) menjelaskan bahwa menyusun data  berard
menggolongkannya ke dalam pola, tema atau kategori sehingga dengan demikian
tidak akan terjadi chaos,

Tafsiran atau interpretasi data arinya memberikan makna kepada analisis,
menjelaskan pola atau kaiegori, mencari hubungan antara berbagal konsep yang
mencerminkan pandangan atau perspektif pencliti, dan bukan kebenaran.
Kebenaran hasil penelitian masih harus dinilal orang lain dan diyji datam berbagai
sifuasi lain. Hasil interpretasi juga buken generalisasi dalam arti kuamitatif,
namun lebih bersifat hipotesis kerja vang senantiasa harus diuji kebeourannya
dalam situast yang lain.

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penclitian ini berbentuk
analisis kualitatif, Teknik ini digunakan untuk memberikan gambaren tentang
upaya-upaya revitalisasi BLK UPTD dalam era otonomi daerah,

Bogdan dan Biklen (1982) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif
berusaha untuk memabami dan menafsirkan svatn mekoa peristiwa interaksi
perilaku manusia dalam suatu sifussi tertentu menurut perspektif sendird, Dalam
hal yang sama, 8§ Masution (1996 : 18) menjelaskan bahwa penelitian kualitatf
pada hakekatnya jalah mengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi
dengan mereka, berusaha memahanyi bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia
sekifarnva, Penelitian inl disebut juga peneliian nguwrafistic, karena situas
lapangan penelitian bersifat patural ataw wajar scbagaimana adanya tsopa
dimanipulasi diatur dengan eksperimen atau tes.

Beberapa karakteristik penelitian kasus antara lain ;

a. Mempunyai latar alamiah sebagai sumber langsung
b. Manusia sebagai alat atau instrumen penelitian
Bersifat deskriptif analitik

d. Lebih menekankan pada proses daripada hasil semata

o

Universitas Indonesia

Strategi Revitalisasi..., Iman Agung, Pascasarjana Ul, 2010



60

& Peneliti cenderung menganalisis datanya secara induktif
f.  Mengutamakan makna

Laogkah-langkah analisis data dalam penelitian ini antara lain :
2. Reduksi Data

Reduksi data adalah pencatatan kembali dalam bentuk uraian atau laporan
secara rinci dan sistematis yang dapat digunsken dalam menganalisis data.
Laporan yang direduksi ite, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan penting,
diberi susunan yang sistematis agar lebih mudah untuk dikendalikan. Data yang
direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga
meiﬁpermudah peneliti untuk mencari kembali data vang diperlukan.

b. Data Display

Data display adalah upaya untuk melihat gambaran keseluruban ateu
bagian-bagian tertentn dart sebuab penelitian. Dalam hal ini sangat diperlukan
matrik atau grafik untuk membanty peneliti menghindari sesuaty diluar fokus
penelitian. Membuat display fuga merupakan analisis.
¢, Kesimpulan dan Verifikasi

Sejak awal peneliti berusaha mencari makna data atan kesimpulan dari
data yang telah diknmpulkan. Untuk itu ia perlu mencari pola, tema, hubungan,
persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya. Kesimpulan ito
awalnya bersifat tentatif, kabur dan diragukan, namun setelah data bertambah dan
analisis dilakukan secara terus menerus kesimpulan dari makna data akan lebih
grounded. Hal ini dapat dilakukan dengan verifikasi selama penpelitian
berlangsung. Verifikasi dapat dilakukan dengan mencari data baru.

Lebth lanjut analisis data dalam penelitian ini menggunakan kriteria-
kriteria Transformasi Organisest dengan pendekatan 4R oleh Francis J. Gouillart
dan James N. Kelly dengan memfokuskan pada revitalisasinya,

d. Validasi Data

Kriteria validasi atau keabsyahan data penelitian dalam penelitian kasus ini
hampir sama deogan penelitian kualitatif pada umumnys adalah :1) validitas
internal atau kredibilitas, 2) transferabilitas atau  validasi  eksternal, 3)
dependabilitas {realibilitas), 4} konfirmabilitas {obiektivitas).
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1}. Kredibilitas,
Untuk mencapat tingkat kredibilitas dalam peselitian ini maka ada
beberapa langkah yang bisa diikuti antaralain: '
a) Triongulasi, adalah mencek kebenaran data yang diperoleh dengan cara
membandingkamnnya dengan data yang diperoleh dari sumber lain tentang
hal vang sama pada berbagai fase penelitian lapangan dalam waltu yang

berlainan.

b) Peer Debriefing, adalah pembicaraan dengan kolega yakni kegiatan yang
membahas dan membicarakan hasil penelitian dengan feman-teman sejawat
atau kolepa. Ini dimaksudkan wntuk memperoleh masukan-masukan berupa
pandangan yang netral dan objektif, baik berupa saran maupnn kritikan-
kritikan sehinggs meningkatkan tingkat kepercayaan dari hasil penclitian

¢} Penggunaan bahan referensi. Ini dilekukan dengan menggunakan transkrip
wawancara.,

d) Member Check. Ini dilakukan dengan mengkonfirmasikan hasil-hasil
penelitian dengen informaesi yang diperoleh untuk dinilai kebenaran dan
keotentikannya sesuai dengan Keadaan yang schenarnya.

2). Transferabilitas

Transferabilitas adalah untuk melihat sefanhmana hasil penelitizn dapat
diaplikasikan atau digunakan dalam sitwasi yang berbeda. S Nasution {1988:118)
menjelaskan bahwa bagl penelifi natwralistic, transferabilitas tergantung pada si
pemakal, yakni bingga manakah hasil penelitian ity dapat mereka gunakan dalam
konteks dan situasi tertentn. Pepelifi melihat transferabilitas sebagai suats
kemungkinan. Ja telah memberikan deskripsi yang terinei bagaimana ia mencapai
hasil penelitiannya. Apakah hasil pepelitiannya dapal diterapkan, diserahkan pada
pembaca atau pemaskai. Bila pemakal melihat ada dalam penelitian ita yang serasi
bagl situasi yang dihadapinys maka di sim tampak adanya transfer, walaupun
dapat diduga bahwa tidak ada dua situasi yang sama sehingga perlu penyesuaian

menurnt keadaannya masing-masing.
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3. Dependabilitas

Dependabilitas atau kebergantungan adalah berkaitan dengan keandalan,
hal ini bisa dilakukan dengan awdit rrafl, yaitu dengan mempelsiari laporan-
iaporan lapangan dan laporan-laporan selanjutnya, sampai laporan penelitian ini
selesai dengan fujuan mengetahui tingkat kekonsistenan peneliti dalam setiap
segmen penelitian,
4}, Konfirmabilitas

Konfirmabilitas atay objektifitas adalah sejauhmana hasil penelitian dapat
diberiakukan kebenarannya. Apuakah penelifian cocok atau sesual dengan data
yang telah dikevmpulkan, dan juga konfirmabilitas mengandung makoz
sejanhmana keutuhan hasil penelitian tidak mengandang unsur-unsur yang saling
bertentangan.
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BAB 1V
ANALISA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 ANALISA PEMILIHAN STRATEGI

Berdasarkan hasil pengumpulan data untuk memulal penclitian ini, saya
menghubungt beberapa expert dan mendapatkan masukan tentang goal atau
tujuan, sasaran, kendala-kendala dan strategi-strategi yang memungkinkan untuk
dilaksanakan.

Berdasarkan kegiatan tersebut diatas, maka dapat di jabarkan sebagai
bertkut
% Tujuan yang ingin dicapal dalam tulisan ini yaity menentukan strategl yang

tepat untuk dilaksanakan dalam rangka svksesnya program revitalisasi BLK
UPTD di masa otononii dacrah,

% Sasaran yang ingin dicapai demi terlaksananya revitafisasi BLK UPTD dengan
sukses dan berhasil adaleh menghilangkan mismatch antara sumber daya
manusia dengan kebutuben pelatihan di daerah, meningkatkan status BLX
UPTD menjadi pusat percontohan dan pembinaan terhadap lembaga pelatiban
vang ada di daerah dan menseragamkan pola manajemen BLK di seluruh
pelosok tanah air, balk BLK UPTP maupun BLK UPTD,

3¢ Untuk mencapai tujuan dan sasarap yang disebutkan diatas, temyata memiliki
kendala-kendala sebagad benkut :

- Rendahnya kualitas iostruktur dan tenaga kepelatihan di BLK. UPTD
- Kurangnya kuantitas instrukiar dan tenaga kepelatihan di BLK UPTD

(d

L
-

- Adanya kesenjangan produktivites instruktur dan tenaga kepelatihan di
BLK UPTD -

- Belum berfungsinya sarana dan prasarana yang ada di BLK UPTD dengan
maksimal

- Kurang relevarmya alat-alat pelatihan yang ada di BLK UPTD bila
dibandingkan dengan teknologi yang berkembang saat ini
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-  Kurangnya pemehaman oleh masyarakat di daerah bahwa ada lembaga
resmi khusus milik pemerintah yang berfungsi scbagai tempat pelatihan
dan pembekalan keterarapilan demit menunjang skill calon tenaga kerja.

- Masih diterapkannya pemahaman manajemen tradisiopal oleh BLK
UPTD, dalam artian BLX hanya mengeiar profit keuvangan somata dan
mengesanpingkan niat luhur untuk meningkatkan skill calon tenaga kerja
supaya mereka siap bersaing di pasar kerja yang sangat kompetitif

- Belum adanya legitimasi dan regulasi yang jelas, pasti dan resmi terhadap
pengakuan oleh masyarakat terhadap BLK UPTD

- Masih rancu dan lemahnya pernahaman pemerintah daerah terhadap pola
mangjemen pemerintahan yang baru yaitu desentralisasi

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diatas demi tercapainya tnjuan dan

sasaran yang ingin dicapal maka dipilihlah strategi-sirategi sebagai berikut

- Melakukan menitoring dan evaluasi secara berkala terhadap instroktur dan
fenaga kepelatihan sehingga dapat dilakukan pembinaan secepatuys agar
dapat dilakukan tindakan vang tepat dan sesuvai dengan kebutuhan riil

- Melaksanakan sistem pengembangan karir dan profesi t&rhaéaia ingtruktur
dan tenaga kepelatihen di BLK UPTD supayva mampu dan sangpup
mengikuti perubshan yang terjadi akibat perkembangan teknologi dan
perkembangan kebutuban pelatihan calon tenaga kerja sebagai persiapan
terjun ke pasar kerja

-  Menerapkan standar terhadap best value kesepakatan kinerja sehingga
dapat memotivasi semangat kerja secara maksimal demi tercapainya visi
dan misi BLK UPTD

- Melaksanakan sosialisasi tenfang betapa pentingnya BLK sebagal ujung
tombak dalam pembinean tcrhedap lembaga pelatihan yang «ia
didaerahnya masing-masing

- Melakukan pemenuhan syarat minimal BLK UPTD agar relevan dengan
dunia usaha dan pasar kene baik di daerah mauvpun di nasional bahkan di
pasar kerja internagional

- Menggencarkan publikasi tentang eksistensi BLK UPTD supaya selumh
masyarakat di daerah berbondong-bondong menuju BLK dalam upaya
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meningkatkan skill dan keterampilan mereka sebelum masuk ke dunia
usaha dan pasar kerja yang sangat kompetitif akhir-akhir ini

~  Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam rangka
penyelenggaraan BLEK UPTD besertz fungsinya scbagal turunan dari
Peraturan Pemerinigh no 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatiban Kerja
Nasional, yang disebut sebagal Sistem Pelatihan Kerja Daerah

~  Mensinergikan UU 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dengan UU 13
tahun 2003 tentang Ketenagakeriaan sehingga mampu memberikan
penjelasan yang lebih lugas dan jelas tentang kelembagaan BLK UPTD,
dan menjadi fandem PP 38 fahun 2007 tentang Pembagien urusan
pemerintahan  aptara pemerintah, pemda provinsi dan  pemda
kabupaten/keta

- Melakukan sosialisasi yang gencar tentang perubashan manajcmen BLK
UPTD yang tadinya sentralisasi dan bersifat tradisional atan hanya
mengejar profit semata menjadi BLK UPTD vang desentralisasi dan
bersifat  modermn atau BLK UFTD yang mengshdi dan memenuhi
kebutuhan masyarakat di daerah terhadap kebutuhan pelatihan

Dari rincian poin-poin diatas penuhs melibat keseragaman tujuan dan goal
demi tercapainya revitalisasi BLE.  sehingga dapat mencapal tujuan besar yang
dicanangkan oleh pemerimtah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan
mensejahterakan  rakyat secara adil dan merata dalam  melaksanakan
pembanpgunan nasional.

Kemudian penulis menentukan metode penclitian yvang akan digunakan
untuk mengolah data yang didapat dengan menggunakan Matode Analityeal
Hierarchy Process (AHP) sehingge dapat ditentukan hasil yang tepat dalamn
penentuan strategi yang paling tepat dalam mengejar tujuan atau goal yang
diinginkan demi terlaksananya revitalisasi BLK UPTD dalam era otonomi daerah

.
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Kemudian dengan menggunakan pendekatan AHP didapatkan kerangka

sebagal berikut;
Gambar 1. Pohen kerangka Hirarki
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4.2 ANALISA DENGAN EXPERT CHOICE

Setelah didapat kerangka hirarki yang terpampang diatas maka peaulis
membutuhkan alat pengolahan data agar didapatkan nilai dan prosentase terbesar
sehagei strategi yang dintamakan dalam pelaksanaan revitalisasi BLK UPTD di
era otonomt daersh yaifu dengan sebuah program atau software Expert Choice

2000,
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Dari hasil apalisa AHP yang dilakukan terhadap 15 expert sebagai
koresponden  vang selanjutnya diolah dengan Expert Choice 2000, di dapatkan

hasil view tree secara global sebagat berikut ¢

Gambar 2. View tree hasil loan Expert Choice

W STRATEGYT DALAM MENERAPIKAN REVITALISASE BLK UPTD DI ERA OTONOMIE
DAERAM
ﬁenghilangkan mismatch antara SOM dg kebutuhan kepelatihan

Kualitas instruktur dan tenaga kepelatihan di BLK UPTD (G: .178)

—8@ Monitoring dan evaluasi regular dan tahunan thd instruktur dan tenaga
kepelatihan di BLK UPTD {G: .036)

—® Sistem pengembangan kofir dan ‘profesi instruktur dan tenaga i}
kepelatihan di BLKUPTD (G .104)

—# Menerapkan best value dalam kesepakatan kinerja antara pimginan
dg instruktor dan tenaga kepelatihan di BLK UPTD (G: .038)

—# Kuantitas instraktur dan tenaga kepelatihan di BLK UPTD {G: .094)

—8 Monitoring dan evaluasi reqular dan tahunan thd instruktur dan tanaga
kepelatihan i BLK UPTD {61 .038)

—& Sistim pengembangan karir dan profesi instruktur dan temaga
kepelatihan di BLK UPTD (G: .035)

—# Menerapkan best value dalam kesepakatan Kinerja antara pimpinan
dg instruktur dan tensga kepelatihan di BLK UPTD {G: ,022)

-—¥ Produktivitas instrukiur dan tenaga kepelatiban Ji BLK UPTD {&:
{573

—W Manitoring dan evaluasi reguler dan tabunan thd mstmi(ttlr dan tenaga
kepelatiban di BLK UPTD (G: .011)

- Sistim pengembangan kdrir dan ‘profesi instruktur dan tenaga N
kepelatiban di BLKUPTD {G: .024)

—# Menerapkan best value dalam kesepakatan kinerfa antar pimpinan
dyg instroktur dan tenaga kepelatihan di BLK UPTD (G: ,022)

8 Meningkatkan status BLK UPTD meniadi centre of vocational di

wilayahnya (G: .210)

— Berfungsinya sarpras BLKUPTD dg maksimal (G ,058)

-8 Sosgfulisasi tentang pentingoya BLK UPTD shg wjung fombak pelatiban
di daerahnya (G: .016)
Pemenuhan persyaratan minimal BLK agar relevan dg kebutuhan
dunia usaha/ pasar kerja {G: 020}

Menggencarkan publikasi BLK UPTD di wilayahnya masing2 (G: .022}
—I8 Relevansi alat pelatihan di BLE UPTD dg teknolagi yg ada (G; .106)
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—& Sosialisasi tentang pentingnya BLK UPTD sbg ujung tombak pelatihan
di daerakinya {G: 026}

—3 Pemenuhan persyaratan minimal BLK agar relevan dg kebutuhan
dunta usaha/ pasar kerja {G: .053)

—& Menggencarkan publikasi BLK UPTD di wilayahnya masing2 (G: .028)
—& Pemahaman masyarakat di deerah thd fungsi BLK sbg tempat
pelatihan {G: .046)

—8 Sosiafisasi tentang pentingnya BLK UPTD shq njung tombak pelatiban

di daerahnya (G: .019)

— Pemenuban persyaratan mitimal BLK agar relevan dg kebutuban

duniia usaha/ pasar kerja (G: .009)

—m Menggencarkan publikasi BLK UPTD di wilayahnya masing2 {G: .018)

-8 Menseragamkan pols manajemen BLK baik 8LK UPTP maupun BLK

UPTD (G! .461) -

-8 Diterapkanaya pola manajemen tradisional di BLK UPTD {(G: .139)

—& Menyusun jukiak jukmis PP 31 di daerah yg nantinya disebut sislatkerda

{G: 056}

— Mensinergikan UU 32 otoda dg UU 13 ketenagakerjaan {G: .047)

—# Mensosialisasikan tty manajemen BLK ke seluruh jajaran (G: .042)

—# Legitimasi dan regulasi manajemen di BLK UPTD (G: .167)

—i ?‘lenyusun juklak juknis PP 31 di daerah yg nantinya disebat sislatkerda
G: .051)

—3l Mensinergikan UU 32 otoda dg BU 13 ketenagakeriaan (G: .048)

—M Mensosialisasikan ttg manajemen BLK Ke seluruh jajaran (G: .068)

-8 Pemahaman Pemerintah Daerah thd manajemen desentralisasi (G:

.155}

— Menyusun juklak juknis PP 31 di daerah yg nantinga disebut sislatherda

{G: .039} :

—8 Mensinergikan UU 32 otoda dg UU 13 ketenagakerjoan (G: .076) -

—# Mensosialisasikan ttg manajemen BLK keselurub jajaran (G: .040)

Dari table view tree diatas maka dapat dijclaskan babwa dengan
menggunakan aplikasi expert choice dihasilkan prioritas-prioritas vang lebih
dominan. Kemudian dijabarkan sebagai berikut :

o Dalam mencapat goal “Strategi dalam menerapkan Revitalisasi BLK UPTD di
era Otonomi Daerah™ terdapat 3 (tiga) sasaran yaita
1. Menghilangkan mismatch antara SDM dengan kebuluhan kepelatihan
(32,9%)
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2. Meningkatkan status BLK UPTD menjadi centre of wvocational di
wilavahnya (21,0%)

3. Menseragamkan pola manajemen BLK batk BLK UPTP maupun BLK
UPTD (46,1%)

Dapat dilihat bahwa dari 3 sasaran tersebut demi mencapai goal strategi dalam
menerapkan revitalisasi BLK UPTD di era otonomi daerah maka strategi
mensgeragamkan pola manajemen BLK baik BLK UPTP maupun BLK UPTD
adalah sasaran yang lebih utama dan dominan dengan nilai persentase sebesar
46,1%.

Dengan menseragamkan pola manajemen BLK UPTP dan UPTD diharapkan
akan terjadi standarigasi dalam pengembangan BLK guna melahirkan tenaga kenja
yang kompeten, Schingga amanat yang tercantum di dalam UU No. 13 dapat
terlaksana,

o Dalam mencapal sasaran menghilangkan mismatch antara SDM dengan
kebutuhan kepelatihan meka muncul kendala-kendala sebagat berikud ;

1. Kurangoya kualitas instruktur dan ienaga kepelatihan di BLK UPTD

(54,0%)
2. Rurangnya kuantitas instruktur dan tenapa kepelatihan di BLK UPTD
{28, 7%)

3. Adanya kesenjangan produktivitas instruktur di BLK. UPTD (17,4%)

Dapat dilihat dari 3 (tiga) kendala itu terdapat kendala kurangnya kualitas
instruktur dan tenaga kepelatihan di BLK UPTD adalah kendala :}ang paling
utama yang harus di atasi.

Sebenarnya hal ini sudah dirintis beberapa tabun belakangan ini oleh UPTP
dalam penyelengparaan pendidikan dan latiban bagl instruktur UPTD. Dengan
rutin setiap tabun beberapa UPTP menyelenggarakan diklat dasar calon instruktur
dan diklat upgrading instruktur, Diklat-dikiat tersebut dilakukan agar instruktur-
instruktur vang berada di dalam BLK UPTD dapat bersaing dengan instruktur
UPTP, batk dari segl pengetahuan maupun keterampilan dalam menghadapi
teknologi-teknologi terkini.
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Disamping itu, Depnakertrans Pusat secara rutin  mengumandangkan
pentingnya alokasi dana untuk pengembangan instruktur lewat dana APED. Jika
hanya tergantung dengan dana APBN terttu hal ini tidak skan mencokupi.
¢ Dan strategi yang bisa digunskan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut

yaitu sebagai barikot
1. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi secara regular dan tahunan
terhadap instruktur dan tenaga kepelatihan di BLK UPTI (26,9%)

2. Melaksanakan pengembangan karir dan profesi instruktur dan tenaga
kepelatihan di BLK UPTD (47,8%)

3. Menerapkan “best value” dalam kesepakatan kinerfa antara pimpinan
dengan instruktur dan tenaga kepelatihan di BLK UPTD (25,3%)

Dapat dijelaskan bshwa melaksanakan pengembangan karir serta profesi
terhadap instrukiur dan tenaga kepelatihan di BLK UPTD sebagai strategi yang
paling dominan dan utama dengan persentase 47,8 %.

Dengan pengembangan karir serta profesi instruktur dan tenaga kepelatihan,
diharapkan para instroktor dan tenaga kepelatiban semakin terpscu untuk
meningkatkan kemampuan divi dalam menghadapi tantangan jaman. Dengan
begitu, alumnd-alumnt vang tercetak dari BLK UPTD dibarapkan mampu untuk
berbicara dalam persaingan tenaga kerja global.
¢ Dalam mencapai sasaran meningkatkan status BLK UPTD menjadi Ceantre of

Vocational di wilayshnya ternyata terdapat kendala-kendala sebagal berikut:

1. Tidak berfungsinya BLK UPTD dengan maksimal (27,6%)

2. Tidak relevannya alat pelatihan di BLK UPTD dengan teknologi yang ada

(50,5%)
3. Kurangnya pemahaman masyarakat di daerah ierhadap fungst BLK
sebagai tempat pelatiban (22,0%;

Drari 3 (tiga) kendale tersebut dapat dilihat dari nilal persentase yang tinggt
yaitu sebesar 50,5% tentang tidak relevannya lagi alat pelatihan di BLK UPTD
bila dibandingkan dengan teknologt yang ada di dunia kerja atau pasar kega
global, adalah merupakan kendala utama yang harns diatasi ferlebih dabulu
daripada 2 {dua) kendala lainnya,
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Hal ini mengindikasikan bahwa kureng pedulinya pemerintah daerah akan
kemajuan BLK UPTD. Jika BLK UPTD memperoleh peralatan yang up fo date
yang sesuai dengan teknologi yang sedang berkembang saat ini, fentu kemampuan
instruktur akan mengikuti kemampuan peralatan yang ada. Asumst hashwa BLK
UPTD tidak dapat mendatangkan “kewntungan™ bagl daerah setempat agaknya
menjadi catatan tersendiri bagi Depnakertrans Pusat. Bila dilihat dari segi rupish
memang mungkin hal itu benar, tetapi apakah tidak bisa melihat bahwa dengan
adanya BLK UPTD yang modem dengan segala peralatannya akan mengangkat
pengetahuan tenaga kerja setempat? Harus disadan bahwa BLK bukan scbagal
tempat mencari keuntungan, tetapt posisi BLK cenderung sebagai lembaga
pencipta tenaga kerja vang handal sehingga hal ini merupakan investasi yang
berharga bagi daerah tersebut.
o Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diatas, maka di tentukaniah 3 {tiga)
strategi yang diharapkan mampu menghilangkan kendala-kendala tersebut,
yaitu:
1. Menpgencarkan sosialisasi tentang pentingnya BLK sebagal viung tombak
pelatiban di dacrab (29,2%)

2. Memenuhi persyaratan minmimal BLK agar relevan dengan kebutuban
dunia usaha atau dunia kerga (37,6%)

3, Menggencarkan publikasi BLK UPTD di wilayahnya masing-masing
(33,1%;

Dapat dijelaskan baliwa pemenuhan persyaratan minimal BLK UPTD agar
relevan dengan kebutuhan di duria usaha atau dunia keria merupakan strategi
utama yang seharusnya dilaksanakan dengan persentase sebesar 50,5% agar alat
pelatihag di BLK UPTD relevan terhadap teknologih yang ada saat ini.

Dari hasil di atas, jelas bahwa pemeriniah daerah harus mengalokagikan
sebagian dari APBD untuk pembangunan/revitalisasi BLK UPTD agar mampu
bersaing dengan lembaga pelatihan swasta. Jika tidak maka BLK UPTD akan
semakin teriggetam keberadsannya. Tanggung jawab pemerintah daerah /7 BLK
UPTR dalam menciptakan tenaga kerja yang siap pakai skan terhambat,

Dengan memenuhi persyaratan minbmal BLK agar relevan dengan kebutuban
dunia usaha, perlu adanya peningkatan baik dari kardwars, software maupun
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braioware, Hal ini sangat membuinhkan dukungan, bukan saja dari pusat,

melainkan daerah juga harus mendukung.

o Sedangkan dalam upaya mencapai sasaran menseragamkan pola manajiemen
BLK baik BLK UPTP maupun BLK UPTD ternyata terdapat pula kendala-
kendala sebagai berikut:

i, Masih diterapkannya manajemen {radisional di BLK UFTD (30,1%0)

2. Belum jelasnya legitimasi dan regulasi manajemen BLK UPTD (36,2%)

3. Kurangnya pemahaman Pemerintah Daerah terhadap manajemen

desentralisasi (32,6%)

Dengan rilai persentase sebesar 36,2% yaitu tentang belum jelasnya legitimasi
dan regulasi manajemen BLK UPTD, adalah merupakan kendala yang paling
utama untuk segera di atasi demi tercapainya sasaran menseragamkan pola
manaiemen BLK baik BLK UPTF maupun BLK UPTD,

Depnakertrans pusat sebagai lembaga pengayom BLK UPTD di seluruh
Indonesia harus mensosialisasilan standarisasi bentuk BLK ke seluruh Indonesia.
Baik dari fisik, peralatan maupun SDM vang ada di BLK harus memenuhi standar
vang telah ditentukan. Dengan demikian, tenaga kerja yang tercetak dari manapun
asalnya BLK tersebut tentunya hasilnya akan sama sesuai dengan standar menurut
jevel keahlian masing-masing.

o Untuk mengatasi kendale-kendala tersebut diatas dipersiapkan beberapa
strategi sebagai berikut:

1. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petumjuk teknis (juklak juknis)

Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2006 tentang Sistern Pelatihan
Kerja Nasional (Sislatkernas) yanp nantinya bisa disebut Sistem Pelatihan
Kerja Daerah (Sislatkerda} (30.9%) :

2. Mensinergikan Undang-undang Nomeor 32 tahun 2004 {entang Pemerintah
Daerah beseria penjelssannya dengsn Undang-undang Nomor 13 tahan
2003 tentang Ketenagakerjaan (36,5%)

3. Mensosialisasikan tentang manajemen BLK ke seluruh jajaran baik di
pusat maupun di daerah (32,7%)

Dapat dijelaskan bahwa strategi mensinergikan Undang-undang Nomor 32
tahury 2004 tentang Pemerintah Daergh beserta penjelasannya dengan Undang-
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andang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan persentase sebesar
36,5 % adalah merupakan strafepi yang paling tepat dan akurat dalam mengatasi
kendala belum jelasnya legitimasi dan regulasi manajemen BLK UPTD,

Gambar 3. Sengitivitas Goal atau tujuan

Dynamic Sensitivity for nodes below: STRATEGT DALAM MENERAPKAN
REVITALISASI BLK UPTD DI ERA OTONOMI DAERAH

(SR Merghlarghon miem eh ios 51 05 kebol — [R0% Monitaring don ovaines repuor don Bheaon
7.9% Sistem mmmm:r thn profeid ny
{——azzal

153% Hmmkanbeﬂvalue daddin Keappokaton Ki
1T ﬂmamkm pola mansjesen BLK bak Byl ;G.ﬂ: Sistir pengembangan kavir dan profesi sty
TR ANT AN 2.31 Hmmkmhmlyzﬂun dhifixn Knavpakiaton
B §2% Sosidlisasiterdong; pentinpnyaBEK UPTD sboid :
_ 7.9% Pemanibiarr pes syer alin viirimil DK oga rele] -
] i WWWWW&M& :

3 immmgm;m PRALE émakm v P
ST A R YT A
| T03E MemvnerGran i 32 aiodi dy ULl 1 3vedoni.
128X MensonaBranianily wmm&ﬁi&mw 4
e r
gﬁf Hensminrmiiaitin: mmgmﬁi& desdurd

21.5% Merisgkatkan status BLK UPTD o eejod Gente

-

N T R T Sl - A M R

Dari gambar diates dapat dijelaskan bahwa diantara 3 (tiga) sasaran di
kotak sebelah kiri terlibat berdasarken angka persentase sensitivitas maka
didapatkan hasil bahwa Menserggarnkan pola manajemen BLK (46,1%) tampak
dominan dibandingkan dengan Menghilangkan mismatch antara SDM dengan
kebutuhan kepelatthan (32,9%) dan Meningkataya status BLE UPTD sebagai
Centre of Vocational di dacrahnya (21,0%). Maka dapat diartikan vaitu ada
penentuan peringkat sasaran yang mana yang harus dilakukan lebih dabule yaitu
Menseragamkan pola nmanajernen BLK sebagai yang peringkat pertama kemudian
Menghilangkan mismatch antara SDM dengan kebutohan pelatihan dan
Meningkatkannya status BLK UPTD sebagai Centre of Vocational sebagai yang
peringkat kedua dan peringkat ketiga.

Liniversiias Indonesia

Strategi Revitalisasi..., Iman Agung, Pascasarjana Ul, 2010



74

Gambar 3. Sensilivitas sasaran 1

Dynamic Sensitivity for nodes below: STRATEGI DALAM MENERAPKAN
REVITALISASI BEKUPTD DI ERA OTONOMI DA > Menghilangkan
mismatch amtora SDM dg kebutuhan kepelatibhan
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Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa dalam sasaran Menghilangkan
mismatch antara SDM dengan kebutuhan pelatihan berdasarkan angka persentase
sensitivitas maka didepatkan hasil bahwa ada 3 (tiga) kendala yang menghambat
{kolom sebelah kin) vaitu Kurangnya Kualitas instruktur dan tenags kepelatihan
di BLK UPTD (54,0%), Kurangnya Kuantitas instruktur dan tenaga kepelatihan di
BLK UPTD (28,7%) dan Kurangnya produktivitas instruktur dan tenaga
kepelatihan di BLK UPTD (i7,3%). Dengan kendala Kurangnya kualitas
instruktur dan tenaga kepelatihan di BLK UPTD sebagai kendalz utama yang
harus diatasi lebih dulu berdasarkan skala prioritas.

Kemudian dilihat berdagarkan strategi yang harus diprioritaskan (kolom
sebelab kanan) dengan rincian sebagai berikut, yaitu Monitoring dan evaluasi
regular dan tahunan terhadap instruktur dan tenaga kepelatihan di BLK UPTD
{26,9%), Sistern pengembangan karir dan profesi instrukiur dan fenaga
kepelatthan di BLK UPTD (478%) dan menerapkan “best value™ dalam
kesepakatan kinerja antara pimpinan dengan instruktur dan tenaga kepelatiban di
BLE UPTD (25,3%). Maka strategi yang paling utama dalam mengatast kendala
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kurangnya kualitas instruktur dan tenaga kepelatihan di BLK UPTD dan demi
mencapai sasaran menghilangkan mismatch antara SDM dengan kebutuhan
pelatihan adalah memperbaiki sistem pengembangan karir dan profesi instruktur
dan tenaga kepelatihan di BLK UPTD.

Gambar 4. Sensitivitas sasaran 2

Dynamic Sensitivity for nodes below: STRATEGI DALAM MENER APKAN
REVITALISASI BLK UPTD DI ERA OTONOMI DA > Meningkatkan status
. BLKUPTD menjadi centre of vocational di wila

[27.6%Z Uerlungsiy a sapraz BLIK OPID dg maksmal [Z12% Sosidizasi eriang mﬁi‘lgnya BLKOPTD 36|
TR

50.5% Aelevan:i aat pelaihan di BLK UPTD dg tekn F.6% Penenuhan persyaratan mimmal BXK agu_'nél'

s | Y DBRARRRRARRA NN _
22.0% Pemahaman m asyarakat di daeyah the fungei 331% Menggencarkan publikasi BLK UPTD di wilap

ANSNNNN [ TTTPFTIRNNY

A 2 3 A4 5 6 7 & 8530 1

b=
wr
[

w1

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa dalam sasaran Meningkatnya
status BLK UPTD sebagai Centre of Vocational di dacrahnya berdasarkan angka
persentase sensitivitas maka didapatkan hasil bahwa ada 3 (tiga) kendala yang
menghambat (kolom sebelzh kiri) yaitu Kurang berfungsinya sarana dan prasarana
di BLK UPTD dengan maksimal (27,6%), Kurang relevannya alat pelatihan di
BLK UPTD bila dibandingkan dengan teknologi yang ada (50,5%) dan
Kurangnya pemahaman masyarakat di daerah terhadap fungsi BLK sebagai
tempat pelatihan (22,0%). Dengan kendala Kurang relevannya alat pelatihan di
BLK UPTD bhila dibandingkan dengan teknologi yang ada sebagai kendala utama
yang harus diatasi lebih dulu berdasarkan skala prioritas.

Kemudian dilihat berdasarkan strategi yang harus diprioritaskan (kolom

sebelah kanan) dengan rincian sebagai berikut, yaitm Sosialisasi tentang
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pentingnya BLK sebagal ujung tombak pelatihan di daerah (27,4%), Pemenuhan
persyaratan minimal BLE agar relevan dengan kebutuhan dunia usaba (37,8%)
dan menggencarkan publikasi BLK di wilayahnya masing-masing (33,1%). Maka
strategi yang paling utama dalam mengatasi kendala Kurang relevannya alat
pelatihan di BLK UPTD bila dibandingkan dengan teknologi yang ada dan demi
mencapai sasaran Meningkatnya status BLK UPTD sebagal Centre of Vocational
di daerahnya adalah Pemenuhan persyaratan minimal BLK agar relevan dengan
kebutphan dunia usaha,

Gambar 3, Sensitivitas sasaran 3

" Dynanic Sensitivity for nodes below: STRATEGL DALAMMENER APKAN
REVITALISAST BLK UPTD DI ERA OTONOMI DA > Menseragamkarn pola
manajemnen BLK baik 8LK UPTP maupun BLK UPRTD (6

3R2L s da i e wandeoon EBLK T
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\mw\ -
FE Hm:aﬂmﬁ‘é& o o en BLK ket che

Diari pambar diatas dapat dijelaskan bahwa dalam gasaran Menseragamkan
pola manajemen BLK baik BLK UPTF maupun BLK UPTD berdasarkan angka
persentase sensitivitas maka didapatken hasil bahwa ada 3 (tiga} kendala yang
menghambat (kolom sebelah kirl) yaitu Kurang diterapkannya pola manajemen
tradisional di BLX UPTD (30,1%), Kurangnya legitimasi dan regulasi tentang
mangjemen BLK UPTD (36,2%) dan Kurangnya pemahaman pemerintah daerah
terthadap manajemen desentralisasi  (32,6%). Denpan kendala Kurangnya
legitimasi dan regulesi tentang manajemen BLK UPTD sebagai kendala utama
yang harus diatasi lebih dulu berdasarkan skala prioritas.
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Kemudian dilihat berdasarkan strategi yang harus diprioritaskan {kolom
sebelah kanan) dengan rincian scbagal berikut, yaitu Menyusun petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak juknis) Peraturan Pemerintah nomor 31
tahun 2003 tentang Sistem Pelatthan Kerja Nasional di daerah yang nantinya
disebut Sistern Pelatihan Kerja Dacrah  (30,9%), Mensinergikan Undang-undang
nomor 32 tahmn 2004 tentang Pemerintah daerah denpan Undang-undang nomor
13 tabun 2003 tentang Ketenagakerjaan (36,5%) dan Mensosialigasikan tentang
manzajemen BLK ke seluruh jajaran dan lapisan di daerah (32,7%). Maka strategi
vang paling utama dalam mengatasi kendala Kurangnya legitimasi dan regulasi
tentang manajemen BLK UPTD dan depei mencapai sasaran Menseragamkan pola
manajemen BLK baik BLK UPTP mavpun BLK UPTD adalab Mensinergikan
Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemenniah daerab dengan Undang-
undang nomor |3 tahun 2003 fentang Kelenagakerjaan.

Berdasarkan hasil pemaparan dari tabel gambar View Tree Expert Choice
tersebut maka dapat diambil hasi] akhir tentang penentuan Strategi terbaik untuk
segera dilaksanakan agar dapat dengan tepat dalam melaksanakan Revitalisasi
BLK UPTD di era Otonomi Daerah yaite Mensinergikan Undang-sadang nomor
32 tahun 2004 tentang Pemerintah dacrah dengan Undang-undang nomor 13 tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga legitimasi dan regulasi BLK UPTD dapat
dijadiken Jandasan yang kuat delam Sasaran menseragamkan pola manajemen
gLK baik BLK UPTP maupun BLK UPTD.

Penjelasannya adalzh sebagai berikut, bahwa dengan usaha Mensinergikan
Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemertntah daerah dengan Undang-
endang nomor 13 tahun 2003 tentang Kelenagakerjaan maka akan terbentuk
ahran bary atau bahkan Undang-undang baru yang lebih memfokuskan pada
penglegitimasian dan pengregulasian manajemen BLK UPTD sehingga bisa dan
sanggup disersgamkan polanya dengan BLK UPTP ataupun dengan BLK
dimanapun saja diseluruh penjuru Indonesia. Sehingga dalam pelaksanaannya,
BLK UPTD memiliki dasar hukum yang kuat dan pemerintah daerah pun tidak
semena-mena bisa menghentikan kegiatan BLK. UPTD dan tidak akan terjadi lagi
pengambilalihan BLK untuk dijadiken kantor babkan pengkebirian pelatihan di
BLK UPTD akibat pemikiran bahwa perawatan aset-aset BLK yang dilakukan
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hanya akan mengurangi pendapatan daerah akan dihilangkan. Kemudian BLK
UPTT) akan dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksinya dalam rangka
mempersiapkan tenaga kerja supaya siap terjun ke pasar ketja baik nasional

maupun internasional,
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BABYV
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan anslisa di atas, dapat disimpulkan sebagai

berikut

1. Sasaran utama yang domingn mempengaruhi penentuan strategi

2?

39

revitalisasi BLK UPTD di era otonomi dacrak vaitu menseragamkan
pola manajemen BLX baik BLK UPTP maupun BLK UPTD schesar 46,1
2.

Kendala utama wyapg barus secepalnya di  atasi agar sasaran
menseragamkan pola manajemen 8LK baik BLK UPTP maupun BLK
UPTD yaitu mengupayakan legitimasi dan regulasi manajemen BLK
LIPTD sebesar 36,2 %.

Dan akhimya di dapatkan bahwa alternatif strategi Mensinergikan UU
32 takmn 2004 tentang pemerintak Daerah (Oida) dengan UU 13 takum
2003 tentang Ketenagukerioan merupakan strateg! vaog terbaik, vaitn
sebesar 36,5 %, agar keseragaman pola mangiemen BLE bgik BLK
UPTP maupur BLRK UPTD dapat terlaksana. ;

Artinya bahwa dengan strategi mensinergikan U 32 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Otda) dengan UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
merupakan strategi vang terbatk dan paling tepat untuk sesegera mungkin

dilaksanskan agar kendale kurangnya legitimasi dan regulasi yang pasti tentang

pengakuan secarg yuridis terhadap status dan manajemen BLK UPTD dan mampu

membeniuk keseragaman pola manajemen BLK baik BLK UPTP maupun BLK
UPTD schingga revitalisasi BLK pada umumnya dan revitalisasi BLK UPTD
pada khususnya dapat terlaksana secara maksimal dengan cepat dan akurat,
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5.2. SARAN

Revitalisasi BLK. secara cepat dan tepat memang saat dibutubhkan saat ini,
melibat dari kenyataan vang ada bahwa masih besamya prosentase BLK yang
terhenpkalal dan tertinggal bila dibandingkan dengan lembaga pelatihan swasta
yang ada maka diharapkan agar BLK yang sudah ada supaya lebih diberdayakan
kinerjanya daripada usaha pemerintah daerah yang berlomba-lomba mendirikan
BLK-BLK baru sebagai tonggak pembuktian terhadap tingginya kemampuan
daerah mereka demi mengejar gengsi dan egoisme para pimpinan pemerintah
daerah semata,

DJengan hasil penelitian ini maka penulis mengharapkan agar tulisan ini
dapat dijadiken bahan pertimbangan yang diambil oleh Departemen Tenaga Kerja
dan Transmigrasi RI pada wnumnys dan Direkdorat Jenderal Pembinaan Pelatiban
dan Produkiivitas pada khususnya dalam mengambil Jangkah-langkah kebijakan
demi suksesnya Revitalisasi BLK pada umumnya dan revitalisasi BLK UPTD
pada khususnya di era Otenomi Daerah, sehingga tidak ada satupun pemerintah
daerah yang menganggap bahwa BLK hanyalah ssbagai monumen sajs, tetapi
menjadi alat untuk menjaring dan melatih tenaga kerja supaya sanggup
herkompetist di dunia usah serta pasar kerja global di masa ini.
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DATA LULIUSAN DAN PENEMPATAN
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DATA LULUSAN DAN PENEMPATAN
BLK UPTD KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN 2004 - 2008
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2. Muosin Logam 8 - B - - -
1 LISTRIK/

ELEKTRONIKA

1. Talovisi 10 - 1 2 - Z2

2, Insiaiasi ponerangan 11 18 3 2

3. Radig 13 - 1.3 3 3
hi, BANGUNAN

1. Bangunan Batu 18 2 16 - - -
2 QTOMOTIP

1. Sepeds Motor 16 - hi:) 4 4

2. Mobil Bensin 27 » 7 & . &
. TATA NIAGA

1. Komputer 8 8 18 2 1 3

2. Sekretans - 15 16 - 4 4
VI, ANERA KEJURUAN

1. Merahit 3 12 18 i 4 S

2007

3 TEXNOLOG! MEKANIK

1. Las Listrik 15 - 15 3 - ]

2. Las Karbit 16 - 16 - - -
i, LISTRIR/

ELEKTRONIKA

1, Teleyisi 13 - 13 } . 1

2. Radio 18 " 16 1 1
i, RANGUNAN

1. Meubelair 16 - 18 - w -
B, OTONMOTIP

1. Sepeda Motor 18 - 16 3 3

2, Mabil Bensin 15 “ 16 4 - 4
Y, TATA NIAGA

1. Kamputer 18 10 28 8 3 g
W, PERTANIAN

1. Hortikaitura g 7 15 -
Vi, |ANEKA KEJURUAN

1. Menjahit - 18 1€ . 5 5
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| : P LI I LWLGRAN | LAKE POLULUSAN | LAKELAKL | PEREMPUAN | SR ! RE: [ ERANBAN J
2008
i TEKKOLOGE MEKANIK
1. Las Listik 18 - 18 3 3
2. Las Karbit 16 - 16 4 4 ]
3, 1.as Pabrikasi 18 18 £ 6
L LISTRIK?
ELEKTRONIRA
1. Audin Video 14 - 14 - .
Z. Elektronika 32 - 32 6
i BANGUNAN
1. Meubelair A2 - 32 - -
v, OTOMOTIP
1. Bepeda Motor 15 - 15 3 3
<. Mobil Bengin 18 - 16 ) 5
4. Cat Dueo 18 - 16 & 8
Y, TATA NIAGA
1. Komputer 30 15 48 7 16
Vi iPERTANIAN
1. Tanaman Sayuran 14 - 14 -
2. Hotikullura 11 18 -
3, Parikgnan 16 “ 8 -
Vi, IANEKA KEJURUAN
1. Mandahit 3 26 29 3 8
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DATA LULUSAN DAN PENEMPATAN

BLK UPTD LAS CONDET

bt AP L R

TAHUN 2004 - 2008
NS T KEJURUAN/SUB TANUN LAK- TUMLAH SENEMBATAN
KE JURUAN LULUSAN Lak) | TEREMPUAN T 0 Usan [TARITAK! | PEREMBUARN]| JUMLAH | KETERANGAN
5004
WELDING
T Tias 1 6 Piat 35 : 35 30 : 30
5 Has 2 G Plat 30 30 30 0
3 Tlas 36 Plat 50 a5 50 33
4 Tias 4 G Pipa 0 35 3G : 35
5 a3 5 G Pipa 30 35 =0 R
6 |Lesd G Fine 30 - 3G 30 - an
- 08
WELDING
T Tlas 1 G Plal B0 2 0 55 - &
5 1las 2 G Blat 50 50 0 5
3 llas 3G Pla €0 60 60 60
7 |Cas 4 & Pipa 50 &) &6 A &0
5 1las 5 G Pipa 50 &0 66 &0
& {Las & G Pipa &0 - 50 60 : &0
71 as Bawah Al 16 18 15 5
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s L couaseny [ Lebs [ LULUSAN | LAKILAKI | PEREMPURN | V@™nm | MelERANGAN
2006
WELDING
1 Hes 1 G Piat 84 60 64 80
2 ilas 2GPlat it 80 o11] £0
3 ilas 3 G Plal 80 &0 &0 60
4 [Las 4 G Pipa 45 45 45 45
& iLas 5% Pipa 89 60 0 80
6 (lLasB G Pina 60 &) B0 80
7 lias Bawah Air 16 18 16 16
2007
WELDING
§ ilas 1GPlat 438 £0 8 60
2 jLas 2 G Piat 60 88 50 £0
3 flas 3 G Prat a0 Gy 5() &8
4 asd s Ping et 50 G0 B0
5 Lesf G Pipa 45 45 45 45
8 {las6 G Pips 60 60 &0 80
7 ilas Baweh Air : 32 32 32 3¢
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; L Y | LLRUDAN | EARE b LULUSAN | LAKILLAKE 1 PEREMPUAN SNILAT RELERANGAN [
o 2068
WELDING

1 lhas 13 Mat 50 50 &0 - 80

2 {las 2 G Piat Y 60 50 80

3 JLas 3G Plat 60 83 50 60

4 |Las4 G Pipa 80 i) 60 - &0

% {Las 5 G Pipa &G G 80 8G

6 JLas8GFipa 45 45 45 ~ 45

7 |Las Bawah Air 32 32 32 32
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Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA
STRATEGI REVITALISASI DALAM OTONOMI DAERAH

(Pendekatan Reframing, Restructuring, Revitalizing dan Renewing)

Menurut Francis J. Gouillart dan James N. Kelly {1995}, perubahan organisasi dapat
dilakukan melalui transformast yang dicapai melalui 4 kategori berikut, yaitu;
* Pembentukan ulang pola pikir (Reframing)
« Restrukturisasi {Resirucrring)
* Revitalisasi {(Bevitalizating) dan

» Pembaruan (Renewing)

1. Reframing

Reframing (dikaitkan dengan mind: akal/pikiran), ialah perubahan bentuk konsepsi
organisasi terhadap apa yang akan dan dapat dicapai. Reframing ditujukan kepada kongepsi
atau pemikiran organisasi yang didorong coleh visi dan keyakinan baru. Kegiatan pertama
dalam reframing yaitu Achieve Mobilization ataw mencapal moebilisasi yaitu suatu proses
kegiatan yang menvangkuot berbagal aspek yang berkaitan dengan motivasi dan komitmen
seluruh komponen organisasi unfuk mencapal fujuan akhir orgamisasi; kegtatan kedua,
creating vision, yaity menciptakan visi, mervpakan sustu pemikiran bersama tentang
gambaran apa vang diidamken di masa mendatang; keglatan ketiga, huilding the
measuremeni system, yalte kegistan mengembangkan sistem  pengukuran, merupakan
penjabaran visi ke dalam serangkaian sasaran dan tindakan yang akan dilakukan dan dapat
diukur keberhasilannya.

REFRAMING :
Achieving Mobilization

1. Bagaimana Strategi BLK dalam mencapai tujuan organisasi?

Creating The Vision
2. Apakah kendala dari BLK dalam mencapai visi dan misi sebagai tujuan akhir organisasi?

Building The Measurement System
3. Apaksh sudah ada pencapaian target dari sasaran mutu dan kinerja dari BLKY
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2. Restructuring

Restructuring (dikaitkan dengan badan/intern organisasi}, ialah opava perbaiksn
kembali tubuh organisasi agar organisasi dapat mencapat kinerja yang lebih baik pada tingkat
kompetinf, Restrukturisasi berkaitan dengan badan organisasi, dan untuk memiliki
kemampuan bersaing, organisasi organisast harus berbentuk ramping dan fir menjadi
pertimbangan utama. Kegiatn pertama, consiructing an economic mudel yaitu membangun
model ekonomi dimana dapat memberikan pandangan bagi orgenisasi secara rinci tentang
dimana dan bagaimang suatu nilal diciptakan atan dihilangkan dalam organisasi. Model ini
ibarat sistern pernapasan didalam badan manusia. Seperti pada sistem pernapasan manusia
dimana oksigen disuplai sesual dengan kebutuhan manusia sehingga model ekonomi mampu
mendistribusikan sumber daya ke unit-unit yang paling dibutwhkan dalam organisasi.
Kegatan kedua, configuring the physical infrastructure yaitu tehnik mengintegrasikan
infrastruktur fisik merupakan salah satu vkuran yang sangat penting terhadap araht dan
strategi organisasi. Didalam sistem tubuh manusia, teknik tersebut merapakan sistem tulang
yang memperkuat jaringan fasilitas dan aset lainnya dalam organisasi seperti misainya
bangunan kelas, bengkel, mesin dan sebagainya yang merupakan hasil penting dalam rantal
proses kerja organisasi. Ibarat tulang manusia, aset-aset fistk organisesi relatif tetap, kaku den
tidak bisa dengan mudah dirubsh dilusr desain yang ada. Kegiatan ketiga, redesipning the
work archifecture yaitu mendesain kembali arsitektur pekerjaan. Didalam organisasi, suatu
pekerjaan diselesatkan melalur proses jaringan yang kompleks, yang dalam hal ind disebut
work architecture. Proses pekerjaan meropakan kendaraan bagi kehidupan bisnis dan ibarat
urat nadi dalam tubuh manusia. Urat padi tersebut kelihatannya terpisah satu sama lain
namun urat nadi ini saling berhubungan satu sama lain sehingga perubahan disalah satu urat

nadi akan berpengaruh kepada yeng lainnya.

RESTRUCTURING :

Constructing An Economic Model

4. Apakah BLK secara vertikal ke ates sudah memenuhi tugas dan fungsi sebagal pusat
pelatihan kerja di bawah lingkungan pemerintah dacrab atau bahkan pemerintah pusat?

Configuring The Phisycal Infra Struciure
5. Bagaimana infra struktur saat inl (Otonomi Dacrah) dapat mendukung restruktorisasi

organisasi?
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Redesigning The Work Architecture
6. Apakah instruksi kerja sudah dipahami dan dilaksanakan oleh pegawai?

3. Revitalizing

Revitalizing (keterkaitan antara badan organisasi dengan lingkungan), ialah
bagaimana memacu perfumbuhan dengan jalan mengkaitkan badan organisasi dengan
lingkungan, hal ini berarti upaya organisasi untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan
melalui suatu kekuatan yang baru. Terdapat tiga sistem dalam revitalisasi, antara lain : sistem
pertama, achieve market focus, kemajuan pertumbuhan bisnis dilakukan dengan
memfokuskan pada pelanggan; sistem kedua: invent new business, pertumbuhan juga dimulai
dari bisnis baru yang sangat sederhana dan penemuan bisnis baru memberikan kehidupan
yang baru pada organisasi. Sistem yang ketiga: change the rules through information
technology yaitu teknologi sering memberikan dasar-dasar cara baru untuk berkompetisi,
informasi teknologi khususnya dapat mendefinisikan kembali aturan-aturan main sebuah

organisasi.

. REVITALIZATING :
Achieving Market Focus
7. Apakah program pelatihan sudah sesuai dengan kebutuhan pasar?

Inventing New Bussiness

8. Bagaimana caranya mengembangkan core bussiness BLK sebagai langkah adaptasi

terhadap perubahan di lingkungan atau pengguna?

Changing The Rules Through Information Technology
9. Apakah di BLK bapak sudah membangusn sistem informasi secara Online?

4. Renewing
Renewing (dikaitkan dengan jiwa/semangat organisasi), ialah berurusan dengan sisi
kemanusiaan, dan penempatan seseorang yang berkemampuan baru (new skills) dan
bertujuan baru, sehingga memungkinkan organisasi untuk bangkit secara mandiri. Terdapat

tiga sistem di dalam renewal, yaitu yang pertama adalah creaf a reward system, penghargaan
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mempunyai pengaruh besar terhadap motivasi pegawai. Sistem kompensasi harus diberikan
kepada pegawai yang berani mengambil resiko dan mendorong orang untuk mengkaitkan
masa depannya dengan transformasi organisasi. Sistem ini menimbulkan rasa kepuasan
individu; sistem ke dua adalah build individual learning, tidak akan ada suatu transformasi
organisasi tanpa transformasi sejumiah besar individu. Organisasi harus komit pada
pengembangan pegawainya dan membudayakan saling belajar, dan individual learning
meningkatkan aktualisasi diri pada beberapa individu yang menonjol; dan sistem ke tiga,
adalah develop the organization, yaitu organisasi-organisasi perlu untuk mengorganisasikan
dirinya untuk selalu belajar, dengan belajar iu organisasi akan mampu beradaptasi,
berkelanjutan sesuai dengan perubahan lingkungan. Dengan menumbuh kembangkan

organisasi memperkokoh sense of community (rasa kebersamaan) diantara individu.

RENEWING :
Developing The Reward System
10. Apakah sudah ada sistem reward di BLK bapak, dan bagaimana bentuknya?

Building Individual Learning
11. Bagaimana manajemen BLK dalam hal komitmen terhadap pengembangan kompetensi

pagawai?

Developing The Organization

12. Bagaimana menciptakan budaya organisasi yang mampu mendukung kinerja organisasi?
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TRANSKRIP WAWANCARA 1
Kepala BLK Sumedang

REFRAMING :

1.

Achieving Mobilization

Bagaimana Strategi BLK di tempat Bapak dalam mencapai tujuan organisasi?

"Ya.... harus dikembalikan lagi ke fungsinge sebagal pusar pelayemm di wilayaliya masing-
masing... Tapi ity tidak mudah... Korena ini menyongiut ketersediaun saruna dan prosarana &
BLE, sekaliyus pemahaman masyarakat akan BLK sebagai tempat lutthan ™.

Creating The Visien

Apakah kendala dari BLXK dalam mencapai visi dan misi sebagai tujuan akhir organisasi?

“ Mungkin yang periama dari inserukturnya, karena BLK menjodi tempat pelatihan sehingga
instruktur mevjedi ufung tombaok.. Noamor instruktur itu juga dilikat davi kuantitas, kualitas dan
produktivitasnya sehingga tercapai sistem pelatihan yang baik”

Building The Measurement System

Apakah sudah ada pencapaian target dart sasaran mutu dan kinerja dari BLEK?

" Kalg kita melihat kinerja, derarfi semakin banyaknya peseria pelatihun yang terserap dwiia
kerja berarti akon semakin baik mutu sebuch BLK.. Mokanya kami mencoba meng-adobi sizteny
dari Ditjens Binu Lattas yaitu dengan pola 3 in 1 yaitu melgksanokon pelatities, sertifikasi don
sekaligus mencari penempatan... Dan ity sudah ditergpkan di BLK UPTP”

RESTRUCTURING ¢

4‘

Consiraeting An Economic Model

Apakah BLK secara vertikal ke atas sucah memenuhi tugas dan fungsi sebagai pusat pelatihan
kerja di bawah lingkungan pemerintab dacrah atau bakkan pemerintah pusat?

“Kita sebagai BLK UPTD selain sebagal fungst pelayanan sosial jfugu dibebonkan sebagai
dalam pendapatan anggaran daertir dimara sehagion hasil akan disetorkan kepada pemeringah
doerah. Sehinggo Aita merasa lertemtang wntyk mencukupi targel yong diberikem oleh
pemeriniah daerah”

Configuring The Phisyeal Infra Stracture
Bagaimana infra struktur saat ini dapat mendukung restrukturisasi organisasi?

"Ya memang dalam restrukiirisasi organisasi peran infra struiiur sangal peating., ini dikaithem
dengan relevansi yang berhubungan ketersedioon sarana dan prasarana pelatihan dengan jenis
pelatihem it sendivi yang sesuai dengem kebutuhor industri. Menuwmyg pada saat b1 d&i BLK kami
masihk minipt sevana dan prasoreva pelatihon.. Yang saat ini ada wmwnye sudah tua.. behan
ada bantugn dari pemeriniah doerah maupuwn pusat... Sehingga wtuk restrukturisast organisasi
masih samgat sulit”

Redesigning The Work Archifecture

Apsakah instruksi kerja sudah dipahami dan dilaksanakan eleh pegawai?

“Salah satu problem odalah perbedaan produkiivites dari tap-tiop pegowai yang ada..
sehingga waloupun instruksi kerja sudah diberikan namun tetap saja banyak pagawai yvang tidak
melaksanakan tugas yang sesuai dengan vemg ditetapkan sehingga produktivitas menurm...
Begitu pula sebaliknya, ada pegawai yang telah melaksanakarn rugos dengan baik bahkan dapat
mengerjakan/meng-back up pekerjaan pegawal lninnya”
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REVITALIZATING :

7.

Achieving Market Focus

Apakah program pelatihan sudah sesuai dengan kebutuhan pasar?

“Jika df tempal kami belum semuanya. kavena masth ada kefwuan yenmg belum dupat
dipasarkan dengon opiimal.... contohnya aneka kefuruam misalnya menjahit.... Untuk kejrruon
tersebu peminatnya agok kurang sehinggo dalam satu tahun Cuma seiu paket pelotihon”

Inventing New Bussiness

Bagaimnana cgranys mengembangkan core bussiness BLK scbagai langkah adaptasi terhadap
perubahan di lingkungen atav pengguna?

“Kita sth mengupayaken tidak menghilangkan mismatch antara progrom pelatihan dengon
dunia indusiri.. Alaupun dengem kewirausahaon mandivi.. Nemnuw va  tidak  menutup
xemungkinon kudlitas instruktur yang ada tidak dapat melatih progrom pelatihan yang diminta
dengan industri.. Conioh walktu Kita menjgjagi kerfasama dengon P Aneka Joya yemg
bergerak di bidang Las... pihak perusahagn memima wntuk pesertova dopat mengerjakan las
overhecd.. 2rapi instruktur kit belum bisa sehingga perminiacn perusthaan belum biso kita
akomodir..”

Changing The Rules Through Information Technology

Apakah di BLK bapak sudah membangusn sistem informasi secara Online?

“Wah, kalo sistem online disint belum.. tetapi kalo itu bisa diwyjudiem akem sangar membantu
sekali... Apalagi yang saya dengar kalo d&f BLK UFPTP sudah ada kios 3 in 1 yang memungkinkon
pencari kerja dan perusahaan bertemu secara online... Saya sih mengharapkan dovi pemeriniah
dacrah maupun pusal untak dapat diselenggarakannya kies 3 in 1 df BLK kami®

RENEWING :
19, Developing The Reward System

it.

12.

Apakah sudah ada sistem reward di BLK bapak, dan bagaimana bentoknya?

“Ya kelo sistem rewerd di sini tidak ada kalo ity berupa uang... kan instrukir sudah dapaf uengy
dari hasil mengajer... jedi itu hoknya., jodi kale reward dari saya ya poling saya mendahulukan
dalant pengembangon karirnya... jika ada undangan dari pemerintah daerah maupun pusat yang
berupa bimtek, diklat pasti olom saya dohalekan.. terutama  instruktve-instrukier yong
berpotensi...

Building Individual Learning

Bagaimana manajemen BLK dalam hal komitmen terhadap pengembangan kompetensi pagawai?
“Ya kdalo kita sth hanva mengirimen wsulon-usulon untuk dapat mengikuti kegivion-kegicion
dari pemervintuh doerah maupun puser wiuk mengibuti kegiotan dikial wpgrading, binitek,
sosiglisasi ataupw workshop... Ya seperti diamanotkan PP 31 wmituk meninghatkan kompetensi
pegawal kan tugas dei pemerintah daerah waupun pusal. kite disini kan hanya sebagm
pelaksana sajo delem kel pemberian pelatihan kepada masyarakat ™

Developing The Organization

Bagaimana menciptakan budaya organisasi yang mampu mendukung kinerfa organisasi?
“Menciptakan budaya organisasi stk yang biasa sayy lokukan ya meiakui rapai dengon pegowai,
apel pagi, .. dori situ saya mencoba memberikan informasi atau hal-hal yong informatif kepada
seliuh pegawai... apn yang terjadi di BLK inl.. Ya sedikit-sedikit tentang tugoas dan fingsi
fembapa kita sebagai upmg tombak.. sefapm itu yo wituk shoring informasi dolom mendubwng
pelaksanam tugas atou kegiatan™
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TRANSKRIP WAWANCARA 2
Expert Pusat

REFRAMING :
1. Achieving Mobilization
Bagaimana Strategi BLE dalam mencapai tujuan organisasi?
“sebetulnya twjuan vrganisasi Hu merupakan bagian kecil dari tujuan pemerintah. Tufuan
dibengumnya BLK itu saloh satunya wntnk memberikan pelatihan kepada masyarakat guna bekal
mencari kerfa alaw wsaha mandivi... dari situ, diharapkan peran pelatihan di BLK dapat
menekan ongka pengongguran akibat tersalurkannya lulusan-lulusan BLK vang terserap di
dunia industri ataupun membuka uscha mandivi .. Nah, kalau BLEnya butk moka lwlusen
pelatiham akan mampu terserap di pasar kerjo alaw benar-benar melokubian usaha mandivi®

2. Creating The Vision

Apakah kendala dari BLK dalam mencapai visi dan misi sebagai tujuan akhir organisasi?

“ kendala sih fetap ade depr masih banyak . contohnya kualitas dan kuemtitas insirukiur.. sarana
dan prasarana.. maupun pemahaman pemahamar pemerintah doacrah delam mengendalikan
atau mengelola BLK di wilayahnya. ini menjadi penting karena semenjok cdanpa olonomi
daerah, maka banyek BLE-BLK yemg dubimya dikeloia oleh pusat dilimpakion kewenangannyy
kepada pemerintah doerch.,, sehingpo peran sesta daerah menjadi sangat penting karena
munghkin hompir sekitar 160 BLK yung dikelola ofeh pemerintahk dacrah soat ini.. sehingga
pencapaian visi dom misi orgamizasi BLK tergomtung oleh kemauan dari pemerintah daerah
dalam mengelola BLK i wilayehnva”

3. Building The Measurement System

Apakah sudah ada pencapaian target dari sasaran matu dan kinerja dari BLK?

" Kalo dilihat dari target adalah dikenainyae BLK oleh masyavakat sekitar sebagai salok satu
alternatif upaya wmtuk memberikan suatu pelayeman pelatihan secara grotis maupyn swadana
sedangkan kalo dilihat dari segi muty dan kinerjia BLK ya itu bergantung kembedi kepade BLK
itu sendiri.. bagaimana penyeropan lhdusan pelatthan di pasar kerjo.. nemun ini juge
berpengaruh terhadup pimping BLK bagaimana dia mengelola BLEnya.. karenu yong teriadi
semenjak adanya  otonomi  daerah  adatah  bonyak  kepala BLK yamg bukan oromg
pelatihan.. sehingga pengetabman tentang BLK puvpun pelatinas sangat kurang.. Hulah yong
terjadi pasca otda di beberapa davrah”

RESTRUCTURING :

4. Constructing An Econemic Model
Apakah BLK secara vertikal ks atas sudah memenuhi tugas dan fungsi sebagal pusat pelatihan
kerja di bawah lingkungan psmeriniah daerah atev bahkan pemerintah pusat?
“untuk BLK di bawah pemerintuh pusai swdvh difelaskan rugas dan fungsinya. kita selalu
memonitoring terhadup kinevia baik mstrultwr maupwn tenaga kepelatihan di BLK tersebut
namm jika BLE di bowah pemevintah doerah., kebijokan pusat mungkin hanya sebatay
himbauon ataupun memberikan pedomean-pedoman yang dapat digunokan dalam pengelolaon
BLK tersebur”

5. Configuring The Phisycal Infra Structure
Bagaimana infra struktur saat ini dapat mendukung restrukturisasi organisasi?
“restrukturisasi organisasi tidak hanya dilihat dari infra struliur saja... akem tetayd, dilthet dori
efektif dan efisiensinya struktur orgomisesi dolam mewwfudkan suatu orgarisasi yang baik..
Memang, peran seria infra struktur Yidak dapat dihilangkan begitu sqja... relevansinya sarana
dam prasarona dengan reknclogi yang digunckon di dunia kerja horus meatch... demikion fuga
dengon kompetensi instrukiur, program pelatihan yang berbasis kompetensi... serta dukungon
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yang kuat dari pihak mangjemen... selom ini dari BLK yang dikelola pemeriniah pusat..
ketersediaun sarana dou prasavama bisa dikatakon lebih batk davi BLK pemerintah daerch.
namun tidak menutup kemungkinan juga pemerinigh pusat melabui dona dekonstralisasi maupun
dana tugas pembontugn memberikan anggoran untuk peningkatan sarana don prosarana di
BLK... sehingyrr menjadikan BLK pemerintuh dugrah sebogai puses pelotibon & wilavahmya”

6. Redesiguing The Work Architecture

Apszkah instruksi kerja sudah dipahami dan dilsksanakan oleh pegawai?

“pada dasarnya instrulsi kerja sudah melekat pada masing-masing pegawai yang sesuai dengan
weweneng dan tanggung jawabnya... namun perly adanya himbuem dan pemberitahuan wnivk
meningkatkan produktivitas pegawai tersebut... jika kita berbicara instrulue BLE, mungkin ada
beberapa lerjadi kesenfangan produktivitosnya. . ini disebabkan setelah terjndinya oloda fumlah
pelatihan yang ada di BLK-BLK di daerah sangat minim bahkan tidek wda sama sekali doiom
satu iahun, sehingge bugaimana kita bisa mghihat kinerja atau prodltiviias nstrukiur jika Hdak
ada pelatihon..?7

REVITALIZATING :

7. Achieving Market Focus
Apakah program pelatihan sudah sesuai dengan kebutuhan pasar?
“kebijakan dari pemerintah pusal adalah pelatihan yang berbasis kompetensi., kompetensi ini
berarti kompetensi yang diakui oleh dunic industri.. karena yang menyusun kompetensi ini
melibatkan  siakeholder-stakeholder.. dalam hal ini dumia industri.. sehingga, program
pelatihannya pun sesuai dengon xebutuhan industri sehingga difmrapken Inbisan pelatihannys
pu terserapn oleh dunia indusiri.......... untuk BLK yomg dikelola oleh pemerintah daeroh adopun
pelatihummya disesuatkan dengem potensi induspi yang oda i wilayoh terselut sehingga
diberraphan ulusannya dapat diserap oleh indwstri di wilayah iin...

8. lnventing New Bussiness

Bagaimana caranya mengembangkan cove bussiness BLK sebagsi langkab adaptasi terhadap
perubahan di lingkungan atau pengguna?

“Core business adalah pelatihan sehingga dikarapkan BLK mampu mengikuti perkembangan di
pasar kerja....program pelatihan maupun sorana dan prasarapa yany berbasis kompetensi
adaluh salah satu proses adaptasi darl pengelolaan manajeren konvenzional menjadi
pengelolaan yang berbasis pasar keria hal ini dihoropkan 1erserapaya peseria pelatibon Jf
dimic keria”

9. Changing The Rules Through Information Technology
Apakah di BLK sudah membangun sistorn informasi secara Oniine?
“Di BLK yang dikelola oleh pemerintah pusat, semuanya sudah memiliki Kios 3 in 1 dimana
duta  pelatinen,sertifikas  dan  penewmpoton  sudah  terecord dolom  data  base  Kios
tersebul.,....adapun kegunaannya dgar perusohaan yang membutuhkon karyawan bisa melighat
data luvlusan pelotihon di BLK tersebul...sebalifnya lulusan BLK dapat melihat kebutuhan atau
lowongan di perusahaan yang sudah mendgfiar i kios tersebut....kivs 3 in 1 ini merupakan
syarat minimal BEK yang dikelola ofeh BLK Pusat,untuk tahun 200% inf sudoh dianggorkan 10
BLK UPTD( Bali, Goromalo, Fontianak, Kendari, Srogen, Tulungogung, Bamgha Belitung,
Lohai, Metro Lampung} uniuk mendivikan Kios fersehut... sekaligns proses sosialisasi bagi
pemda dofom memasarkon BLK diwilayalmya......... “

RENEWING :

18. Developing The Reward System

Apakah sudah ada sistermn reward di BLK, dan bagaimana bentuknya?
“Reward dibevikan keprda instrultur dengan percepatan kengikan pangkat dibonding instruktur
lainnya (apabila instridtvraya produktif) dan bagi instrultur tersebut diberiken Diklat lanjutan,
Bimtek dan Workshop baik di dalam maupun di luar negeri, sebagai contoh kemarin kita
mengirim 4 orang instrukiur kepuruan olomotif yeng rerbeik mtuk mengikut! pelatinan di
Mercedes Jerman, 23 orang instruktur wntuk mengikuti kursus melodolagi di Jerman dom Korea
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11.

12‘

Selaton, belum lagi yang mengikuti bidang teknnis sesual kejuruannya di Jepang dan Korea
Selasan..... itvdah bentuk reward yang diberikar......"

Building Individual Learning

Bagaimana manajemen BLK dalam hal komitmen terhadap pengembangan kompetensi pagawai?
“Pengembemgan  kompetensi dalam  BLK  diberikan  kepuda  kepula  tersebwt  wntuk
menganggorkan  dalam  hal  pengembuangan  Xompetensi  lersebul..noanuen  Hidak  lertutup
kennunghkinen Ditjen Binalattas dalam hal ini untuk menganggarkan seriffikasi kompelensi bagi
instruktur yong ada ... hal ini bertujuan wntuk meningkathem jumioh instruktur  yong
tersertiftkasi sehingga makin baik puda prutu pelaiihon yang dilaksanakon oleh BLK...”

Developing The Organization

Bagaunane menciptakan budaya organisasi vang mampu mendukung kinerja organisasi?
"Budayu orgemisasi dibarapkan melekat disetiap pegawal yong ada sehingga kinerfa organisasi
secara olomatis dapat berjolun dengan optimal......yaitu dengan pemchaman leniang
tupoksinva dan visi misi orgenisasi.,...adapun cavanya dengan himbanan ketika rapat kerja
maupun sosialisasi...... "

Strategi Revitalisasi..., Iman Agung, Pascasarjana Ul, 2010



Lampiron 3

TRANSKRIP WAWANCARA 3
Kepala BLK Condet

REFRAMING :

1. Achieving Mobilization

Bagaimans Strategi BLK dalam mencapai tujuan organisasi?

“Haruz dikembaliken lagi ke fungsi BLX sebagai pusat pelayeman pelotibom. ... Dimana di
Pelatihens tersebut harus ada unsur insiruktur, program pelatinan dan alal pelatihan.... Saya
rasa fika itu d&i creaie dengon cerma, terarah dan terorganisiy maka tufuan orgeanisasi davi BLK
akem teredpai... Apalogi dengan adanya Otonomi Doerah dimana BLK dituntut sebagal fimgsi
sosial fuga fimgsi pendapaton yang dibebani target pendapaton ask daerah tersebut... Jodi jika
hajuam organisasi tidak lercapai moka ofomaltis target pendupalonnye juga fHdak tercopai 7

Z. Creatisg The Vision

Apakah kendala dari BLK dalam mencapai visi dan misi sebagai tujuan akhir organisasi?

* Kalo i BLK sini yang terutama kuafitas insirultur.... Dimana sekorang semenjok adomya
Honomi Daerah, pengembongon kariy instrukiur juga agak tersendat ... Instrudaur merupakan
Jabatan fungsionai sehingga dalam kenaikem pongkatnye depat Iebih cepat dari pegawai
lainnya, namun tidek adanya Tim Penilai Angka Kredit di daerah make kenaiken pangka
instrukiur samu dengan pegawai loinnya .. hal inf menyebabkan penurinuen tingkat produktivitas
instrudaur . tidok ada lagi kemation instrukiur dalam menulis modul atou program pelatizon
karena tidak oda «mgke kreditnya.. sehinggo saya harapken pemerintah dgerah dapat
membeniuk Fagi Time Angka Kredit agor produbtivitas instruktur dapat ditingherken .. sehingea
BLK sebagai lembaga pelatihan yang excelient dapat diterip vleh masyarakat tves...”

3. Building The Measarement System

Apakah sudah ada pencapalan target dari sasaran muts dan kinerja dart BLK?

“ Ferget dari BLK disini sudah direncanakan dalam enggaran yang ditentukan dari permerintah
daerak, namam ki juga menjalin kerjosama dengan beberapa perusahacn yang ada.... Kalo
seayva stk mengulur mutu don kinerja BLK dengan mengukur apokah anggoren yang diberikon
dari takun ke twhun semakin bertambah atau sidak... .. ketidakmampuon mengelola anggarom
yeamg ditetapken juga merupakan kinerja davi BLK tersebut... Sedangkan mutu dapat dilihat dari
Jumilah serapon peseria pelutihen: yon telah ditevima di dunia kerja dent pencapaian insirukivy
ey berprestasi datam berbagai ajeng kompetisi yang ada.. Narn mudai tahun ini diterapkan
keseparatan kinerja duri pemerintah daerah dengan pimpinem & BLK maupun diseluruh
Jajarannya tapi hitung-hitsmgan pengukuran kinerja erganisesinya saya behan paham beful”

RESTRUCTURING :

4. Constructing An Economic VModel
Apakah BLK secara vertikal ke atas sudah memenuhi tugas dan fungsi sebagai pusat pelatihan
kerja di bawah lingkungan pemerintah daerah atau bahkan pemenintah pusat?
“Selama BLK ini masih berdiri dan fungsinya sebagai lembuga pelatihan maka saya kira
orgenisasi BLK swdoh memenubi tugas dan fungsinya... namun saya tidok berani menjamin
keberadaun BLK akan dapaf dipertahankan sebagai lembaga pelatihom akibat perkembangon
Jamen dan tuntuten organisasi yang ada di pemerinth.... Selama UU no 32 das UU 13 belum
direvisi maupun divbah secara radikel, wmoka saya kira BLK masih dapat elsts dalam
memberikan pelavanan pelatibar bagi masyarakat”

8. Configuring The Phisycal Infra Structure
Bagaimana infra sirukter saat ini dapat mendukung restrukturisash organisasi?
“Infrastrukiur di BLK sekorang ini saya rasa salah satu yemg terbaik di BLK yang ada.. bahkan
bile dibandingkan dengon BLK yang dikelols pemeriniah pusal, maka sqya yakin kita tidok
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kalah... pamgkin ini dikerenaiem kita merupokan BLK Kusus kefuruan Los, yang perhation
pemerintah duerakh wntuk pengodamy saranc dan prasarana sargat bagus... Bakkan ale-alat
kemni juga dijodikan alat kalibrasi untik beberapa perusahoum besar, contohnya PDAM ... Jadi
saya rasa wntuk alat kite dupat mengikuti perkembangen jaman. "

Redesigning The Work Architecture

Apakah insbuksi kerja sudah digahami dan difaksanskan oleh pegawai?

“Namanya mengelole manusia lebih sulit bila mengelola barang.. memang tidak semug
pegawai di tempat kami yang memahami instruksi ataw kewajiban yang horus dikerjakannya,
nemun selama itu tidok menggangen kineria organisasi secara keselurvhan . mako kami tidek
mempermasalahkannya... Nomm saya berharap agor agar monitoring dan evefuasi terhodup
pegawai yang ade dopar benar-benar dijalankan secora murni den konsekuen sesual dengom
atyran yang bevlaku....... Keberhasilun suatu organisast mervpakan cermin keberkasikem dari

para pegawai.,”’

REVITALIZATING :

?Q

Achieving Market Focus

Apakah program pelatihan sudah sesusi dengan kebutuhan pasar?

“Mungkin karena kite merupaken BLK khusus bidang Las maka rebutubun pasar kita swdeh
jelas dam kita tidok kesulitem dalom mencari pasar.. Alat-alat kita sanget lenghap, bakkan
bemyak peruschaan yang tiduk mempunyed alat khusus, datemg kesini untuk sekedir mengetes
barang atax mengkalibrosi alotaya.... Yong mangkin horus dikembanglan lagi adalah perliasan
infarmast tentang BLE, karena banyak masyarakat tidak iahu lagi teniang BLK kami... ”

Investing New Bussiness

Bagsimena caranya mengembangkan core bussiress BLK sebagat langkah adaptasi terhadap
perubaban di lingkungan atan pengguna?

“Memang kita harus seloluy mengikwti perubshon yamg ada i dunin industri, sicemen kita
mensiasatinya dengan melgkukon benchmark dengen dunia industri, baik secors program
pelatiban maupun secora sarananya... Dengan jalan ity maka BLK sebagai Femboga pelatihon
mempunyai relevansi dengan dunia usaha sebagei pengguna bdusan di BLK”

Changing The Rules Through Information Technology

Apakah di BLK sudah membangun sistem informasi secara Online?

“Memang BLK kami belum membangws sistem onling, namun memang banyak kegunaomya
kami akan malakukannys... Memeang kios 3inl yang sudoh dipersunakan oleh BLK dibawak
pemerintoh pusat banyek monfaainya, namum kg befum memasang o lalnm 2009 ini, mungkin
& takhm 2010.... Memang kios 3inl bisa dapat digrarakan sebagai bentuk sosialisasi BLK kepada
masyarakat bulken kedunia indusiri sehingga semakin banyak lulusen pelatihan yang terserap
df dunia industri sehingga mukin berkwrang tingkat pengongguren.”

RENEWING :
18. Developing The Reward System

11.

Apsakah sudah ada sistem reward di BLK, dan bapaimana bentuknya?

“Secara tertulls sih belum ada, namum ki sudah mengelohui pegawal yang memang bisa
dikataken diaas rata-rata 4i banding fainnya dom ity kemi berikam kemwdahen alau prioritas
utama dotom mengikuti kegiotan yang sifmnya pengembangan buat kavirmya.. seperti
upgrading, Bimbingan Teknis, Sostalisasi mawna Workshop... hal inilah sebagai reward bag!
pegawal yang berprestasi......”

Building Individual Learning

Bagaimana manajemen BLK dalarn hal komitmen terhadap pengembangan kompetensi pagawai?
“Pengembongon kompetensi pegawai terus dikembomghom selama muasih ada anggoannya..,
Pengembongon kompelensi pegawai memang harus terus dilakukan untuk terciptanya relevansi
dengan dengan dunia uwsaha sebugal user kita... Pengembuangan kompesensi seyogyamyu
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mendapat perkatian dari pemerintah pysat mavpun doerah... Dari kegioton upgrading, Bimiek,
Workdhop bakkan komperisi buat instrufaur horus secara rutin disclenggarakan seperii yang
disefenggarakan olek pemevintah pusat.... Kale dari internal BLK sendiri, mungkin baru sebatas
usulan untuk menfadi peserta di keglatan rersebut yang saya sebutkan fadi.”

12. Developing The Organization

Bagaimana menciptakan budaya organisusi yang mampu mendukung kinerja organisasi?
“Budaya organivasi disini sdah cukup baik, kita swdah meninggolkan pola manajemen
radisional dolem mengelola BLK dengan mamgiemen based on competencies ... Memang
kadang pemahamem deavi pejabot di linglkamgan pemerintah daerah keong, vtapi sqya makdum
karena kadang pejabat tersebut bukan dari oromg pelotihan sehingga kadang kebijakon-
kebijakannya tidek seswai jika diterapkon..... nemn yah bagoipana lagi.. fapi disini kita
menerapkan batowe BLK itu iburat lading atau sawahmi, sehingga tolong kamu garap lading
atau sewahmu it dengan semaksimael munghin, sehingga sawak hamu itu ditenal olel orang
banyak, ity saja yang saya ickankan kepada pegawai sayd.. ... ~
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TRANSKRIP WAWANCARA 2
Expert Pusat 2

REFRAMING :
i. Achieving Mobilization
Bagaimana Strategi BLK dalam mencapai tajuan organisast?
“Tujuan organisasi di BLK harus dapat menghasilkan tulusan pelatihon untuk diserap ke dunia
industri sebanyak-banyaknya.... Indusivi sebagai user, sehingga BLK sebagai penjomin mutu
hdusan dapat bekerja di dumia induwstry dengan bhaik... .. nah yang banyak terjadi adaleh BLE
hemya sebagai tempat pelaiihan sgja, ketika sudah dilatih make ketika melomar df dunia industry
fidak diterima..... oleh karena itu strafegi & BLK harus bersuber poda kuolitas instrukiur,
progrom pelaiihan yong berbasis dunia usaha don ketersediaan alat pelatihon yang sesuai
dengan indusiry.... Sekarang fenomena yang terjadi adalah sejak adarya atonomi, banyak BLK
yamg mali suri, kaveng jumlch pelutihonnya hanyo sedifil, bagoimana dia dopar memasok
idusaonya ke duria kerja jika hulusaormya sdikit, belten Iogi dari sisi progrom maupun alal
pelatihanmya., jodi kuelitas, program den alat merupakan focior wama..... ™

2. Creating The Vision

Apakah kendala dari BLK dalarn mencapai vigi dan misi sebagat fean akhir orpanisasi?

“ seperti yang saya sebutkan sebefumnya, bakwa semenjak oide bonyak BLK yang dalom
kewenangan pemerintah daerah menerapkan polu pengelolaannya masik bersifat tradisiond],
belum based on competencies.... Belum lagl peran dun fungsi BLK yang gedwngnya digunakan
bersama wituk instamsi Jain.. bagimana visi dem misi pelatiber dapat dicapai bila keberadoon
hengkel berubah fungsi jodi Eantor..,..belum lagi alat yang dulunya pda di benghel
dipergunakon untuk keperluan iam. . jadi saya kedang sedih jike mendengar kehihom dori
teman-teman di BLK bakwa BLRnya sudah tidok dapat difungsiken sebageal mang vang
ditetuphon... ... "

3. Building The Measurement System

Apakah sudah ada pencapaian target dari sasavan mutu dan kinerja dac BLK?

¢ target don sasararya sih sudoh cukup jelos, seperti yany diamanatkas datam Ul ro 13 den
PP 31 tentang Sislatkernas, namun kembedi lagi baguimemna iarget dapat dicapai bila BLK telah
berubak fungsi.... Senarusnya pemerintas daerah jomgan semena-mena mengalil fungsikon
BLK, karena dia juga bertanggung jowad dalam pelaksanaen pelutihan kerja 8i wilayahnya...
ini ada Ie Ji PP 31.. beluym lagi jika dia melibar LU 32 lentang otda tersebut... Jodi memang
harus ada kemauen dan upaya yang keras dalam mengelola BLK sebagai pusot pelatihan kerfa
di wilqyahnyo, toh kalo yong BLK itu mufu, maka save jamin, wilayah fersebut okon maju
Juga... Akan banyak industry ataupun wsaha kerja mandivi yang berimbas pada kebutuhor
penyerapon lapamgon kerja....... Judi target yang dipertomyackan dari sazoren kinerio,
ergantung  daerahnya  korema  kewenangennye sudah  difimpahkan  kepaduw  pemerintah
dusrah...”

RESTRUCTURING :

4, Constructing An Economie Model
Apakah BLK secara vertikal ke atas sudah memenuhi tugas dan fungsi sebagai pusat pelatihan
kerja di bawah Hngkongan pemerintah daerah atau babiken pemerintah pusat?
“pelatihan kerja dedomn hal ini BLE, baik yemg dikelola pemerintah pusat dem pemerintch dasrah
sudah tertuang dalam PP no, 31 fentang Sisiotkernas, sehingga itu dapat dijadikan pedomum
dalam mengelola BLK tersebut.... Arah dom kebijakannya harus selavas dengen UL 13 maupun
UU no 32 Bila ita BLK UPTD.... Tapi dalam mengelola suatu orgamisast tidak lepas darf unsur
pimpinan yang menjobatnya... man dibawa kemonma organizasi fersebut.. Pimpinan harus
mempunyal visi dan misi yang selaras dengam tujuan yang ditetopkan oleh pemerintah...
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kemompuan mangjerial merupaxan hal yang terpenting dalom mengelola BLEK, sehinggo
pemenuhan (ugas dan fungsi sebagai pelatihan kerja diwilayalmya dapat berjolan dengan
maksimal”

5. Configuring The P'bisycal Infra Structure

Bagaimana infrz struktur saat ini dapat mendukung restrukturisasi organisasi?

“Neh itu tadi yang saya jelaskan, balwa fingsi BLK di beberapa wilayoh sudah bervbak fingsi,
apakat inf bagian dari restruktukturisasi orgamisast df pemerintah daerah.... Ru yang behum
terjawal, karema pemervintoh dagrah mempunyai wewengng dolam wengelole masalek
ketenagakeriaan didaerabmya... nomun saya berherap agar UU 32 itu dapat sejeden dengon UL/
13 atau PP 31i.... Karera navdinye akan ada Sistem Pelatihan Kerja Dawrah, yang petuniuk
peleksanaannya akan daterbitkan lafm inj, sehinggo ini dapat dijadiken pedomon dalom
mengembanghon peiatiban kerja di daeraimya melalui BLK yang ada diwilayahnya..... Nam
untuk ketersediaan infrasiruftur yang ada pemerintah pusat menginveniarisiv melaby kegiatan
menitoring den mengajuken enggorannya melatui dong dekonsentrast maupun dari dana fugus
perbantuan yung difarapkan dapes membenali masalah insfrastriudkiur yang ada di BLX UPTD
fersebus.

6. Redesigning The Work Architecture

Apakah instruksi kerja sudah dipahami dan dilaksanakan oleh pegawai?

“Semenjak diberiokukonnya ofda, pemerintah puset dalam hal ini Digen Binalattos yong
mengurusi masalah pelatihon hanya dapat melihat dori laporar-daporan yang disampaikan oleh
dinas fenaga kerja di daerah, meskipun Iita melakukan monitoring dan evaluesi ke daerah
tersebut uniuk melihat secara nyata keadaan yang sesunggubnye..... Sehingga kita harya melihat
dari kinerja organisasi dalam kol ini BLK sebogai bahan sudah atou belum dipshaminya
instruksi kerja yang diberikon... koreng Instruksi itn harws sudoh melekar pada divi masing-
masing personel”

REVITALIZATING ¢

7. Achisving Market Focus
Apakah program pelatihan sudab sesuai dengan kebutehan pasar?
“program pelatihin yang berbasis kebutukan pasar daper dilihet dori terserapnva pesert
pelatihan di pasar kerfa...semakin banyek yang wrserap beravii program pelatthan di BLK
tersebut sesnai dengan kebutvhan user.,, Namun masih banyok BLE yang menerapkon hanya
dari kuomtitas peseria pelatihonnya sajo, tanpa melihat apekah dia terserap di dunia industry
atay tdak......Ini merupakan mangiemen tradisional ... ... sehingga periu menseragamkon pola
manaiemen yong berbasis kompetensi {ini sudah dilakukor oleh BLK yang dikelola pemerintak
puset ) dengan pola manajemen yang ada di BEX UPTD *

8. Imveniing New Bussiness

Bapatmana caranya mengembangkan core bussiness BLK sebagai langkab adaptasi terhadap
peritbahan di lingkungan atau pengguna?

"Mengembangkan core bussines BLK dengan menghilanglkan kesenjungem atau gup antara
Symber Daya Monusia dan Sumber Duaya Pelatihun yang ada di BLK dengon kebutihan
pelatiran. ... ini merupakan fondasi awal karena Retersediaan akun jumlah maupnn kualitas
insirukine & suatu BLK sangat mutlak... Bonyek vang terjodi setelah otda, baknea banyak jumich
instrurtur di suatuy BLK kurong davi 5 oremg sajo, belum adanyo formasi inspruktur diwilayeh
tersebut... Jodi bagaimana kita bicara kualitas, bita kuantitasnye sajo tidak mencukupl.... Judi
memng perlu adanya sosialisusi tentang pentingnya peran BLK didaerch sebagai whwng iombak
pefatihem didacrak tersebut.... Jodi beyak BLK didaerah yang seperti mati suri akibat dari
pemahaman pemeriniah daerah yang kureng masalah pentingrya pelatihan”
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9.

Changing The Rules Through Information Technology

Apakah di BLK sudah membangun sistem informasi secara Onling?

“Sistem omline sangat diperivkan dalam kemeajuen jaman sekarang ini.... System online lebik
memudahkan  pengguna  ofon  user dolam  mencari kumdidat  yamg  dibuwtubkem  di
perusahaannya..... Keberadaaon system online dajam hal ini Kios 3 in 1 yang ada di BLK pusat
wafth diseragamkan ctou ditkwti oleh BLK daerah, karena hal ini dapat mempermudih
bertenyunya perusahaan dengan calon karyawan.... Hal i disebabkan babwa peserta pelatibun
dupat mendafiorkan diri di database kios 3ind, sehingga peruschaon dapat mengakses
kebutwhan colon kayewannya dengan melihal kriteria yomg dimiliki oleh pare peserta
pelatibiem ... kavena semuemya leranghum dalam dotabase yang dimilili kios 3ini....... Saya
melihat kios 3inl bonyak manfaat vong dipercleh.umtuk BLK UPTD sudah dionggarkan
pembuatonnya nanun saya lupa jumichnya. ada 8 ataw 10 untuk (hun 2009 saja... belym logi
tahun 2810.... Pemanfaaton kios 3inl merupokon gjang sosiciivast BLK dolam publikasi BEXK
sebagai tempat pelotihan kerja ™

RENEWING :

18,

11,

12.

Developing The Reward System

Apakah sudah ada gistem reward di BLK, dan bagaimana bentuknya?

"Ralo jobotan instrulaur reward yang diberikan adalah mereka mempunyai bogiongen khusus
lersendiri disamping honor ketika mengajer dan percepaian kenaikan pomghai dengon
menghitung angha breditnya... ... Reward {ain diberikan dengen ditkuiseriakannya dalam
program upgrading, Binwek, Sosiclisasi maupun Workshop.... Hal ini merupakan bagian davi
pengembangan kariy dan profesi yang dimiliki instruldur.. Nanvmn ssjok Otda banyak instrukiur
diduerah yemg kesulitan mengajukan kenaikan pongkatnya karena tdak adamya Tim yong
menilal wntuk kenatkan ponghainye, ada logi kasus o banyok daeroh wmjongnn kesuy
Sumgsionsd  instrufer dibapusken  korens  ketidakmempudn  pemerinioh  daerah  dalom
menganggarkan amjangon tersebut.... Jadi jangarikan pemberign reward di doerah, diberi gaji
yang tidak teles sgia sudah Athamdutitlah,....”

Building Individual Learning

Bagaimana manaiemen BLK daiam hal komitmen terhadap pengembangan kompetensi pagawai?
“Pengembangan kompeteasi merupoken hal yang wrstlak untuk joman sekavang ini, semekin
majunya tekmologi di dinia industry menuntet kemampuan kompetensi instrukinr juga harus
mengikuti perkembangan yang ada.... Peningkatan kompetensi ini dapat dilakuken dengan
pelasanaan Ul Kompelensi untuk masing-masiny instrukiy yang seswai dengan bidangnya...
Kebijakan devi pemerintah pusat bakwa semakin banyddorve instrukinr yang telah lersertifikasi
secara olomatis semakin baik mute palotihan di BLK... hal ini juga diteraphan di BLK di daerak
bubwa para instriktur didaerah wntuk dapat menghosiiven lulusan yang kompetensinya dickui
oleh dunia industry, wandk fu instrultzraya juga harus memilifi kowmpetensi yang sesuai
dibidangnya.

Developing The Organization

RBapgaimarna menciptakan budaya organisasi yang mampu menduokung kinerja organisasi?
“Pencipioun  buduya organisasi fidok didapat sesaot saja... fiu merupokan proses dari
kimbauan, sosialisasi ataupun memberian contoh kongkret kepada seluruh jajaran dari bari ke
hari sehingga budaya orgamisasi lersebut melekat pada diri personel... Penciptacn budaya
organisasi akan menghasilkan kineria yang baik dadam orgonisasi ... Penerapon ukuran kinerja
dari orgamisasi dapat mudah diraik bila budaya organisasi sudah melekat pada diré seluruh
pegawai yang ada.... Budaya orgamisasi yong buik akan merningkatkan produktivitas kerja yong
berakhir pada meninghkamya kinerja orgemisasi...”
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~ Kuesioner AHP (The Analytical Hierarchy Process)
Dalam menentukan strategi pelaksanaan Revitalisasi BLK

1.

2.

UPTD di era Otonomi Daerah

A. Penielasan

1. Tujuan peneliian ini adalah untuk mengetahul persepsi atau penilaian
responden yang dianggap expert atas berhasilnya revitalisasi BLK UPTD.

2. Kegunaan penelitian adalah uniuk melengkapi salah satu syarat dalam
menyelesaikan  pendidikan pada Program  Pasca Sarjana  Kajian
Kependudukan dan Ketenagakerjaan Universitas Indonesia.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bemmnanfaat dan menjadi masukan
dalam upaya Revitalisasi BLK UPTD agar berjalan Iebih cepat dan akurat

4. Mengingat pentingnya masukan dar Bapak/bu, mohon kiranya dapat
memberikan penilaian dalem kuesioner berikut. Kami  menyadari
sepenubnya bahwa tanpa bantuan Bapak/lbu maka penulisan tesis inf tidak
dapat terwujud,

5 Karena sifalnya penelitian, maka segala masukan yang Bapak/lbu berikan
akan dijamin kerahasiaanya.

B. Data Responden Exps

1. Nama :

2. instansi

3, Alamat

4. Tgl Pengisian

C.  Petunjuk Pengisian Kucsioner

Untuk memberikan penilaian terhadap elemen-elemen permasalahan dari
setiap level yang sedang ditelifi prioritasnya, penilaian dinyatakan secara
numerik (skala 1 hingga 8}, dengan menggunakan skala sebagai berikut

Skala Keterangan
1 Kedua elemen sama egual imporfance
pentingnya
3 Elemen yang satu lebih | moderale importance
penting
5 Lebih penting essential/strong importance
7 Sangat lebih penting vary strong importance
9 Mutlak sangat penting Extreme imporiance
24,68, Nilai diantara dua
penilaian
Reciprocal | Nilal kebalikan

Dalam penilalan kepentingan relatif dua elemen, berlaku aksioma reciprocal,
artinya jika elemen a dinilai 3 kali lebih penting dibanding elemen b, maka

-1 -
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glemen b harus sama dengan elemen 1/3 kali lebih penting dibanding
elemen a,

3. Jika elemen pada kolom sebelah Kiri {pilthan "a") lebih penfing dari elemen
pada kolom sebelah kanan (pilihan “b") nilai perbandingan ini diisikan pada
sebelah kifi dan jika sebaliknya maka diisikan pada sebelah kanan (fihat
conich)

4.  Hirarki pemilinan kebijakan "efektivitas sistem sertifikasi kompetensi nasional
terdiri dari goal , sasaran, kendala dan kebijakan.

CONTOH PENGISIAN KUESIONER

Dalam upaya Makan supaya kenyang, sasaran manakah yang lebih penfing untuk

dilakukan !
(Bandingkan elemen-elemen sasaran pada Kolom 1 dengan elemen-elemen sasaran di

baris yang sama pada Kolom 2}

Kolom 1 Bobot Kolom 2
Menghilangkan | Meningkatkan
mismalch anfara status BLK UPTD
SDM dengan menjadi centre of
kebutuhan vocational i
kepelatihan wikayahnya
Menghilangkan Meningkalkan
mismalch anlara statas BLK UPTD
SDM dengan menjadi centee of
kebuluhan vocational di
kepelalihan 8 wilayahnya
Menghilangkan 3 Meningkalken ,
migmatch zntara stafus BLK UPTD
SDM dengan g menjadi centre of
kebutuhan aeational di
kepelatihan wilayehnya

Keterangan :

1} Jika jawaban yang diprioritaskan adalah Menghilangkan mismatch antara SDM

. dengan kebufuhan kepelatihan itu sama pentingnya dengan Meningkatkan
status BLK UPTD menjadi centre of vocational di wilayahnya, maka tanda
silang {(X) diletakkan pada kelom angka 1.

2} Jika jawaban yang diprioritaskan adalah Menghitangkan mismatch antara SDM
dengan kebutuhan kepelatihan itu 4 kali lshih penting dibandingkan
Meningkatkan status BLK UPTD menjadi cenire of vocational di wilayahnya,
maka tanda silang 00 diletakkan pada kolom 4 bagian kiri.

3} Sebaliknya jika jawaban yang diprioritaskan adalah Menghilangkan mismatch
antara SDM dengan kebutuhan kepelatihan itu 6 kali lebih penting dibandingkan
Menghilangkan mismaich antara SDM dengan kebutuhan kepelatihan, maka
fanda silang (X} diletakkan pada kolom 6 bagian kanan.

-9
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¥

1. Dalam upaya Revitalisasi BLK UPTD agar berjalan efektif, sasaran manakah

yang lebih penting untuk dilakukan |

{Bandingkan elemen-elemen sasaran pada kolom 1 dengan elemen-elemen

sasaran di baris yang sama pada kolom 2)

Bobot

Kolom? T8 71681432123 a5 67 [8[a] Kolomz2
Menghilangkan Meningkatkan
mismatch antara status BLK UPTD
SOM dengan menjadi cenire of
kebutuharn vocationsl di
kepelaihan wilayahnya
Menghilangkan Menseragamkan
migmatch antara pola Manajernen
SDM dengan BLK bak BLK
kebutuhan UPTP maupun
kepelatihan BLKUPTD
Meningkatkan Menseragamkan
stahs BLKUPTD pola Manajemen
menadi cenlre of BLK baik BLK
vocational di UPTP maupun
wilayahnya BLK UPTD

2. Dalam upaya Menghilangkan mismatch antara SDM dengan kebutuban
kepelatihan, kendala / permasalahan manakah yang lebih penting unfuk diatasi |
{(Bandingkan e¢lemen-glemen kendala pada Kolom 1 dengan elemen-elemen
kendala di baris yang sama pada Kolom 2)

Bohot

Kolom % i Kolom1
Kurang nya Kurangnya
kualitas instruklur kuantitas
dan TKdiBLK instruktur dan TK
UPTD di BLK UFTD
Kurang nya Adanya
kualitas instrukbur keserjangan
dan TK di BLK produklivitag
UPTHR instrukiur di

UPTD
Kurangnya Adanya
kuantitas kesenjangen
ingtruktur dan TK produktivitas
di BLK UPTD instruktur di
210

-5

Strategi Revitalisasi..., Iman Agung, Pascasarjana uf, 2010



3. Dalam upaya Meningkatkan status BLK UPTD menjadi Centre of Vocational
diwilayahnya, kendala / permasalahan manakah yang lebih penting untuk diatasi !
{Bandingkan elemen-elemen kendala pada Kolom 1 dengan elemen-elemen

kendala di baris yang sama pada Kolom 2)

Bobot
Kolom ARG EaHBREARNDEHERED Kolom
Tidak Tidak
berfungsinya Relevansinya alat
sarpras BLK pelatthan di UPTD
UFTD dg dengan ieknologt
maksimal yy ada
Tidsk Kurangnya
berfungsinya pemahaman
sarpras BLK raasyarakal df
UPTdg daerah thd kungsi
maksimal BLK sbg tempat
pelatihan
Tidak Kurangnya
Relevansinya afat pemahaman
pefatihan i masyarakat di
LIPTD dengan daerah thd fungsf
teknolog vg ada BLK sby lempal
palatinan

4. Dalam upaya Menseragamkan pala manajemen BLK baik UPTP maupun UPTD,
kendale/ permasalahan manakah yang lebih pentfing untuk diatasi |
(Randingkan elemen-elemen kendala pada Kolom 1 dengan elemen-clemen
kendala di baris yang sama pada Kolem 2}

Kolom 1 Kolom 2
Masih Kurang legitimasi
diterapkanya pala dan regulasi
manajeman manajemen BLK
tradisional di BLK UPTD
UPTD
Masih Kwrangnya
diterapkanya pola pamahaman
manajeman Pemda thd
tradisiona) di BLK g manajemen
UPTD desentralisasi
Kurang legitimast Kurangnya
dan regulasi pemahaman
manaiemen BLK Pemda thd
UPTD manajemen

degenfralisasi
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5. Untuk mengatasi kurangnya kualitas instruktur dan TK di BLK UPTD, shategi
manakah yang lebih penting agar sasaran menghilangkan mismatch antara SDM

dg kebutuhan pelatihan tercapai 7
{(Bandingkan elemen-elemen kebijakan pada Kolom 1 dengan elemen-elemen
kebijakan di baris yang sama pada Kolom 2)

Kolom 1

Monitoring dan
evaluasi regular dan
fahunan thd
instrukiur dan TK di
BLKUPTD

Manitoring dan
evaluasi regular dan
tahunan thd
instruktur dan TK di
BLKUFTD

Sislirn pengem
hangan kark dan
profesl instruidur
dan TKdiBLK
UPTD

Kolom 2

Sistim pengem
bangan karir dan
profesi instnrktur
dan TK di BLK
UPTD

Menerapkan ‘best
value' dalam kese
pakatan kinerja an
tara pimpinan de
agan instrukiuy TK

Menerapkan ‘hest
yalue’ dalam kese
pakatan kinerja an
tara pimpinan de
ngan instruktur TK

6. Untuk mengatasi kurangnya kuantitas instruktur dan TK di BLK UPTD, strategi
manakah yang lebih penting agar sasaran menghilangkan mismatch antara SDM
dg kebutuhan pelatihan tercapai ?

{Bandingkan clemen-elemen kebijakan pada Kolom 1 dengan elemen-elemen
kebijakan di baris yang sama pada Kolom 2)

evaluast regular dan
tahunan thd
instruktur dan TK di

-5.

Bobot :

Kolom 1 s[e 7165141312 1 23141567 s]s] [olom?
Monitoring dan ! Sistim pengem
evaluasi regular dan bangan karir dan
tahunan thd profesi instrukiur
instruktur dan TK di dan TKdiBLK
BLK UPTD UPTD
Monitoring dan Menerapkan “best

value’ dalam kese
pakafan kineria an
tara pimpinan de

BLK UPTD ngan inshsicur TK
Sistim pengem Menerapkan ‘best
bangan karlr dan value' dalam kese
profesi ingtruktur pakalan kKinerja an
dan TK di BLK tara pimpinan de
UPTD ngan instruldur TK

Strategi Revitalisasi..., Iman Agung, Pascasarjana Ul, 2010



7. Untuk mengatasi adanya kesenjangan produktivitas instruktur di BLK UPTD,
stralegi manakah yang iebih penting agar sasaran menghilangkan mismatch
antara SDM dg kebutuhan pelatihan tercapai 7
(Bandingkan elemen-elemen kebilakan pada Kolom 1 dengan elemen-elemen
kebilakan di baris yang sama pada Kolom 2)

Kolom 1 Kolom 2
Manitoring dan § Sistim pengem
evaluast requiar dan hangan karir dan
tahunan thd e profesi instrukiur
inshuktur dan TK d o don TK di BLK
BLKUPTD UFTD

Monitoring dan Menerapkan best

evaluasi regular dan

tahurian thd pakatan kirerla an
inskuklur dan TK di tara pimpinan de

BLKUPTD ngan instrukher TK
Sistim pengem ¢ Menerapkan ‘best
bangan karir dan valug' dalam kese
profesi instrukiur pakatan kinerjs an
dan TK di BLK tara pimpinan de

UPTD agan instrukiur TK

8. Untuk mengatasi tidak berfungsinya sarpras BLK UPTD dg maksimal, straleqi
manakah yang lebih penting agsr sasaran meningkatkan status BLK UPTD
menjadi Centre of Vocational di wilayahnya tercapai? '

{(Bandingkan elemen-elemen kebljiakan pada Kolom 1 dengan elemen-elemen
kebijakan di baris yang sama pada Kolom 2}

Kolom 4 Kalom 2
Sosialisasi entang Pemenuhan
pentingnya BLK shg persyaratan
ujung fombak minimal BLK agar
pelatihan di daerah relevan dg

kebutuhan dunia

usaha
Sosialisasi entang Menggencarkan
pentingnya BLK sbg publikasi BLK
ung fombak UPTD di

y wilayahinya

pelalihan df daerah
. masing2

Pamenuhan
persyaratan minimal
BLK agar relevan dg
kebuluhen dunia
usaha
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8. Untuk mengatasi tidak reievansinya alat pelatihan di BLK UFTD dg teknologi yg
ada, stralegi manakah yang lebih penling agar sasaran meningkatkan status BLK
UPTD menjadi Centre of Vocational di wilayahnya tercapai?

(Bandingkan elemen-elemen kebijakan pada Kolom 1 dangan clemen-elemen
kebijakan di baris yang sama pada Kolom 2}

Bobot
Kolom 1 alsl7lels6lalalzl1]2l2lal5]6]718]8 Holom

Sosialisasi tentang - Pemenuban
pentingnya BLK sby persyaratan
giung fombak rainimal BLK agar
pelatihan di daerah refevan dg

kebutohan dunia

usaha
Sosiafisasi tenlang - Menggencarkan
pentingnya BLK sby publkasi BLK
yjung lombak UPTD ¢
petatihan di dasrah wiayahnya

MasinG2
Pemenuhan Menggencarkan
persyaratan minimal publikasi BLK
BLK agar relevan dg UPTD di
kebutuhan dunia wilayahnya
usaha masing2

10. Untuk mengatasi kurangnva permnabaman masyarakat di daerah thd fungsi BLK
sbg tempat pelatihan, sirategl manakah yang lebih penting agar sasaran
meningkatkan status BLK UPTD menjadi Centre of Vocational di wilayabnya
tercapai?

{Bandingkan elemen-glemen kebijgkan pada Koiom 1 dengan elemen-elemen
kebijakan di baris yang sama paca Kolom 2)

Kolom 1 Bohot Kolom 2
Sosiglisasi tenfang Pemenuhan
pentingnya BLK sbg persyaralan
ujung fombak minimal BLK agar
pelatihan di daerah relevan dg

kebuluhan dunia

ysaha
Sosialfisasi tentang Menggencarkan
pentingnya BLK shg publikasi BLK
ujung lombak UPTD di
pelatihan di dasrah wilayahnya

masing2
Pemenuhan Menggencarkan
persyaratan minimal publiicasi BLK
BLK agar relevan dg B UPTD &
kebuluhan dunia ' wilayahnya
usaha masing?2
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11.Untuk mengatasi masih diterapkannya pola manajemen tradisional di BLK
UPTD, strategi manakah yang lebih penting agar sasaran keseragaman pola

manajemen BLK baik UPTP maupun UPTD tercapai?

{Bandingkan slemen-elemen kebijakan pada Kolom 1 dengan elemen-elemen

kebiakan di baris yang sama pada Kolom 2)

Kotom 1 Kolom 2
Menyusun jukiak Mensinergikan Uil
juknis PP 31 di 32 ofoda dg UU 13
daerah yg nantinya ketenagakerjaan
disebut sislatkerda
Menyusun juklak Mensosialisasi kan
Jukais PP 31 di ftg manajeren BLK
daerah yg nantinya ka seluruh jajaran
disebut sislatkerda
KMensinergikan UU Mensosialisasi kan
32 otodadgUU 13 ftg manajemen BLK
ketenagakerjaan ke seluruh jsjaran

12. Untuk mengatasi kurang adanya legitimasi dan regulasi manajemen BLK di
daerah, strateqi manakah yang lebih penting agar sasaran keseragaman pola

manajemen BLK baik UPTP maupun UPTD tercapai?

(Bandingkan slemen-elemen kebijakan pada Keolom 1 dengan selemen-elemen

kebijakan di baris yang sama pada Kolom 2}

Bolbot

Kolom 1 sTe[76T5Ta13]2]1]2]3T4T8]67 89 gp'om
Menyusun juklak Mensinergikan UU
juknis PP 31 & 32 ofoda dg UU 13
daersh yg nantinya ketenagakerazan
disebut sislatkerda
Menyusun jullak Mensosialisasi kan
juknis PP 31 d ttg manalemen BLK
daersh yg nanlinya ke seluruh jajaran
disebut sislatkerda
Mensinergikan UUJ Mensosiafisasi kan
32 otoda dg UU 13 fig manajemen BLK
ketenagakeriaan ke seturuh iaieran
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13.Untuk  mengatasi kurangnya pemahaman Pemda thd manajemen BLK
terdesentralisasi, stralegi manakah vyang lebih penting agar sasaran
keseragaman pola manajemen BLK baik UPTP maupun UPTD tercapai?
{Bandingkan elemen-elemen kebijakan pada Kolom 1 dengan eslemen-elemen
kebijakan di baris yang sama pada Kolom 2)

Kolom 1 Bobot Kofom 2
Menyusun juklak ¥ Mensinergikan UU
juknis PP 31 di § 32 clodadg UL 13
daerah yg nantinya | ketenagakeriaan
disebut sistatkerda .

Menyusun juklak | Mensosialisasi kan
juknis PP 31 di g manajemen BLK
daerah yg nantinya } ke selguh jgjaran
disebul sisiatkerda

Mensinergikan UU i Mensosialisasi kan
32 oloda dg UU 13 ¢ tig manajemen BLK

§ ke seluruh jajaran

ketenagakeriaan

e TERIMAKASIH —evoeme
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